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Widyadara Ayu, E131 10 269, dengan judul skripsi “Kebijakan Luar Negeri 
Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era Barack Obama” di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA selaku pembimbing I dan 
Drs. H. Husain Abdullah, M.Si selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar kebijakan luar negeri 
Amerika Serikat terhadap Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Barack 
Obama dan untuk mengetahui tujuan atau kepentingan nasional Amerika Serikat 
melalui kebijakannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan metode analitif dan eksplanatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik telaah pustaka. Data bersumber dari 
buku, jurnal, laporan tertulis, koran, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya 
yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat didasari oleh tiga hal, yaitu adanya ancaman terorisme, upaya 
mempromosikan demokrasi, dan faktor sumber daya alam Timur Tengah yang 
melimpah. Setidaknya, ada empat tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat 
terhadap Suriah, yaitu untuk menghilangkan ancaman terorisme yang dianggap 
mengganggu keamanan Amerika Serikat, tujuan untuk melakukan reformasi 
politk di Suriah (demokratisasi), keinginan untuk mengelola sumber daya alam, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Krisis atau konflik memang tidak pernah terlepas dalam kehidupan manusia 
sehari-hari. Sebagai bagian dari masyarakat, nampaknya konflik memang selalu 
mewarnai dinamika kehidupan manusia. Bagaimana tidak, dalam kehidupan 
begitu banyak kepentingan yang bermain dan begitu banyak harapan-harapan 
yang ingin dicapai. Namun, jika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan 
serta tidak tercapainya kepentingan tersebut, maka hal itu dapat menjadi pemicu 
utama terjadinya konflik dalam tubuh masyarakat. Konflik dapat berakhir dengan 
peperangan dan konflik juga dapat berakhir dengan damai. Hal itu tergantung dari 
bagaimana para pelaku konflik berusaha mencapai kesepakatan agar tercipta 
kedamaian di antara mereka. 
Dalam dunia internasional yang kini telah berubah menjadi semakin 
kompleks dengan berbagai masalah dan permainan kepentingan dari berbagai 
negara dan aktor internasional lainnya, terkadang membuat konflik yang ada 
semakin memanas sehingga semakin menjauhkan mereka dari pencapaian solusi 
terbaik tanpa perlu menumpahkan darah. Konflik yang terjadi di belahan bumi 
lain terkadang diintervensi oleh pihak asing sehingga dunia internasional 
nampaknya tidak memiliki penegakan hukum yang tegas menanggapi aksi-aksi 
tersebut. Kini, dunia internasional kembali bergejolak dengan peristiwa yang 
terjadi di Timur Tengah dan peristiwa tersebut berhasil merembet ke mana-mana.  
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Pada akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur 
Tengah tengah dilanda pergolakan politik yang sifatnya masif. Pergolakan ini 
dimotori oleh sekelompok orang yang menginginkan revolusi akibat kejenuhan 
politik yang mereka alami selama ini di negara mereka masing-masing. Sebut saja 
Tunisia, di mana pergolakan politik ini mulai muncul ke permukaan, kemudian 
diikuti oleh Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan sekarang Suriah. Tujuan 
mereka sama, yaitu menginginkan revolusi yang tujuannya untuk menumbangkan 
rezim yang sedang berkuasa.1 
Pada Maret 2011, dunia internasional kembali dihebohkan dengan tersiarnya 
berita demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut mundurnya Rezim Bashar Assad. 
Rezim Assad yang telah berkuasa cukup lama, dimulai sejak Hafez Al Assad pada 
tahun 1972 lalu digantikan oleh anaknya, Bashar Assad sejak tahun 2000 hingga 
sekarang, menimbulkan gejolak demonstrasi dalam negerinya. Gerakan rakyat 
Suriah ini merupakan bagian dari gelombang Arab Spring yang melanda negara-
negara di Timur Tengah. Sayangnya, Rezim Assad menanggapi aksi damai 
rakyatnya secara brutal dan membunuh para demonstran.2. 
Seperti halnya yang terjadi pada negara di sekitar Suriah di kawasan Timur 
Tengah dan Afrika, masyarakat Suriah akhirnya tergerak untuk ikut menyuarakan 
demokrasi dan menuntut turunnya pemerintahan yang dirasa telah berkuasa terlalu 
lama di negeri mereka. Mereka tentu saja mendambakan tercapainya transisi 
demokrasi yang damai dan yang selama ini mereka impikan. 
                                                          
1 Roby Rakhmadi, ―Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi Militer NATO ke 
Libya 2011 (19 Maret-31 Oktober)‖, skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012, hal. 1. 
2 Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, 
Depok, Pustaka IIMaN 2013, hal. 15 
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Hal tersebut sesuai seperti yang diutarakan oleh Presiden Barack Obama, di 
mana ia mengatakan,  
The United States has been inspired by the Syrian peoples’ pursuit of 
a peaceful transition to democracy. They have braved ferocious brutality 
at the hands of their government. They have spoken with their peaceful 
marches, their silent shaming of the Syrian regime, and their courageous 
persistence in the face of brutality – day after day, week after week.3  
 
Berdasarkan pernyataan Presiden Obama, kenyataannya Amerika Serikat 
menaruh perhatian pada krisis ini dan menempatkan dirinya sebagai salah satu 
tokoh yang turut aktif di dalamnya. Ia menyampaikan bahwa Amerika Serikat 
terinspirasi oleh rakyat Suriah yang ingin mencapai transisi demokrasi yang aman. 
Menurutnya, rakyat Suriah telah mengalami kekerasan dan kebrutalan yang 
dilakukan oleh pemerintahnya. Selain itu, White House juga merilis pernyataan 
Presiden Barack Obama yang mengatakan bahwa, 
The future of Syria must be determined by its people, but President 
Bashar al-Assad is standing in their way. His calls for dialogue and 
reform have rung hollow while he is imprisoning, torturing, and 
slaughtering his own people.  We have consistently said that President 
Assad must lead a democratic transition or get out of the way.  He has not 
led.  For the sake of the Syrian people, the time has come for President 
Assad to step aside.4 
Presiden Barack Obama juga menambahkan  
The United States cannot and will not impose this transition upon 
Syria. It is up to the Syrian people to choose their own leaders, and we 
have heard their strong desire that there not be foreign intervention in 
their movement. What the United States will support is an effort to bring 
about a Syria that is democratic, just, and inclusive for all Syrians. We will 
support this outcome by pressuring President Assad to get out of the way 
                                                          
3 Presiden Barack Obama, Statement by President Obama on the Situation in Syria¸ 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria, 
9 Maret 2013.      
4 President Barack Obama, op cit., 
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of this transition, and standing up for the universal rights of the Syrian 
people along with others in the international community.5 
 
Berdasarkan pernyataan langsung dari Presiden Barack Obama, maka 
terlihat bahwa ada keinginan yang kuat dari Amerika Serikat untuk menurunkan 
pemerintahan Bashar Al-Assad. Alasan utamanya tentu saja untuk membantu dan 
membela rakyat Suriah yang ditindas oleh pemerintahan Assad. Dorongan yang 
kuat untuk menurunkan pemerintahan Assad dan membantu masyarakat ini 
semakin didukung dengan mengatasnamakan pelanggaran Hak Asasi Manusia  
yang terjadi di Suriah. 
Setidaknya Amerika Serikat menetapkan serangkaian tindakan merujuk pada 
kebijakan luar negerinya terhadap Suriah, di antaranya Amerika Serikat 
membentuk koalisi oposisi baru bagi Suriah dan secara sepihak melegalkannya 
sebagai pemerintahan yang sah. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan 
dukungan berupa persenjataan dan pelatihan militer bagi kelompok-kelompok 
koalisi yang bermarkas di luar Suriah. Tujuan dari dibentuknya koalisi oposisi 
tersebut untuk menciptakan konstitusi serta transisi politik yang baru bagi Suriah.6 
Tapi tidak hanya sampai di situ, senator Amerika Serikat, Joe Lieberman, saat 
diwawancarai oleh Fox News Sunday bahkan mengatakan akan mengancam 
Suriah menggunakan intervensi militer.7 
Namun rasanya kurang jika membahas kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat terhadap Suriah tanpa memahami kebijakan luar negeri Amerika Serikat 
terhadap Timur Tengah terlebih dahulu. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat 
selalu berisi dasar pemikiran idealis yang kuat dan mempromosikan demokrasi 
                                                          
5 ibid 
6 Tony Cartalucci dan Nile Bowie, War on Syria: Gateway to WW III, 2012, hal. 110. 
7 Ibid, hal. 8 
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adalah satu satu tujuannya sejak zaman Woodrow Wilson. Tapi sejak 2001 
kebijakan luar negeri Amerika Serikat mulai fokus di Timur Tengah untuk 
mempromosikan demokrasi.  Hal tersebut didasari atas serangan teroris pada 
peristiwa 9/11 yang menyerang gedung WTC dan Pentagon. Singkatnya, 
demokrasi dianggap berkontribusi pada resolusi perdamaian karena ―demokrasi 
tidak akan perang antara yang satu dengan yang lain‖.8 
Terorisme memang dianggap ancaman bagi keamanan Amerika Serikat dan 
terorisme dianggap tumbuh subur di negara-negara Timur Tengah yang tidak 
demokratis. Tapi tujuan mempromosikan demokrasi tidak berhenti hanya sampai 
pada isu keamanan belaka namun ada hubungannya dengan masalah ekonomi 
yang ingin dicapai. Berusaha menciptakan perdamain antara Israel dan Paletina 
pun tidak luput dalam daftar tujuan utama Amerika Serikat.9 
Suriah yang masih bagian dari Timur Tengah tentu saja tidak luput dari 
sasaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat selanjutnya. Ditambah lagi 
Presiden Assad selama ini dianggap telah berlaku brutal terhadap para demonstran 
dan hal tersebut dianggap pelanggaran HAM. Banyaknya aksi-aksi pengrusakan, 
pemboman di mana-mana, serta jutaan orang yang kehilangan rumah dan lebih 
memilih mengungsi mengindikasikan bahwa situasi Suriah tidak aman dan 
kelompok-kelompok teroris bersarang di dalamnya.  
Adanya upaya untuk menjatuhkan rezim Assad hingga saat ini tidak luput 
dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. ―We’re looking at the controlled 
demolition of the Assad regime,‖ said Andrew J. Tabler, a Syria expert at the 
                                                          
8 Katerina Dalacoura, ―US democracy promotion in the Arab Middle East since 11 
September 2001: a critique‖, International Affairs volume 81, issues 5 (page 963–979), 2005, hal. 
963. 
9 Ibid, hal. 979. 
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Washington Institute for Near East Policy. ―But like any controlled demolition, 
anything can go wrong.10 Maka tidak heran jika Amerika Serikat menolak segala 
bentuk usaha diplomatik untuk menyelamatkan Suriah dan lebih memilih untuk 
mendukung dan memberikan dana bagi pihak koalisi dan pemberontak.11 
Apa yang terjadi di Suriah merupakan salah satu contoh konflik dalam dunia 
internasional saat ini. Selain itu, fenomena ini sangat erat kaitannya dengan kajian 
Ilmu Hubungan Internasional. Meskipun hingga detik ini Presiden Bashar Assad 
belum berhasil dijatuhkan namun bukan berarti krisis ini berlalu beritu saja. 
Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang bermain tentu saja memiliki dasar-
dasar kebijakan luar negerinya terhadap Suriah serta tujuan-tujuan apa yang ingin 
dicapainya jika rezim Assad berhasil digulingkan. Oleh sebab itu, mengapa 
“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era 
Barack Obama” perlu dikaji lebih lanjut. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang pemilihan judul ―Kebijakan Politik Luar Negeri 
Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era Barack Obama‖ dan 
ditetapkannya masalah ini sebagai objek penelitian, maka penulis membatasi 
masalah, yaitu sejak terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat 
Suriah sejak awal tahun 2011 sampai krisis yang masih berlanjut hingga saat ini. 
Selain itu, penulis juga menetapkan dua pertanyaan pokok sebagai rumusan 
masalah penelitian, yaitu: 
1. Bagaimana krisis Suriah dalam perspektif Amerika Serikat? 
                                                          
10 http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-
toppling-syrian-government.html?_r=3&pagewanted=all&  
11 Ibid  
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2. Bagaimana hubungan Reformasi Politik dalam melindungi 
kepentingan Israel? 
3. Bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam bidang energi di 
Suriah?  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk: 
1. Mengetahui perspektif Amerika Serikat terkait krisis Suriah. 
2. Mampu menganalisis hubungan antara Reformasi Politik dan 
kaitannya dalam upaya melindungi kepentingan Israel. 
3. Mampu menganalisis kepentingan Amerika Serikat terkait sumber 
daya alam di Suriah. 
Manfaat penelitian, yaitu: 
1. Secara akademis, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan 
gambaran berbeda di balik krisis Suriah dan mampu dengan cermat 
menilai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadapnya. 
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi 
ilmiah bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya 
yang fokus dan tertarik pada Kawasan Timur Tengah dan krisis 
Suriah. 
D. Kerangka Konseptual 
Setiap negara di dunia pasti memiliki kebijakan politik luar negerinya 
masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan negara 
tersebut. Penetapan kebijakan politik luar negeri pada dasarnya merupakan hal 
yang utama dan penting bagi setiap negara dalam melakoni perannya sebagai 
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salah satu aktor dalam dunia internasional. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari serangkaian 
kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan. 
Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai strategi suatu negara dalam 
menghadapi negara lain atau aktor internasional lainnya. Kebijakan luar negeri 
juga merupakan sebuah media dan sekaligus dikendalikan oleh negara tersebut 
dalam mencapai tujuan nasional yang secara spesifik dituangkan dalam 
terminologi kepentingan nasional.12 Sementara itu, menurut Machiavelli, setiap 
negara harus mengejar kepentingan nasionalnya dan tidak pernah berharap dengan 
negara ataupun pemerintah lainnya. 13  Hal ini hanya bersifat hanya sementara 
sampai apabila antara kepentingan dengan kesepakatan internasional memiliki 
tujuan yang sama. Tetapi, dalam sistem dunia internasional, ketika kepentingan 
nasional bertentangan dengan kesepakatan internasional, maka negara harus 
mengesampingkan moral dan kewajiban internasionalnya. Banyak cara yang 
digunakan suatu negara dalam mengabaikan perjanjian serta kesepakatan 
internasional karena mengutamakan kepentingan nasional merupakan hal yang 
wajar.14 
Berdasarkan pendapat Machiavelli tersebut, maka kepentingan nasional 
merupakan segala-galanya dalam dunia internasional. Kepentingan nasional harus 
lebih diutamakan bahkan jika harus melanggar perjanjian yang telah disepakati 
                                                          
12 12 Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: 
Abardin, hal. 5. 89 dikutip oleh Amdya Mashfufah Hisyam, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri 
Rusia Terhadap Suriah‖, skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, hal. 11 
13 Machiavelli, dalam Robert Jackson dan George Sorensen, 2005, Pengantar Studi 
Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 89 dikutip oleh 
Amdya Mashfufah Hisyam, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah‖, skripsi, 




sebelumnya. Dikaitkan dengan situasi yang terjadi di Suriah, kebijakan luar negeri 
yang diambil Amerika Serikat sangat erat hubungannya dengan kepentingan 
nasional yang ingin dicapainya di Suriah. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat 
terhadap Suriah juga mencerminkan strategi dan langkah-langkah apa yang 
diambil untuk mencapai kepentingannya tersebut. 
Sementara menurut Hans J. Morgenthau dalam The Concept of Interest 
defined in Terms of Power, konsep Kepentingan Nasional (National Interest) yang 
didefinisikan sebagai power, menurut Morgenthau hal tersebut berada di antara 
nalar, akal atau reason yang berusaha untuk memahami politik internasional 
dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dalam hal ini, 
Morgenthau berusaha menyampaikan bahwa power merupakan instrumen penting 
bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 15  Morgenthau 
mengatakan bahwa ―...selama periode sejarah apapun hubunan yang terjadi di 
antara unit-unit merdeka dan berdaulat, seperti dalam masa-masa negara kota 
Yunani dan dalam sistem negara Eropa Modern, perimbangan power adalah 
bersifat dominan‖. (Mc. Chelland, 1966:17). Kemudian, lebih lanjut dikatakan 
―...keadaan ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan refleksi hukum politik (an 
iron law of politics). Lebih lanjut lagi, Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa 
―...the concept of interest defined in terms of power‖.16 
Artinya, antara kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, serta power 
masing-masing berkaitan satu dengan yang lain. Semakin besar power yang 
dimiliki suatu negara maka semakin besar peluang baginya untuk mendapatkan 
                                                          
15 Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 
2008, hal.67 
16 Ibid, hal. 52 
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kepentingan nasionalnya. Sementara di satu sisi, kepentingan nasional tertuang 
dalam rumusan kebijakan luar negeri yang dianut negara tersebut. Singkatnya, 
Amerika Serikat sebagai negara superpower memiliki pengaruh yang kuat di 
antara negara-negara lain. Power yang dimiliki Amerika Serikat akan 
mendukungnya mendapatkan kepentingan nasionalnya terhadap Suriah yang 
tercermin dari kebijakan luar negerinya. 
Sementara itu, apa yang terjadi di Suriah dapat juga dinilai sebagai sebuah 
krisis politik berdasarkan situasi yang terjadi di sana. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, ―krisis‖ dapat diartikan sebagai keadaan yang berbahaya atau keadaan 
yang parah sekali. Dengan begitu, ―krisis politik‖ dapat pula didefiniskan sebagai 
sebuah keadaan berbahaya atau parah dalam bidang politik suatu negara, dalam 
hal ini politik Suriah. 
Di lain sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan luar negeri yang 
diterapkan Amerika Serikat dalam merespon krisis Suriah memiliki kaitan yang 
erat dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini disebabkan kepentingan nasional 
sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para 
pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar 
negerinya. 17  Politik luar negeri itu sendiri merupakan perwujudan dari 
serangkaian kepentingan dan tujuan nasional suatu negara yang ingin dicapai 
melalui interaksi dengan aktor internasional lainnya. Dalam hal ini, kepentingan 
nasional suatu negara menentukan ke arah mana hubungan kerjasamanya dengan 
negara-negara lain. Jika mereka memiliki kepentingan yang sama maka hubungan 
mereka akan berjalan baik dan kooperatif dan begitupun sebaliknya. 
                                                          
17 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung : Rosdakarya, hal. 35 
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Menurut Miroslav Nincic, ada tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan 
kepentingan nasional, yaitu 
Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga 
pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan 
masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan 
dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian 
kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan 
internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui 
kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, 
kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi 
kepedulian masyarakat secara keseluruhan.18 
 
Berdasarkan opini tersebut, yang dimaksud dengan kepentingan nasional 
harus bersifat vital adalah hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan wilayah 
suatu negara sehingga kepentingan itu menjadi prioritas utama negara yang 
bersangkutan. Kekuatan militer (hard power) biasa digunakan sebagai alat untuk 
mencapai kepentingan yang bersifat vital ini. Sedangkan, kepentingan yang 
sifatnya sekunder biasanya menggunakan instrument soft power, seperti 
pertukaran budaya, kerjasama, dan lain-lain. 
Negara yang merupakan salah satu aktor internasional tentu saja mau tidak 
mau harus mampu beradaptasi dalam tatanan dunia internasional. Negara dengan 
segala kepentingannya, secara tidak langsung terikat pada  sistem global yang 
sedang berjalan. Oleh sebab itu, segala upaya pencapaian kepentingan yang 
dilakukan suatu negara, sadar maupun tidak sadar, pasti dipengaruhi oleh 
lingkungan internasional. 
Sementara itu, kepentingan nasional hendaknya bersifat universal. 
Maksudnya, kepentingan nasional jangan sampai hanya menguntungkan dan 
melibatkan segelintir pihak, baik individu, kelompok maupun lembaga 
                                                          
18 Aleksius Jermadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar. Hal. 67. 
12 
 
pemerintahan belaka saja. Namun, kepentingan nasional harus menjadi 
kepentingan dan tujuan yang mencakup masyarakat secara luas sehingga 
kepentingan itu sendiri menjadi prioritas bersama. 
Menurut James N. Rossenau, kepentingan nasional memiliki dua kegunaan, 
yaitu 
Pertama, sebagai analitis untuk menggambarkan, 
menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri. Dan kedua, 
sebagai alat tindakan politik sebagai sarana untuk membenarkan, 
mengecam atau mengusulkan kebijaksanaan.19 
 
Berdasarkan pendapat James N. Rossenau, maka pada dasarnya kepentingan 
nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kebijakan luar 
negeri suatu negara. Melalui politik luar negeri, akan lebih mudah untuk 
memahami kepentingan nasional atau tujuan nasional negara tersebut. Oleh sebab 
itu, kepentingan nasional atau tujuan nasional suatu negara dapat digunakan untuk 
memprediksi kebijakan-kebijakan apa lagi yang akan dilakukan negara yang 
bersangkutan. 
Kepentingan nasional secara tidak langsung menjadi kunci dari proses 
pembentukan dan pengusulan kebijakan-kebijakan luar negeri dikarenakan 
sifatnya yang krusial. Tidak dapat dipungkiri jika kepentingan nasional selalu 
menjadi landasan sekaligus tujuan suatu negara dalam menetapkan serangkaian 
strategi kebijakan yang tepat dalam interaksinya dengan dunia internasional. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Morgenthau bahwa ―kepentingan nasional 
suatu bangsa bukan hanya menyadari kepentingannya sendiri tetapi juga 
                                                          
19 Mohtar  Mas‘oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. 
Jakarta : LP3ES. Hal. 140. 
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menyadari kepentingan negara lain‖. 20  Maka, seyogyanya suatu negara tidak 
hanya memahami dan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya semata tapi 
bagaimana ia dapat memahami kepentingan nasional negara lain karena dalam 
tatanan dunia global, kepentingan merupakan hal yang relatif antaraktor 
internasional. Dengan melihat kebijakan luar negeri negara lain, maka mudah bagi 
suatu negara untuk memahami tujuan apa yang ingin dicapai negara tersebut. 
Dengan begitu, suatu negara akhirnya dapat mengetahui negara mana yang 
memiliki kepentingan yang sama dengannya dan bisa menjadi sekutunya 
sedangkan negara yang memiliki kepentingan berbeda sudah pasti menjadi 
musuhnya. 
Strategi kebijakan luar negeri yang diusung Amerika Serikat menanggapi 
krisis Suriah mencerminkan tujuan-tujuan nasionalnya yang bersifat kompleks. 
Sementara Suriah sendiri memiliki substansi-substansi pemicu konflik, seperti 
masalah politik, ekonomi, dan merembes pada masalah sektarian. Sehingga, 
keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis tersebut, hanya semakin memupus 
harapan bagi berakhirnya krisis Suriah. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif 
dengan tujuan eksplorasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, 
menganalisis, dan menjabarkan kepentingan Amerika Serikat serta keterlibatannya 
di Suriah berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori yang 
digunakan.  
                                                          
20 Sumpema Prawira Saputera. 2006. Politik Luar Negeri RI : Kerangka Studi Analisis. 
Jakarta : Bina cipta. Hal. 33. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumupulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu telaah 
Pustaka (Library Research). Di mana, penulis akan mengumpulkan data teoritis 
yang bersumber dari literatur, berupa buku, artikel, makalah, koran, jurnal, 
dokumen, dan situs-situs resmi yang memuat pernyataan langsung Presiden 
Barack Obama atau Amerika Serikat yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Data ini penulis peroleh baik dari perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 
diperoleh secara langsung, maupun yang diperoleh melalui akses internet. 
3. Jenis Data 
Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, maka 
jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data 
tersebut melalui sumber-sumber yang telah dijelaskan sebelumnya. Data ini 
kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data 
kualitatif. Di mana, penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan 
berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori yang 
digunakan. Sedangkan, data statistik akan digunakan sebagai data pendukung 
teoritis saja. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode penulisan 
deduktif. Penulis akan memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah 
secara umum terlebih dahulu kemudian menggambarkan masalah secara khusus 





A. Konsep Kebijakan Luar Negeri 
Dewasa ini, ketika hubungan antarnegara serta sistem perpolitikan di antara 
mereka semakin kompleks dan telah berkembang pesat, perlu sebuah kebijakan 
baru dalam bidang politik untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan 
mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Politik kemudian sarat menjadi 
salah satu media untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Melihat 
tatanan dunia yang semakin maju seperti saat ini, tentu saja mendorong para 
pemimpin negara untuk berupaya memenuhi kepentingan mereka, baik 
kepentingan dalam negeri maupun kepentingan yang sifatnya lebih global. 
Kepentingan dalam negeri bisa bersifat lebih sederhana, seperti bagaimana suatu 
negara mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, mampu membangun sistem 
tatanan politik serta ekonomi yang baik dan dapat menunjang keberlangsungan 
hidup di negara tersebut. Sedangkan, kepentingan yang sifatnya lebih global 
terkadang lebih menyentuh pada area-area yang lebih besar, seperti membangun 
hubungan diplomatik antarnegara yang pada ujungnya untuk mencukupi dan 
memenuhi kepentingan dalam negeri, menciptakan citra atau kesan yang baik di 
mata negara-negara di seluruh dunia, bahkan keinginan untuk menancapkan 
hegemoni atau pengaruh di suatu kawasan tertentu, dan lain-lain. 
Politik atau kebijakan luar negeri ditentukan oleh empat determinan, yaitu 
konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri, 
dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara, dan peran politik 
16 
 
dalam negeri dalam perumusan politik luar negeri.21 Berarti politik sangat erat 
kaitannya dengan kebijakan serta serangkain tatanan aturannya yang bertujuan 
untuk mengatur urusan kenegaraan. Dunia perpolitikan dewasa ini telah banyak 
mengalami perkembangan di segala aspek disebabkan semakin berkembang pula 
sistem tatanan dunia. Otomatis, negara-negara di seluruh dunia, sebagai salah satu 
aktor internasional, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang 
serba cepat seperti saat ini. Tentu saja negara-negara pada akhirnya juga harus 
mampu merumuskan sistem perpolitikan yang sesuai dan mampu menampung 
segala kepentingan yang ada.  
Kebijakan luar negeri yang merupakan salah satu bagian dari dunia 
perpolitikan, kemudian menjadi salah satu wadah yang mampu membantu sebuah 
negara mencapai berbagai kepentingannya, baik kepentingan dalam negeri 
maupun luar negeri. Kepentingan nasional sendiri merupakan panduan untuk 
melaksanakan kebijakan luar negeri dan dapat diartikan sebagai kepentingan 
negara sebagai unitary actor yang penekanannya pada peningkatan national 
power untuk mempertahankan keamanan nasional dan kemampuan untuk survival 
dari negara tersebut.22 Secara garis besar, menurut Kenneth N. Waltz, hal-hal yang 
terkandung dalam teori kebijakan luar negeri berhubungan dengan suatu negara 
tertentu beserta motivasi-motivasinya, kebijakan-kebijakannya, dekrit-dekritnya, 
serta perilaku-perilakunya dengan merujuk pada masalah-masalah internasional.23 
Dalam hal ini, kebijakan luar negeri tidak hanya berhubungan dan berkaitan 
                                                          
21 William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional, CV. Sinar Baru, Bandung, 1990 
dkutip oleh Sri Winingsih, ―Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir 
Iran‖, skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal. 6 
22 Abdul Mutholib A., ―Kepentingan China Dalam Konflik Suriah‖, skripi, Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 2013. 
23 Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, Refleksi Teori Hubungan Internasional dari 
Tradisional ke Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hal. 26. 
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dengan kebijakan-kebijakan semata tetapi juga dapat diimplementasikan dalam 
menanggapi serta merespon masalah-masalah yang terjadi dalam dunia 
internasional. 
Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri di sisi lain meneliti perilaku spesifik 
suatu negara untuk menentukan bagaimana negara menanggapi tekanan 
internasional.24 Lebih lanjut, Waltz juga berpendapat bahwa teori kebijakan luar 
negeri lebih menjelaskan maksud dan tujuan suatu negara. Bagaimana suatu 
negara dapat menghadapi lingkungan internasional tapi tidak perlu membicarakan 
hasil-hasilnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan suatu negara tergantung pada 
lingkungan internasional, khususnya tujuan dan kapabilitas dari negara-negara 
lain.25 Maksudnya, kebijakan luar negeri menjadi sarana bagi sebuah negara untuk 
mencapai maksud dan tujuannya tetapi di satu sisi kesuksesan suatu negara dalam 
mencapai kepentingannya tidak terlepas dari peranan dan kemampuan negara-
negara lain yang juga bagian dari sistem internasional. Dalam hai ini, apakah 
negara-negara tersebut dapat membantu sebuah negara memperoleh 
kepentingannya atau justru menghambatnya. 
Kebijakan luar negeri dapat pula didefinisikan sebagai berikut 
Foreign policy is composed of the goals sought, values set, 
decisions made and actions taken by states, and national 
government acting on their behalf, in the context of the external 
relations of national societies. It constitutes an attempt to design, 
manage, and control the foreign relations of national societies.26 
                                                          
24ibid  
25 ibid 
26 Mark Webber and Michael Smith, Foreign Policy in A Transformed World, Pearson 
Education Limited, 2002, hal. 2 dikutip oleh Sri Winingsih, ―Kebijakan Luar Negeri Amerika 
Serikat Terhadap Program Nuklir Iran‖, skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal. 6. 
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Amerika Serikat sebagai salah satu negara berdaulat dan memiliki power 
yang diakui oleh dunia, tentu saja juga harus menyusun kebijakan luar negerinya 
yang sesuai dengan paham-paham yang ia anut. Kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat itulah yang nantinya akan menjadi cerminan sikap, maksud, dan tujuan 
yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam menanggapi dan menghadapi 
situasi internasional. Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri yang Amerika Serikat 
susun pun pada dasarnya tidak terlepas dari kebutuhan dalam negerinya yang 
harus terpenuhi dari negara-negara lain. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat pasti memiliki serangkaian 
misi di Timur Tengah, dalam hal ini fokus kepada Suriah. Berdasarkan pada teori 
yang dikemukakan oleh Waltz bahwa kebijakan luar negeri pada hakekatnya berisi 
mengenai maksud dan tujuan sebuah negara, maka sebagai sebuah negara, 
Amerika Serikat juga pasti memiliki maksud dan tujuan sampai ingin terlibat 
lebih jauh dalam krisis Suriah yang dimulai sejak 2011 silam. Kebijakan luar 
negeri yang diterapkan Amerika Serikat ini terlihat dari upaya-upaya apa saja 
yang ia lakukan terhadap Suriah dan bagaimana Amerika Serikat menilai Presiden 
Bashar Al-Assad. Mengutip dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh 
Congressional Research Service, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat terhadap Suriah, di antaranya: 
Since March 2011, U.S. unilateral and multilateral policy 
initiatives toward the Syrian civil war have sought to stop the 
violence, push for the departure of President Asad, and begin a 
political transition to a more democratic form of government. 
During the conflict’s initial phase, when President Asad met non-
violent civil protest with repressive force, the Administration 
denounced the regime’s violent measures, expanded existing U.S. 
sanctions on Syrian government officials, and insisted that the 
government enact substantive political reforms to meet protestor 
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demands. After President Asad continued his strategy of violently 
suppressing dissent while refusing to resign, the Administration 
called for Asad’s resignation in August 2011. For the next year, 
U.S. officials attempted to work multilaterally through the United 
Nations to sanction the regime, reach a cease-fire, and endorse a 
political transition plan. All of these efforts were stymied by 
Russian and Chinese rejections of such proposals at the Security 
Council and unabated violence on the ground inside Syria.27 
 
Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat 
tersebut, nampaknya Amerika Serikat sanget serius mendukung pihak oposisi 
Suriah dan sangat mengharapkan agar Presiden Assad segera lengser dari 
jabatannya. Selain itu, Amerika Serikat juga berharap agar transisi politik segera 
terjadi dan berjalan ke arah yang lebih demokratis yang nampaknya diharapkan 
dapat menguntungkannya. Tidak hanya itu, tekanan demi tekanan Amerika Serikat 
berikan kepada Suriah dalam bentuk sanksi yang diharapkan semakin membebani 
Presiden Assad, bahkan secara tidak langsung PBB pun turut ditekan untuk 
bersama-sama memeranginya. Hal yang perlu ditakutkan adalah apabila Presiden 
Assad lengser, sistem politik Suriah akan digiring ke arah  sistem politik yang 
malah menguntungkan Washington. 
Secara umum, kebijakan luar negeri suatu negara terbagi dua, yaitu 
mengarah pada negara atau isu tertentu dan universal atau umum. Volatilitas 
kebijakan luar negeri ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan luar 
negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat 
keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional 
lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang 
                                                          
27 Didownload dari http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R43201.pdf (Federation of 
American Scientists) pada tanggal 31 Januari 2014, sebuah report yang dibuat oleh spesialis 
masalah di Timur Tengah, yaitu Christopher M. Blanchard dan Jeremy M. Sharp, Congressional 
Research Service, Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response, hal. 15. 
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dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. 28  Namun, perlu diingat 
bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara 
walaupun memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat 
yang diperintahnya tetapi kepentingan nasional suatu bangsa ditentukan oleh siapa 
yang berkuasa pada waktu it.29 
Power (kekuasaan) merupakan salah satu elemen yang tidak dapat 
dipisahkan dan sangat memengaruhi kelancaran dari sebuah kebijakan luar negeri. 
Power dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan 
sesuatu yang sebenarnya berlainan dengan kehendaknya. 30  Dalam prakteknya, 
kekuasaan diwarnai dengan persuasi, digerakkan atas dasar kesamaan kepentingan 
serta nilai-nilai, adanya negosiasi, dan faktor ancaman. Kekuasaan terkait erat 
dengan karakter dan bersifat situasional. Artinya, kekuasaan lebih melekat kepada 
wibawa sang penguasa dan bersifat dinamis, tergantung pada situasi saat itu.31 
Dengan demikian, kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya dapat 
berubah-ubah tergantung pemimpinnya pada saat itu dan tergantung pada situasi 
internasional di zamannya. 
Seperti halnya manusia, pada dasarnya sebuah negara tidak dapat berdiri 
sendiri karena suatu saat ia pasti membutuhkan ―bantuan‖ dari negara lain ketika 
                                                          
28 Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: 
Abardin, hal. 5 dikutip oleh Amdya Mashfufah Hisyam, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia 
Terhadap Suriah‖, skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, hal. 15 
29 Ibid 
30 Amos Jordan, A. William J. Taylor, & Michael J. Mazarr, American National Security, 
The John Hopkins University Press Baltimore and London, 5th Edition, 1999, hal. 3 dikutip oleh 
Sri Winingsih, ―Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Iran‖, skripsi, 
Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal. 4.  
31 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Englewood Cliffs, N. J. 
Prentice Hall, 1972, dikutip oleh dikutip oleh Sri Winingsih, ―Kebijakan Luar Negeri Amerika 




negaranya tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Lebih dari itu, 
sebuah negara juga membutuhkan rasa aman di antara negara-negara lain untuk 
memastikan bahwa tidak akan ada negara yang berani mengancam stabilitas 
keamanan dalam negerinya. Fenomena paranoid semacam itu pada dasarnya wajar 
jika melihat dinamika internasional dewasa ini di mana negara-negara cenderung 
berlomba-lomba meningkatkan kualitas pertahanan militernya yang tujuannya 
untuk ―menggertak‖ negara-negara lain agar tidak berani berbuat macam-macam. 
sKemudian, pada akhirnya hal-hal itulah yang mendorong sebuah negara untuk 
menyusun kembali kebijakan luar negerinya terkait masalah keamanan dan 
kemudian membangun relasi dengan negara-negara lain untuk mendapatkan 
bantuan. 
Amerika Serikat bisa dijadikan contoh, yaitu pada saat era jabatan sebelum 
George W. Bush di mana terorisme belum menjadi buah bibir, politik luar negeri 
Amerika Serikat belum secara gamblang memerangi terorisme. Namun, sejak 
peristiwa 9/11 silam yang sempat menghebohkan dunia, serentak kebijakan luar 
negeri Amerika Serikat berubah bahkan tidak tanggung-tanggung sampai 
menginvasi Irak secara langsung. Perang tersebut terjadi selama bertahun-tahun 
dan telah menghabiskan banyak biaya hanya dengan dalih untuk memerangi 
terorisme. Amerika Serikat merasa bahwa masalah keamanan adalah hal yang 
utama, terorisme apabila dibiarkan merajalela dapat berbahaya dan bisa 
mengancam stabilitas keamanan negara lain bahkan dunia secara global maka dari 
itu perlu untuk diperangi. 
Atas dasar untuk memengari terorisme, Amerika Serikat mengeluarkan 
National Security pasca tragedi 11 September 2001 yang menuntut harus diikuti 
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oleh seluruh negara. Kebijakan luar negeri ini memang terkesan memaksa tetapi 
dari situlah dapat dilihat sehebat apa power yang dimiliki oleh Amerika Serikat 
sehingga mampu membuat negara-negara lain untuk ikut memerangi terorisme 
dan bergabung bersama Amerika Serikat. Presiden Bush menuntut agar seluruh 
negara mau menjadi sekutunya bahkan mengancam bagi siapa saja yang 
menentang akan dianggap sebagai musuh dan menjadi salah satu target 
penyerangan Amerika Serikat.  
Dalam teori yang dikemukakan oleh Gideon Rose bahwa kebijakan luar 
negeri merupakan hasil dari struktur internasional yang berjalan, faktor-faktor 
domestik, serta interaksi kompleks di antara keduanya. Meskipun demikian, 
kekuatan negara dan posisi negara dalam sistem internasional merupakan faktor 
penentu dalam pemilihan kebijakan luar negeri. Kemudian, di saat bersamaan 
faktor-faktor domestik pun juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu 
negara.32   
Kebijakan luar negeri tidak lain merupakan sarana yang dirancang untuk 
mencapai tujuan nasional berdasarkan faktor-faktor domestik yang ada. Tujuan 
nasional tersebut dapat dicapai melalui politik luar negeri, di mana ada aksi-aksi 
nyata yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam upaya mencapai 
tujuan tersebut yang disesuaikan dengan situasi internasional dan seberapa kuat 
power yang dimiliki untuk mendapatkannya. 
Berbicara mengenai sistem dan situasi internasional yang berlaku saat ini, 
secara tidak langsung memaksa negara-negara di dunia untuk mau tidak mau 
harus membuat kebijakan dan mengarahkan politik luar negeri berdasarkan sistem 
                                                          
32 Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, loc cit. 
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internasional. Melihat keadaan dunia internasional di mana arus globalisasi terjadi 
begitu cepat dan saat di mana industri-industri sangat diandalkan sebagai salah 
satu motor penggerak perekonomian, maka tidak heran apabila Amerika Serikat 
tertarik dengan kandungan sumber daya alam berupa gas alam dan minyak bumi 
yang melimpah di Timur Tengah untuk menopang keberlangsungan hidup 
negaranya. Bahkan bukan tidak mungkin apabila Presiden Assad berhasilah 
dijatuhkan dan Suriah dalam keadaan yang tidak stabil, Suriah bisa menjadi 
korban invasi Amerika Serikat selanjutnya setelah Irak. 
Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of 
behaviour). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih 
empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat 
keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan 
eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang 
dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih 
spesifik. 33  Dalam kaitannya dengan implementasi, kebijakan luar negeri bisa 
berupa kebijakan politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Kebijakan tersebut 
didasari oleh pemenuhan kepentingan nasional yang saat itu ingin dicapai. 
Terdapat 5 komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan 
tujuan kebijakan luar negeri:34 
1. Untuk mempertahankan integritas negara. Konsep kesatuan nasional dalam 
negeri meliputi pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan wilayah dari suatu 
                                                          
33 James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, 1976, World Politics: An 
Introduction. New York: Free Press Amdya Mashfufah Hisyam, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri 
Rusia Terhadap Suriah‖, skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, hal. 18-19 
34 Carlton Clymer Rodee, 1993, Introduction to Political Science 3rd Revised Edition, 
USA: McGraw Hill Higher Education, hal 616-619 dikutip oleh Amdya Mashfufah Hisyam, 




negara, termasuk mengurus warga negara di dalam dan luar negeri, prinsip kesatuan 
geografis menimbulkan tiga jenis masalah bagi para pembuat kebijakan yaitu, 
pemeliharaan hak atas semua daerah yang dinyatakan sebagai milik negara, 
penyerahan daerah tertentu, dan tambahan wilayah baru dan pemilikan-pemilikan. 
2. Untuk meningkatkan kepentingan ekonomi. Pemerintah wajib untuk 
meningkatkan kemakmuran negara. Bangsa-bangsa yang terkuat dan terbesarpin 
tidak dapat mengenyam kemakmuran ekonomi dan tingkat kehidupan yang tinggi 
dengan cara mengasingkan diri dari jalur perdagangan dunia. Kemakmuran negara 
bergantung pada banyak faktor yang kompleks dan erat berkaitan. Faktor-faktor ini 
bisa dibagi dalam dua kategori yaitu: pertama; modal negara termasuk letak 
geografisnya dalam hubungannya dengan pusat industri dunia, sumber alam, iklim, 
serta jumlah dan watak penduduknya; kedua; cara modal-modal tersebut 
dimanfaatkan merupakan gambaran dari status kebudayaan negara. 
3. Untuk menjamin keamanan nasional. Kebijakan luar negeri dibuat untuk 
melindungi dari serangan yang menyiratkan ada bahaya. Sasaran dari kebijakan 
keamanan nasional adalah melindungi dan mengembangkan nilai-nilai nasional. 
Nilai nasional yang paling fundamental adalah kelangsungan hidup suatu negara. 
Kelangsungan hidup inilah yang harus menjadi prinsip dasar penentuan kebijakan 
luar negeri suatu negara. 
4. Untuk melindungi martabat nasional. Dalam hubungan internasional, negara 
diibaratkan sebagai seorang manusia yang harus memikirkan masalah martabatnya. 
Sehingga dalam membuat kebijakan luar negerinya, suatu negara harus 
memperhatikan prinsip martabat nasional. 
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5. Untuk membangun kekuasaan. Setiap negara dalam hubungan internasional 
harus memikirkan pengaruh yang bisa diberikannya terhadap negara lain untuk 
mencapai kepentingannya. Aktivitas internasional selalu menguntungkan negara 
yang memiliki pengaruh dibanding negara yang tidak memiliki pengaruh yang 
cukup. Pengaruh dalam hal ini merupakan kekuasaan politik dimana suatu negara 
akan mampu menguasai suatu negara dan mempengaruhi pengambilan kebijakan 
negara lain untuk mencapai apa yang diinginkan negara tersebut. 
Selain itu, secara umum kebijakan luar negeri dapat dikatakan merupakan 
akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan dan struktur 
domestic maupun dalam lingkungan internasional. Dengan kata lain, apa yang 
terjadi dalam lingkungan internal suatu negara maupun apa yang terjadi dalam 
lingkungan eksternal suatu negara, pada dasarnya dapat memengaruhi setiap 
perumusan kebijakan luar negeri. Hal tersebut sebagai wujud interaksi suatu 
negara dengan negara lain yang ditentukan oleh empat hal, yaitu: 
1. Strategi leadership yang dilakukan suatu negara apabila para pembuat 
keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mendukung 
kepentingan mereka dan memandang kapabilitasnya sendiri lebih kuat. Negara 
yang menerapkan strategi ini akan berusaha mengendalikan negara lain melalui 
persuasi dan penawaran daripada melalui paksaan. Walaupun, pada beberapa 
kasus, penggunaan paksaan terkadang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk 
persuasi. 
2. Strategi concordance dilakukan suatu negara apabila para pembuat 
keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mendukung 
kepentingan mereka namun memandang kapabilitas sendiri lebih lemah. Negara 
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yang menerapkan strategi ini berusaha memelihara hubungan yang harmonis 
dengan negara yang kapabilitasnya lebih kuat. 
3. Strategi accommodation dilakukan jika para pembuat keputusan negara 
tersebut memandang kapabilitasnya lebih lemah. Negara yang menerapkan 
strategi ini berusaha menyesuaikan diri untuk menghindari konflik. Namun, dalam 
jangka panjang, mereka akan mulai mempertimbangkan untuk menerapkan 
strategi konfrontasi terhadap negara yang saat ini lebih kuat apabila kapabilitas 
yang dimiliki negara tersebut telah meningkat. 
4. Strategi confrontation diterapkan oleh suatu negara jika para pembuat 
keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mengancam 
kepentingannya dan memandang kapabilitasnya sendiri lebih kuat. Negara yang 
menerapkan strategi ini akan mempertajam masalah-masalah yang ada di mana 
kepentingannya bertentangan dengan negara lain dan memaksa negara tersebut 
untuk mengubah posisinya melalui pengakuan atas superioritas kapabilitasnya.35 
B. Konsep Krisis Politik 
Situasi genting yang terjadi di Suriah telah memasuki babak baru yang kian 
memanas. Tidak ada yang menyangka jika masalah internal Suriah ternyata telah 
menjadi semakin runyam. Keamanan warga sipil Suriah tidak lagi terjamin seperti 
dulu. Kini, kehidupan mereka diliputi oleh rasa takut, tidak aman, dan frustasi 
akibat banyaknya warga sipil yang harus kehilangan nyawa, keluarga, rumah, dan 
terpaksa mengungsi. 
                                                          
35 John P. Lovell, Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adoption, Decision Making, 
1970 dikutip oleh Sri Winingsih, ―Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program 
Nuklir Iran‖, skripsi, Universitas Indonesia,Depok, 2009, hal. 6 
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Menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departeman 
Pendidikan Dan Kebudayaan, mendefinisikan krisis sebagai suatu suatu situasi 
yang genting dan gawat, atau suatu kemelut mengenai suatu kejadian atau 
peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan. Banyak hal yang dapat 
menyebabkan krisis terjadi dan krisis pun memiliki banyak macam, salah satunya 
krisis dalam bidang politik. Situasi genting yang terjadi di Suriah dapat dikatakan 
sebagai sebuah krisis, dalam hal ini sebuah situasi gawat yang disebabkan kemelut 
dalam bidang perpolitikannya. 
Sementara itu, menurut Oxford Dictionaries, krisis didefinisikan sebagai a 
time of intense difficulty or danger; a time when a difficult or important decision 
must be made; the turning point of a disease when an important change takes 
place; indicating either recovery or death.36 Berdasarkan definisi tersebut, Suriah 
memang berada dalam posisi yang sulit, di mana sebagai sebuah negara, Suriah 
harus mampu mengatasi krisis yang terjadi di negaranya dan mampu mencari 
solusi yang tepat untuk menyelesaikan krisis tersebut. Di sisi lain, Suriah juga 
harus mampu mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan intervensi asing 
yang hendak memperumit krisis yang ada. 
Adapun menurut Merriam-Webster, krisis merupakan the turning point for 
better or worse in an acute disease or fever; an unstable or crucial time or state 
of affairs in which a decisive change is impending; a situation that has reached a 
critical phase. 37  Singkatnya, krisis merupakan keadaan berbahaya yang 
                                                          
36 http://www.oxforddictionaries.com/ diakses pada 30 September 2014 pukul 19:00 
WITA. 
37 http://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis?show=0&t=1412100527 diakses 
pada 1 Oktober 2014 pukul 02:15 WITA. 
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membutuhkan perhatian lebih. Namun, krisis tidak selamanya berdampak buruk 
dalam kehidupan ataupun bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan pada dasarnya 
negara bisa memilih untuk bangkit dari krisis atau justru semakin terpuruk dengan 
krisis yang ada. 
Sama halnya dengan yang terjadi di Suriah, awal pemicu krisis di Suriah 
memang disebabkan oleh efek gelombang Arab Springs yang melanda kawasan. 
Tetapi dengan adanya pemicu tersebut, pada akhirnya masyarakat berhasil 
mengutarakan dan menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah yang selama 
ini mereka pendam. Sehingga, pada dasarnya terkadang krisis justru dibutuhkan 
untuk mengoreksi kesalahan pemerintah agar bisa lebih baik di masa yang akan 
datang. Walaupun demikian, krisis yang berakhir dan diwarnai dengan kebrutalan 
pun tidak dapat dibenarkan. 
C. Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar tiap 
negara sebagai salah satu aktor internasional. Kepentingan nasional tiap negara 
berbeda satu dengan lainnya dikarenakan beberapa hal, seperti keadaan geografis, 
geopolitik, geostrategis, ideologi, power, keamanan, serta struktur budaya dan 
karateristik masyarakat negara tersebut. Kepentingan nasional pula dapat 
menggerakkan tiap negara untuk melakukan kerjasama, baik bilateral maupun 
multilateral, untuk menunjang kesempatan bagi tercapainya kepentingan mereka. 
Melalui pola dan aktivitas sebuah negara dalam merespon perkembangan dunia 
internasional, dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi kepentingan apa yang 
ingin dicapai oleh negara tersebut. 
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Kepentingan nasional merupakan sebuah fenomena alami yang pasti 
dimiliki oleh tiap aktor internasional. Kepentingan nasional tentu saja menjadi 
prioritas utama bagi tiap negara dalam upaya pencapaian kepentingannya tersebut. 
Oleh sebab itu, tidak heran jika terjadi banyak perang kepentingan di antara dua 
atau lebih negara dalam dunia internasional. 
Sayangnya, tidak semua kepentingan nasional dapat dengan mudah 
terpenuhi. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan power (kekuasaan) antara 
negara satu dengan lainnya. Negara-negara kuat atau negara-negara yang 
memiliki power cenderung mendominasi negara-negara lemah. Hal ini disebabkan 
kemampuan negara-negara kuat untuk mengontrol negara-negara lemah sangat 
besar sehingga kepentingan mereka yang selalu berhasil terpenuhi. Sehingga tidak 
jarang jika negara-negara lemah hanya menjadi korban eksploitasi negara-negara 
kuat dengan segala kepentingannya tersebut. 
Pada hakekatnya kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dengan 
kebijakan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional di sisi lain juga 
merupakan refleksi dari tujuan nasional yang ingin dicapai oleh negara tersebut. 
Singkatnya, negara kemudian menetapkan kebijakan luar negerinya sebagai media 
untuk memperoleh kepentingan atau tujuan nasionalnya tersebut. 
Kepentingan nasional dewasa ini mengarah pada perhatian terhadap internal 
dari suatu bangsa. Menurut Sufri Jusuf 
Kepentingan nasional termasuk dalam visum dan 
diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan 
dalam rangka ketertiban internasional. Konsep ini adalah buatan 
manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan 
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para ahli teori politik dan dipatuhi oleh kepentingan golongan dan 
juga kepentingan para perumusnya.38 
 
Berdasarkan pandangan tersebut, kepentingan nasional pada dasarnya tidak 
hanya didasarkan pada pencerminan kondisi dalam negeri semata namun 
mencerminkan situasi hubungan internasional yang lebih kompleks. Di satu sisi, 
kepentingan nasional yang merupakan konsep buatan manusia, harus dipatuhi 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik secara bilateral maupun 
multilateral. Sementara di sisi lain, kepentingan nasional juga memiliki tanggung 
jawab untuk menciptakan ketertiban internasional.39 
Dalam mengupayakan pencapaian kepentingan nasional, perlu merumuskan 
serangkaian strategi tertentu. Hal ini bertujuan agar dalam pergaulan dunia 
internasional jangan sampai merugikan kepentingan nasional. Strategi-strategi 
tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika perumusan kebijakan luar 
negerinya tepat. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan luar negeri sangat 
menentukan seberapa mampu sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan dan 
tujuan nasionalnya. Setidaknya ada enam faktor yang perlu diperhatikan dalam 
memperjuangkan kepentingan nasional, yaitu40 
1) Identifikasi sebagai aspek kepentingan 
2) Tingkatkan kepentingan nasional 
3) Jangka waktu pencapaiannya 
4) Perkiraan hasil yang mungkin tercapai 
                                                          
38 Sufri Jusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisa Teoritis 
dan Uraian Tentang Pelaksanaannya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 10 dikutip oleh 
Victor Tangalayuk Batara, ―Dimensi Pendidikan Dalam Hubungan Bilateral Intdonesia-Australia‖, 
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5) Peluang-peluang dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya 
6) Kemampuan untuk mencapainya 
Konsep kepentingan nasional juga pada dasarnya bersifat sementara dan 
dinamis. Dalam hal ini, kepentingan nasional sebuah negara bisa saja mengalami 
perubahan sesuai situasi dan kondisi dunia internasional pada saat itu untuk 
beradaptasi. Dengan kata lain, kepentingan nasional tidak dapat dikategorikan 
sebagai sebuah konsep yang kaku dan tidak peka terhadap perubahan global. Oleh 
karena itu, perumusan kebijakan luar negeri pun pada hakekatnya bersifat dinamis 
dan dapat berubah-ubah tergantung kondisi dunia pada saat itu. 
Sebuah negara harus peka terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem 
dunia internasional agar dapat bertahan. Sebuah negara juga perlu memahami 
dengan cermat kondisi dalam negerinya serta strategi-strategi apa yang harus 
dilakukan agar kepentingan nasionalnya senantiasa terjamin. Hal ini dikarenakan 
konsep kepentingan nasional sifatnya sangat kompleks, mudah berbenturan 
dengan kepentingan negara lain yang jika gagal dapat mengakibatkan perang, dan 




KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN KRISIS 
POLITIK SURIAH 
A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 
1. Dasar Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 
Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat merupakan negara yang 
isolasionis, yaitu negara yang memiliki pandangan bahwa lebih baik fokus pada 
urusan domestik terlebih dahulu dibanding terlalu sibuk atau terlalu banyak 
mengurusi urusan negara lain. Akibatnya, Amerika Serikat memilih untuk tidak 
memiliki dan menghindari peran yang besar dalam dunia internasional dan fokus 
pada dirinya sendiri. Namun, Amerika Serikat yang baru dan berbeda muncul 
pasca perang tersebut. Dengan mengandalkan pada wilayahnya yang luas serta 
sistem pertahanan udaranya yang canggih, di mana seperti yang diketahui bahwa 
Amerika Serikat memiliki pangkalan industri militer yang besar dan ratusan 
pangkalan militer di negara-negara asing, hal tersebut secara tidak langsung 
mengindikasikan bahwa Amerika Serikat telah mengubah pandangannya dan 
menjadi negara yang internasionalis. Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat 
banyak berperan sebagai pemimpin dunia (world leader) yang di mana secara 
substansial memengaruhi kebijakan militer, diplomasi, dan ekonominya. 
Perubahan pandangan ini juga menjadikan Amerika Serikat sungguh-sungguh 
terlibat dalam berbagai urusan bangsa atau negara lain seperti yang terlihat saat 
ini.41 
                                                          




Serangan 9/11 silam hanya beberapa tahun pasca runtuhnya Tembok Berlin 
dan pecahnya Uni Soviet. Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara 
superpower yang tersisa kini menghadapi dunia yang kejam dan menjadi target 
dari ancaman para teroris ekstrimis. Berita serangan yang dilakukan teroris 
terhadap gedung World Trade Center dan Pentagon tersebar ke seluruh dunia dan 
mulai terlihat banyak dukungan serta simpati tercurah kepada Amerika Serikat. 
Hampir seluruh bangsa menawarkan diri untuk membantunya melawan teroris.42 
Ketidakamanan kini nampaknya ada di mana-mana. 
Sebelum peristiwa 9/11, mantan Presiden George W. Bush pernah 
mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat akan mengurangi peranan dan 
keaktifannya terhadap konflik internasional dibanding sebelumnya. Namun, 
kebijakan itu berubah drastis sejak 9 September 2011. Ketakutan akan serangan 
teroris membuat Bush merasa perlu ada gerakan internasional yang sangat besar 
melawannya dan Bush menyebutnya dengan ―The War on Terrorism‖. 
Perang ini pada dasarnya berbeda dibanding perang-perang sebelumnya 
karena targetnya bukan sebuah bangsa tetapi lebih kepada sekelompok teroris 
yang bertujuan menyerang kepentingan Amerika Serikat, baik dalam maupun luar 
negeri, dan Amerika Serikat jelas merasa tidak aman. Bush menyampaikan bahwa 
tujuan perang tersebut adalah untuk menghilangkan ancaman teroris internasional. 
Objeknya pun pada dasarnya telah mendorong Amerika Serikat sampai pada 
wilayah yang belum dipetakan. Tidak jelas kapan perang tersebut akan berakhir 
dan kapan tujuannya akan tercapai. Namun satu hal yang pasti, perang ini akan 
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menjadi perang yang sangat lama atau Bush menjanjikan perang ini dengan ―a 
long war‖.43 
Proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki kaitan yang 
sangat erat dengan situasi keamanan nasional negara tersebut. Thomas E. 
Patterson berpendapat dalam bukunya, The American Democracy, bahwa  
National security is unlike other areas of government policy 
because it rests on relations with powers outside rather than within 
a country. Nations have sovereignty within their recognized 
territory; each nations is the ultimate governing authority over this 
territory and the people within it. In reality, of course, the world is 
not composed of equal sovereign states. Some are more powerful 
than others, and the strong sometimes bully the weak. Nevertheless, 
there is no international body that is recognized by all nations as 
the final (sovereign) authority on disputes between them.44 
 
Setidaknya, ada empat instrumen utama dalam pembuatan kebijakan yang 
menyangkut keamanan nasional (National Security Policy), yaitu diplomacy, 
military force, economic exchange, dan intelligence gathering. Diplomasi 
merupakan proses bernegosiasi antarnegara, dalam hal ini negara-negara tersebut 
membicarakan kepentingan mereka masing-masing untuk mencapai suatu 
kesepakatan bersama yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan 
keduabelah pihak tersebut. Sementara kekuatan militer merupakan instrumen 
kebijakan luar negeri kedua yang dapat digunakan unilaterally, maksudnya hanya 
satu pihak negara saja yang bertindak sendirian. Kebanyakan negara 
menggunakan kekuatan militer sebagai langkah pertahanan; mereka meningkatkan 
jumlah pasukan atau memilih bergabung dengan aliansi-aliansi militer tertentu 
untuk memproteksi negara mereka dari negara penyerang. Sepanjang sejarah, ada 
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beberapa negara yang secara aktif menggunakan kekuatan militer sebagai sarana 
kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat adalah salah satunya. 
Kemudian, untuk instrumen ketiga, yakni economic exchange, instrumen 
kebijakan ini berfokus pada perdagangan (trade) atau bantuan (assistance). 
Maksudnya, perdagangan dilakukan antarnegara untuk menunjang dan 
meningkatkan perekonomian negara tersebut dengan cara memasarkan produk-
produk mereka sedangkan bantuan dalam hal ini fokus pada bantuan dana yang 
diberikan untuk negara-negara yang perekonomiannya lemah. Instrumen 
kebijakan yang terakhir, yakni intelligence gathering, merupakan sebuah proses 
mengawasi aktivitas-aktivitas negara lain. Hal ini dilakukan karena semua bangsa 
dan negara pasti mengejar kepentingan mereka masing-masing dan oleh sebab itu 
perlu bagi mereka untuk memantau atau waspada terhadap aktivitas negara lain.45 
Pada kasus kali ini, khusus Amerika Serikat, aktor utama dari keempat 
instrumen kebijakan luar negeri di atas adalah presiden. Presiden berbagai 
kekuasaan dan tanggung jawab dengan kongres untuk masalah kebijakan luar 
negeri dan militer. Presiden memiliki hak yang lebih kuat untuk memimpin karena 
berperan utama sebagai commander in chief, chie diplomat, dan chief executive. 
Namun di sisi lain, walaupun misalnya Presiden Bush telah membahas 
rencananya untuk perang di Afghanistan bersama pemimpin-pemimpin kongres 
tapi Presiden Bush tidak memiliki peran yang signifikan dalam perumusan 
rencana atau eksekusi rencana tersebut. Berarti, seorang presiden hanya mampu 
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menyampaikan rencananya, sekalipun ia merupkan aktor utama, karena eksekusi 
rencana tersebut pantas dilakukan atau tidak tergantung dari keputusan kongres.46 
Berbicara mengenai kekuatan militer, pasukan militer Amerika Serikat telah 
dilatih setidaknya untuk enam tipe aksi militer (six types of military action), yaitu 
Unlimited Nuclear Warfare, Limited Nuclear Warfare, Unlimited Conventional 
Warfare, Limited Conventional Warfare, Counterinsurgency, dan Police-Type 
Action. Jika Unlimited Nuclear Warfare, Limited Nuclear Warfare, Unlimited 
Conventional Warfare, dan Limited Conventional Warfare lebih banyak bermain 
pada masalah nuklir serta perang. Sementara counterinsurgency cenderung 
diakibatkan oleh lahirnya pemberontak-pemberontak yang berusaha menjatuhkan 
pemerintah. Sedangkan untuk tipe aksi militer Police-Type Action, pembuat 
keputusan Amerika Serikat mulai menaruh banyak perhatian dan fokus 
memerangi masalah global, misalnya masalah perdagangan narkoba, 
ketidakstabilan politik negara lain, perpindahan penduduk, dan terorisme. 
Konflik Vietnam merupakan salah satu contoh kasus pemberontakan 
(insurgency), yaitu meningkatnya jumlah pemberontak yang berusaha melawan 
pemerintahan. Kebanyakan di negara-negara dunia ketiga, pemberontakan 
awalnya terjadi dikarenakan munculnya keluhan-keluhan masyarakat yang 
kemudian berusaha melawan monopoli ekonomi dan kekuaasaan politik yang 
selama ini dikuasai oleh pihak-pihak elit semata. Dahulu, pemberontakan 
semacam ini cenderung mendapat dukungan dari Uni Soviet namun di satu sisi, 
Amerika Serikat melihat pemberontakan sebagai sebuah ancaman terhadap 
kepentingan politik dan ekonominya. Keterlibatan Amerika Serikat terhadap 
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pemberontakan-pemberontakan di negara Dunia Ketiga mulai berkurang secara 
drastis dan benar-benar menghilang sejak berakhirnya Perang Dingin. Tidak ada 
satupun baik publik Amerika Serikat maupun pemerintah, yang ingin terlibat 
dalam perang-perang, walaupun untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang terbatas, 
seperti aktivitas memberikan training (pelatihan) serta melengkapi persenjataan 
tentara-tentara asing, keduanya merupakan bagian dari kebijakan pertahanan 
Amerika Serikat. Selain itu, ribuan tentara Amerika Serikat pernah ditempatkan di 
Filipina pada tahun 2002 sebagai bagian dari upaya melawan kelompok 
pemberontak muslim di sana dan survei yang dilakukan Fox News 
mengindikasikan bahwa 81% penduduk Amerika Serikat setuju dengan persiapan 
tersebut. 47  Hal ini menunjukkan Amerika Serikat ingin menghindari perang 
namun di sisi lain tetap menggunakan kekuatan militer untuk menjaga 
kepentingan dan keamanan mereka, bahkan menempatkan tentara mereka di luar 
negeri.. 
2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Suriah 
Sejak Maret 2011 di saat konflik Suriah mulai terkuak ke permukaan melalui 
media-media, Amerika Serikat telah memiliki serangkaian kebijakan terhadap 
Suriah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk menanggapi situasi 
internasional yang terjadi di sana. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat terkait konflik Suriah tentu saja dilatarbelakangi oleh beberapa 
kepentingan Amerika Serikat, baik terhadap Suriah sendiri maupun terhadap 
Timur Tengah secara umum. 
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After a year of conflict and without any consensus at the 
United Nations Security Council on approaches to end the 
violence, President Obama continued to pursue primarily non-
military approaches toward the civil war. The White House 
continued to reject calls for unilateral U.S. military intervention or 
lethal support to rebel forces. However, during the summer of 
2012, reports of alleged Asad regime preparation of munitions with 
chemical agents led President Obama to remark that the movement 
or use of such agents would constitute a ―red line‖ and cause him 
to change his calculus.48 
 
Merasa bahwa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak gagal membawa 
perdamaian dan menghentikan konflik, Amerika Serikat lalu secara resmi fokus 
pada upaya untuk mempersatukan kelompok-kelompok oposisi Suriah. Sejak 
September 2012 hingga Februari 2013, kebijakan luar negeri Amerika Serikat 
berkonsentrasi pada upaya membantu mempersatukan situasi politik serta 
kelompok-kelompok oposisi yang bersenjata agar lebih mudah mendapatkan 
bantuan dari Amerika Serikat dan dukungan internasional.  Amerika Serikat juga 
mengambil langkah untuk mendukung pertahanan dari perbatasan Suriah, yakni di 
Turki dan Jordan, dalam hal ini untuk membantu menyebarkan persenjataan bagi 
tentara-tentara Amerika Serikat.49 
Memasuki musim semi 2013, saat sekitar 70.000 warga Suriah tewas dan 
semakin banyak arus jumlah pengungsi yang telah mencapai angka jutaan orang, 
Amerika Serikat kemudian menambahkan bantuan kemanusiaannya melalui PBB 
dan menyediakan persenjataan bagi oposisi Suriah yang baru dibentuk. Sementara 
itu, pada Mei 2013, Amerika Serikat dan Rusia sepakat untuk bergabung dalam 
konferensi Jenewa yang membahas upaya untuk membawa para pihak Suriah 
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yang berperang agar mau bernegosiasi secara damai. Namun, dengan adanya isu 
kiriman senjata dari Rusia, keterlibatan Hezbollah dalam konflik Suriah, indikasi 
adanya konflik dalam tubuh oposisi-oposisi Suriah, serta embargo senjata yang 
dikeluarkan oleh Eropa, nampaknya semakin memupus harapan akan suksesnya 
negosiasi yang berlangsung. 
Pada tanggal 21 Agustus, jumlah korban yang berjatuhan akibat serangan 
senjata kimia telah menuduh Suriah yang bertanggung jawab akan penggunaan 
senjata tersebut. Mengutip pernyataan Presiden Obama yang lalu yang 
mengatakan bahwa pengiriman atau penggunaan senjata kimia merupakan ―a red 
line‖ yang dapat mengubah perhitungannya (change his calculus). Dalam hal ini, 
Presiden Obama ingin menyampaikan bahwa toleransi yang diberikan oleh 
Amerika Serikat adalah sampai pada ―a red line‖ tersebut dan jika terbukti Suriah 
menggunakan senjata kimia maka Amerika Serikat akan menyerang Suriah. 
Presiden Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan 
nasional dalam memastikan bahwa ―when countries break international norms on 
chemical weapons they are held accountable.‖ Akhirnya, pada 31 Agustus 2013, 
Presiden Obama memutuskan bahwa akan merespon tuduhan penggunaan senjata 
kimia oleh Suriah tersebut dengan serangan milier. 50 
Presiden Obama mengatakan bahwa ―I have decided that the United States 
should take military action against Syrian regime targets.‖ dalam pidatonya yang 
dipublikasikan melalui Russia Today tanggal 31 Agustus 2013 silam. Presiden Obama 
mengatakan bahwa ia memiliki wewenang yang sah (legal authority) untuk 
menyerang Suriah walaupun di satu sisi ia harus mendapatkan vote dan 
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persetujuan dari kongres terlebih dahulu sebelum menyerang Suriah. Namun di 
sisi lain, Presiden Obama juga menyampaikan bahwa ia merasa ―nyaman‖ untuk 
tetap menyerang Suriah bahkan tanpa mandat atau perintah dari PBB sekalipun 
padahal serangan militer tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan itu dilarang 
berdasarkan Piagam PBB. Menurutnya, serangan mungkin akan dilakukan dalam 
beberapa hari atau dalam beberapa bulan ke depan, namun satu hal yang pasti 
adalah serangan akan dilakukan.51 
Untuk lebih jelas memahami kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat terhadap Suriah sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, maka perlu melihat 
kronologis kebijakannya yang terdapat di lampiran. Berdasarkan data tersebut 
terlihat bahwa sejak awal krisis politik melanda Suriah, Amerika Serikat secara 
signifikan telah memberikan banyak sanksi terhadap rezim Assad dan para 
pendukungnya. Tidak hanya sampai di situ, Amerika Serikat juga berusaha 
melakukan intervensi militer terhadap Suriah namun sayang upaya tersebut selalu 
berhasil digagalkan oleh China dan Rusia sebagai pemegang hak veto. 
Selain itu, dibanding berusaha untuk membantu menyelesaikan krisis politik 
Suriah, Amerika Serikat justru lebih memilih untuk memfasilitasi pembentukan 
Syrian Opposition Coalition (SC) pada November 2012 di Doha, Qatar. Ditambah 
lagi Amerika Serikat bahkan secara sepihak menjadikan SC sebagai kelompok 
oposisi yang sah padahal di saat yang sama pihak pemerintah Suriah sendiri tidak 
mengakui kelompok oposisi tersebut. Keterlibatan Amerika Serikat tidak berhenti 
hanya sampai pada pembentukan SC namun merambat sampai pada 
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keterlibatannya dalam mendesain Jabhat al Nusra, sebuah kelompok militan 
Salafi-Jihadis yang dilaporkan berafiliasi dengan Al Qaeda di Irak. Padahal seperti 
yang diketahui Al Qaeda merupakan musuh yang selama ini dikejar-kejar 
Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 silam. 
Rangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Suriah semakin 
memanas ketika pada Juni 2013 Bashar Assad dituduh menggunakan senjata 
kimia, termasuk sarin, dalam skala kecil ketika melawan pihak oposisi tahun lalu. 
Merespon isu senjata kimia tersebut, White House kemudian memutuskan untuk 
menambah bantuan terhadap pihak oposisi, termasuk bantuan berupa persenjataan 
militer. Kemudian pada 31 Agustus 2013, Presiden Obama mengajukan draft 
resolution memohon otoritas dari Kongres untuk melakukan operasi militer 
melawan rezim Suriah dengan alasan untuk menahan jumlah penggunaan senjata 
kimia oleh Assad.  
3. Tujuan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat  
Kawasan Timur Tengah memang merupakan kawasan yang letaknya 
strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, kawasan ini juga 
merupakan pusat perkembangan ajaran agama-agama samawi. Tidak hanya itu, 
kawasan ini juga terkenal dan menjadi daya tarik bagi investor asing dan negara-
negara lain disebabkan kandungan sumber daya alamnya yang menggoda dan 
yang menjadi motor penggerak industri serta perekonomian internasional dewasa 
ini. 
Kawasan Timur Tengah menjadi pusat perebutan pengaruh global karena 
beberapa hal, di antaranya: 
42 
 
1) Kawasan ini menyimpan cadangan minyak terbesar dibandingkan dengan 
kawasan lain. Di zaman di mana energi minyak menjadi kebutuhan utama, 
khususnya bagi negara-negara industri, tentu saja kawasan Timur Tengah yang 
memegang peranan penting dalam mengatur ekonomi internasional. 
2) Negara-negara di Timur Tengah telah menjadi negara-negara pengimpor 
senjata baik dari Timur maupun dari Barat berkat kekayaan yang diperoleh dari 
hasil minyaknya. Tentu saja kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-
negara produsen senjata, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, 
beberapa negara Eropa Timur dan Amerika Latin, serta Republik Rakyat China. 
3) Berkat kekayaan yang dimilikinya, kawasan ini kemudian menjelma 
menjadi ―benua ekonomi‖ yang mampu menyedot berbagai komoditas, investor-
investor asing, serta menjadi pasar yang potensial untuk menjual produk-produk 
mereka. 
4) Konflik antarnegara di Kawasan Timur Tengah, dalam hal ini peperangan 
antara Israel dengan negara-negara Arab mengundang campur tangan negara-
negara kuat, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Dalam hal ini, stabilitas 
keamanan Kawasan Timur Tengah mempunyai dampak yang besar bagi negara-
negara tetangganya maupun bagi dunia internasional. Oleh sebab itu, posisi 
kawasan ini begitu penting dalam menjaga kestabilan dan perdamaian dunia. 
5) Kawasan Timur Tengah secara geografis, geopolitik, dan geostrategis, 
merupakan kawasan yang menghubungkan antara Benua Eropa, Afrika, dan Asia 
sehingga semakin menambah nilai ekonomis dan strategis kawasan ini. 
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6) Kawasan Timur Tengah juga terbukti merupakan The Cradle of 
Civilization (Asal Muasal Peradaban). Bahkan ajaran agama-agama besar juga 
lahir di kawasan ini.52 
Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat memang memiliki serangkain 
kepentingan di Kawasan Timur Tengah. Setidaknya, ada tiga kepentingan utama 
Amerika Serikat di kawasan, yaitu kepentingan untuk mendominasi sumber daya 
alam Timur Tengah, menjaga kepentingan Israel dengan cara senantiasa 
mendukung serta menjamin eksistensi negara tersebut, dan yang terakhir 
kepentingan untuk membendung berkembangnya gerakan islam radikal serta 
menciptakan umat islam yang ―pro-Barat‖.53 
3.1. Kepentingan Untuk Mendominasi dan Mengelola Sumber Daya Alam 
Walaupun Amerika Serikat kaya dengan sumber daya alam namun itu masih 
belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Amerika Serikat paling 
kekurangan minyak, produksi domestiknya hanya mampu menyediakan setengah 
dari seluruh penggunaan minyak yang ia lakukan. Di luar Amerika Serikat, 
sumber terbesar perolehan minyak bumi berasal dari Timur Tengah, Amerika 
Latin, dan Rusia. Sebelum Perang Dunia II, khusus wilayah Timur Tengah, 
Amerika Serikat mengontrol setidaknya satu persepuluh dari total cadangan 
minyak bumi di sana. Berselang hanya 20 tahun kemudian, Amerika Serikat 
mengontrol enam persepuluh dari total cadangan minyak bumi di Timur Tengah. 
Perubahan ini terjadi diakibatkan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika 
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Serikat membuka kembali ladang-ladang minyak yang rusak akibat konflik dan 
membuka ladang-ladang baru yang berpotensi menyuplai kebutuhan minyak 
mereka. Amerika Serikat juga mendapat banyak ―imbalan‖ dan ―keuntungan‖ 
dikarenakan dukungannya kepada para pembangkang rezim di  Iran dan rezim 
lainnya di Timur Tengah yang dibalas dengan cara memberikan perananan yang 
lebih besar kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam memproduksi 
minyak mereka di Timur Tengah.54 
Berikut merupakan tabel jumlah impor minyak bumi Amerika Serikat dari 
tahun 2010 hingga awal tahun 2014 dari berbagai negara. 
Tabel 1.2. Jumlah Impor Minyak Mentah dan Petroleum Amerika 
Serikat sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2014 
 
U.S. Imports of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) 
Sumber: U.S. Energy Information Administration. Jumlah impor per tahun dihitung dalam satuan 
ribu barel.55 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi minyak bumi 
merupakan salah satu komoditi utama yang dibutuhkan Amerika Serikat. Terlihat 
bahwa meskipun sempat mengalami penurunan jumlah impor pada tahun 2012 
                                                          
54 Thomas E. Patterson, ibid, hal 557. 
55 Data yang berisi tentang jumlah impor minyak bumi Amerika Serikat dari tahun 2010 
hingga awal 2014 yang dihitung dalam ribuan barel per bulan, diakses melalui 
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIMUS1&f=M pada tanggal 
12 April 2014. 
 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
  2010 350,315 314,452 360,262 375,769 376,383 373,317 392,915 383,045 354,677 345,415 332,884 345,099 
  2011 377,114 298,861 364,400 352,372 366,004 354,169 362,220 345,990 336,767 341,161 334,689 340,463 
  2012 338,215 304,201 328,759 318,315 344,637 342,727 334,604 337,268 314,256 311,468 305,442 298,960 
  2013 311,312 258,578 293,125 302,265 311,620 293,713 317,538 316,119 299,380 297,359 279,224 294,548 
  2014 287,188            
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(dibanding tahun 2011) namun produksi impornya masih dalam jumlah yang 
sangat besar. Dengan melihat tabel tersebut dilihat seberapa besar jumlah minyak 
bumi yang dibutuhkan Amerika Serikat tiap tahunnya untuk menopang 
perekonomiannya. Kebutuhannya yang sangat besar membuat ia terpaksa 
mengimpor minyak bumi dari luar dikarenakan produksi dalam negerinya pun 
belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dalam negerinya. 
Timur Tengah memang merupakan kawasan yang kaya akan kandungan 
minyak bumi dengan kapasitas yang melimpah. Bahkan, cadangan minyak bumi 
di kawasan ini diketahui sebagai tempat cadangan minyak bumi terbesar di dunia. 
Maka tidak heran apabila negara-negara anggota OPEC rata-rata adalah negara-
negara dari Kawasan Timur Tengah. 
Menurut sebuah situs bisnis terkemuka, CNBC pada Maret 2010, merilis 10 
negara yang memiliki kandungan minyak mentah terbesar di dunia. Negara 
produsen minyak mentah terbesar di dunia dengan cadangan minyaknya sebesar 
259.9 miliar barel atau 19.2% dari total jumlah persediaan minyak mentah dunia 
saat ini ditempati oleh Arab Saudi. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kanada 
dengan cadangan minyak mentah sebesar 175.2 miliar barel atau 12.94% dari total 
persediaan minyak mentah dunia. Kemudian, posisi ketiga ditempati oleh Iran 
dengan cadangan minyak mentah sebesar 137.6 miliar barel atau 10.16% dari 
cadangan minyak mentah dunia. Tidak hanya minyak, ternyata Iran juga memiliki 
cadangan gas alam yang melimpah yang menjadikan negara ini semakin memiliki 
daya tarik bagi negara-negara lain. 
Irak menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah cadangan 
minyak bumi terbesar di dunia. Cadangan minyak Irak tercatat mencapai 115 
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miliar barel dengan jumlah produksi per hari diperkirakan sekitar 2.4 juta barel. 
Posisi kelima kini ditempati oleh Kuwait dengan cadangan minyak sebesar 101.5 
miliar barel atau 7.5% dari total persediaan minyak mentah dunia. Sementara itu, 
posisi keenam kini ditempati oleh Venezuela dengan persediaan minyak mentah 
sebesar 99.4 miliar barel. 
Menempati posisi ketujuh, kembali dipegang salah satu negara di Timur 
Tengah, yakni Uni Emirat Arab yang memiliki cadangan minyak dunia sebesar 
97.8 miliar. Selanjutnya, Rusia menempati posisi kedelapan dengan cadangan 
minyak mentah dunia yang diperkirakan sebesar 60 miliar barel. Tidak mau 
ketinggalan, Libya kemudian menempati posisi kesembilan sebagai salah satu 
negara dengan jumlah cadangan minyak mentah dunia. Di mana, cadangan 
minyak Libya diperkirakan sebesar 44.3 miliar barel atau 3.27% dari total 
cadangan minyak dunia. Selanjutnya posisi terakhir diduduki oleh Nigeria, 
sebagai negara terbesar kedua penghasil minyak di Afrika yang memiliki 
cadangan sebesar 37.2 miliar barel.56  
Pesona Kawasan Timur Tengah semakin tidak terbantahkan berdasarkan 
data yang dikeluarkan oleh U.S. Energy Informatation Administration pada tahun 
2012, yaitu 
Tabel 1.3. Daftar Negara-negara Utama Penghasil Minyak Terbesar di 
Dunia pada tahun 2012 
Top World Oil Producers, 2012 (thousand barrels per day)57 
Country Production 
                                                          
56 Agus N. Cahyo, ibid., hal. 51-55. 
57 http://www.eia.gov/countries/ diakses pada 12 April 2014 
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1. Saudi Arabia 11.726 
2. United States 11.110 
3. Russia 10.397 
4. China 4.372 
5. Canada 3.856 
6. Iran 3.589 
7. United Arab Emirates 3.213 
8. Iraq 2.987 
9. Mexico 2.936 
10. Kuwait 2.797 
11. Brazil 2.652 
12. Nigeria 2.524 
13. Venezuela 2.489 
14. Qatar 2.033 
15. Norway 1.902 
Sumber: U.S. Energy Information Administration 
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Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh EIA pada tahun 2012 mengenai 15 
negara penghasil minyak terbesar di dunia, tercatat bahwa negara-negara Timur 
Tengah mendominasi produksi harian tersebut. Arab Saudi menempati urutan 
teratas sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia dengan total produksi 
harian mencapai 11.726.000 barel per hari. Kemudian disusul oleh Amerika 
Serikat di peringkat kedua, Rusia di peringkat ketiga, China di peringkat keempat, 
dan Canada di peringkat kelima. Tidak hanya negara-negara Timur Tengah, 
beberapa negara dari Benua Amerika juga ikut berperan dalam produksi harian 
minyak dunia, salah satunya Meksiko yang menempati urutan kesembilan. 
Tabel 1.4. Daftar Negara-negara Utama Pengguna Minyak Terbesar di Dunia 
pada tahun 2012 Sumber: U.S. Energy Information Administration.58 
Top World Oil Consumers, 2012 (thousand barrels per day).  
Country Consumption 
1. United States 18.490 
2. China 10.277 
3. Japan 4.726 
4. India 3.622 
5. Russia 3.195 
6. Saudi Arabia 2.861 
7. Brazil 2.807 
8. Germany 2.388 
                                                          
58 http://www.eia.gov/countries/index.cfm?topL=con diakses pada 12 April 2014 
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9. Korea, South 2.301 
10. Canada 2.281 
11. Mexico 2.144 
12. France 1.740 
13. Iran 1.709 
14. Indonesia 1.590 
15. United Kingdom 1.503 
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh EIA di tahun yang sama, ternyata 
ada hal menarik yang terjadi. Amerika Serikat memang menempati urutan kedua 
setelah Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia namun ternyata 
Amerika Serikat merupakan negara konsumer minyak terbesar di dunia. Hal itu 
terlihat bahwa total konsumsi harian Amerika Serikat akan minyak sebesar 
18.490.000 barel per hari dan total ini melebihi hasil produksinya, yakni hanya 
sebesar 11.726.000 barel per hari. Total produksi minyak harian Amerika Serikat 
sangat besar namun ternyata jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi 
seluruh kebutuhan hariannya. Oleh sebab itu, wajar jika Amerika Serikat 
―terpaksa‖ harus mengimpor minyak dari berbagai negara penghasil minyak agar 




Berikut adalah tabel laporan mengenai total impor minyak bumi Amerika 
Serikat dari 15 negara penyuplai utama yang dirilis oleh U.S Energy Information 
Administration (EIA), yaitu  
Tabel 1.5. Daftar Negara Pengimpor Utama Minyak Mentah kepada 
Amerika Serikat (data dirilis pada 29 November 2011) 
 
Crude Oil Imports (Top 15 Countries) 
(Thousand Barrels per Day) 
Country Sep-11 Aug-11 YTD 2011 Sep-10 YTD 2010 
CANADA 2,324 2,240 2,157 1,937 1,971 
SAUDI ARABIA 1,465 1,075 1,180 1,082 1,072 
MEXICO 1,099 1,150 1,113 1,108 1,132 
VENEZUELA 759 806 893 919 928 
RUSSIA 529 854 826 1,107 1,018 
NIGERIA 510 365 364 308 328 
COLOMBIA 403 637 473 422 464 
IRAQ 299 303 203 229 215 
ECUADOR 283 311 323 404 413 
ANGOLA 275 252 246 286 295 
ALGERIA 163 213 225 177 270 
VIRGIN ISLANDS 145 165 164 172 204 
BRAZIL 139 140 204 366 337 
ARUBA 74 32 54 30 14 
KUWAIT 72 52 39 0 0 
Note: The data in the tables above exclude oil imports into the U.S. territories.Sumber: 
U.S. Energy Information Administration.59 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa lima besar negara 
utama penyuplai minyak mentah untuk Amerika Serikat adalah Kanada dengan 
total impor sebesar 2.829.000 barel per hari, kemudian diikuti oleh Arab Saudi di 
urutan kedua dengan total 1.479.000 barel per hari, kemudian Meksiko 1.192.000 
barel per hari, Venezuela 806.000 barel per hari, dan Rusia dengan total impor 
sebesar 592.000 barel per hari. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, sebut 
saja Arab Saudi, Irak, dan Kuwait merupakan negara-negara yang paling banyak 
                                                          
59http://www.eia.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/cu
rrent/import.html diakses pada 12 April 2014 
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menyumbangkan minyak bumi untuk Amerika Serikat. Tidak ketinggalan 
beberapa negara dari Benua Afrika dan Amerika juga ikut memberikan andil. 
Tabel 1.6. Daftar Negara Pengimpor Utama Petroleum kepada Amerika Serikat (data 
dirilis pada 29 November 2011) 
Total Imports of Petroleum (Top 15 Countries) 
(Thousand Barrels per Day) 
Country Sep-11 Aug-11 YTD 2011 Sep-10 
YTD 2010 
 
CANADA 2,829 2,637 2,670 2,479 
2,537 
 
SAUDI ARABIA 1,479 1,075 1,187 1,093 
1,086 
 
MEXICO 1,192 1,185 1,218 1,254 
1,260 
 
VENEZUELA 806 906 979 1,008 
1,007 
 
RUSSIA 592 585 609 648 
624 
 
NIGERIA 580 892 876 1,174 
1,053 
 
COLOMBIA 529 395 395 363 
360 
 
IRAQ 404 637 473 422 
464 
 
ECUADOR 305 309 205 229 
217 
 



















































KUWAIT 145 165 165 172 206 
Note: The data in the tables above exclude oil imports into the U.S. territories. Sumber: 
U.S. Energy Information Administration 60 
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kanada masih 
menempati urutan teratas dari daftar negara penyuplai petroleum (dalam hal ini 
minyak mentah yang telah diolah menjadi petrolum) utama kepada Amerika 
Serikat. Ekspor minyak bumi Kanada pada Bulan September sebesar 2.829.000 
barel per hari yang meningkat dibanding pada bulan sebelumnya yang hanya 
2.637.000 barel per hari. Posisi kedua ditempati kembali oleh Arab Saudi, 
                                                          
60http://www.eia.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/cu
rrent/import.html tabel-tabel ini berisi jumlah barel atau galon minyak bumi yang diimpor Amerika 
Serikat per hari dari 15 negara utama penyuplai pada Bulan September 2011 yang dirilis pada 
tanggal 29 November 2011 (perbandingan menggunakan satuan ribu). Untuk crude oil sendiri 
merupakan sumber daya alam berupa minyak dan belum diolah sedangkan untuk petroleum 
merupakan sumber daya alam berupa minyak yang telah mengalami proses pengolahan lebih 
lanjut. Data ini diunggah pada tanggal 12 April 2014. 
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kemudian disusul oleh Meksiko, Venezuela, dan posisi terakhir ditempati Rusia 
sebagai penutup lima besar negara pengimpor terbesar kepada Amerika Serikat. 
Berdasarkan data ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa, baik crude oil 
maupun petroleum, keduanya sama-sama merupakan komoditi utama yang 
dibutuhkan Amerika Serikat dalam jumlah sangat besar. 
Tabel 1.7. Daftar Negara Pengimpor Utama Minyak Mentah kepada 
Amerika Serikat (data dirilis pada Januari 2014) 
Crude Oil Imports (Top 15 Countries) 
(thousand barrels per day) 
Country Jan-14 Dec-13 YTD 2014 Jan-13 YTD 2013 
CANADA 2,850 2,760 2,850 2,697 2,697 
SAUDI ARABIA 1,462 1,519 1,462 967 967 
MEXICO 981 978 981 1,004 1,004 
VENEZUELA 661 798 661 871 871 
KUWAIT 462 332 462 389 389 
COLOMBIA 342 249 342 323 323 
IRAQ 249 332 249 419 419 
ECUADOR 191 155 191 240 240 
BRAZIL 118 95 118 73 73 
ANGOLA 88 117 88 198 198 
NIGERIA 51 65 51 440 440 
GUATEMALA 24 8 24 0 0 
TRINIDAD AND TOBAGO 23 0 23 12 12 
UNITED KINGDOM 16 0 16 17 17 
CHAD 15 108 15 62 62 
Sumber: U.S. Energy Information Administration  
Sementara untuk total impor minyak mentah pada awal tahun 2014 terlihat 
bahwa tidak banyak hal yang berubah. Kanada dan Arab Saudi masih menjadi 
negara-negara pengimpor minyak bumi untuk Amerika Serikat. Namun kecuali 
untuk posisi kelima yang kini ditempati oleh Kuwait padahal Sebelumnya posisi 
tersebut diduduki oleh Rusia pada tahun 2011. Selain itu, banyak bermunculan 
nama-nama baru dalam daftar pengimpor minyak bumi untuk Amerika Serikat, 
salah satunya adalah United Kingdom. 
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Tabel 1.8. Daftar Negara Pengimpor Utama Petroleum kepada Amerika 
Serikat (data dirilis pada Januari 2014) 
Total Imports of Petroleum (Top 15 Countries) 
(thousand barrels per day) 
Country Jan-14 Dec-13 YTD 2014 Jan-13 YTD 2013 
CANADA 3,437 3,324 3,437 3,433 3,433 
SAUDI ARABIA 1,462 1,520 1,462 979 979 
MEXICO 1,030 1,030 1,030 1,068 1,068 
VENEZUELA 687 847 687 898 898 
KUWAIT 474 332 474 389 389 
COLOMBIA 373 293 373 351 351 
IRAQ 249 332 249 419 419 
RUSSIA 202 265 202 327 327 
ECUADOR 191 155 191 240 240 
UNITED KINGDOM 140 146 140 116 116 
BRAZIL 126 103 126 106 106 
NETHERLANDS 105 90 105 120 120 
ANGOLA 94 136 94 223 223 
NIGERIA 89 99 89 479 479 
INDIA 71 30 71 30 30 




Sementara itu, untuk daftar total impor petrolum sendiri juga tidak 
mengalami banyak perbedaan. Posisi puncak masih dipegang oleh Kanada dan 
Arab Saudi kemudian diikuti oleh Meksiko dan Venezuela. Sedangkan untuk 
posisi kelima yang dulu sempat ditempati oleh Rusia kini ditempati oleh Kuwait. 
Tidak hanya itu, Inggris dan India merupakan beberapa negara baru yang mulai 
mengimpor petrolum kepada Amerika Serikat. 
  
                                                          
61 http://www.eia.gov/petroleum/imports/companylevel/ diakses pada 12 April 2014 
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3.2.  Kepentingan Untuk Melindungi Israel 
Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat hampir mencakup dan 
terpengaruh oleh seluruh sistem dunia internasional, termasuk oleh Timur Tengah. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini merupakan daerah yang tidak stabil 
namun di satu sisi memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Dalam beberapa 
waktu terakhir pada masa kepemimpinan Bush, Amerika Serikat memiliki 
kebijakan untuk mengubah Kawasan Timur Tengah menjadi masyarakat yang 
lebih demokratis.  
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah memang 
tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya sebagai tujuan utama. Namun 
kebijakannya terhadap Timur Tengah ini memiliki hubungan dan keterkaitan yang 
erat dengan Israel. Kombinasi dukungan Amerika Serikat yang kuat terhadap 
Israel dan hubungan dengan usahanya untuk menyebarkan demokrasi di kawasan, 
secara tidak langsung justru membahayakan keamanan Amerika Serikat sendiri.62 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan serta bantuan yang diberikan 
Amerika Serikat kepada Israel selama ini terlalu besar. Hal itu mungkin 
disebabkan, salah satunya oleh kelompok-kelompok kepentingan di dalam tubuh 
pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri. Kelompok-kelompok kepentingan ini 
terdiri dari berbagai kalangan dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda 
tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu, agar kepentingan mereka didengar 
oleh pemerintah. Salah satu kelompok kepentingan yang memiliki peranan 
penting sekaligus memiliki pengaruh yang cukup besar tersebut sering 
diistilahkan dengan ―Israel Lobby‖. Sebuah kelompok kepentingan yang mampu 
                                                          
62 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, ―The Israel Lobby and U.S. Foreign 
Policy‖, Journal Compilation Middle East Policy Council, 2006, hal. 30. 
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mencondongkan arah kebijakan pemerintah dan berhasil meyakinkan pemerintah 
bahwa kepentingan antara Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan yang 
sejalan.63 
Israel selaku sekutu utama memang senantiasa menjadi prioritas utama 
Amerika Serikat bahkan sebelum negara tersebut didirikan pada 14 Mei 1948. 
Ajaibnya, Israel selalu mampu meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka 
memiliki visi misi yang sama dan berpihak pada Israel merupakan keputusan yang 
tepat. Kedekatan dan dukungan Amerika Serikat pada Israel mulai terlihat pasca 
perjanjian Balfour pada 2 Februari 1917, di mana Presiden Amerika Serikat pada 
saat itu mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia secara pribadi bangga pada 
sikap negara koalisi dan rakyatnya yang setuju dengan berdirinya Negara Yahudi 
Israel di Palestina dan ia juga mengatakan bahwa mendukung secara mutlak 
berdirinya negara Israel. Dukungan yang diberikan pada Israel tidak berhenti 
hanya sampai di situ, Amerika Serikat juga terlibat dalam upaya mengeksodus 
orang-orang Yahudi ke Palestina bahkan Presiden Truman pada saat itu 
mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Inggris, meminta agar segera 
mengirimkan 100.000 orang Yahudi yang berdomisili di Inggris ke Palestina.64 
Dukungan luar biasa yang Amerika Serikat berikan kepada Israel, 
menggiring Palestina ke ambang perpecahan. Hal ini dikarenakan negara-negara 
lain mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mendukung voting pemecahan 
Palestina menjadi dua wilayah, yaitu satu wilayah untuk Bangsa Yahudi dan 
wilayah lainnya untuk Bangsa Arab. Pemecahan yang terjadi membawa 
                                                          
63 Ibid 
64 Agus N. Cahyo, Tokoh-tokoh Timur Tengah yang Diam-diam Jadi Antek Amerika dan 
Sekutunya, Jogjakarta, DIVA Press, 2011, hal. 63-64. 
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kehancuran bagi rakyat Palestina yang harus mengungsi dari rumah mereka 
sendiri. Amerika Serikat bahkan memutuskan untuk mengurangi bantuan luar 
negeri dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina dan bagi mereka 
yang melakukan pelatihan militer dan yang membentuk kelompok perlawanan 
terhadap Israel.65 
Hal menarik lain ketika pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 
2012 kemarin. Barack Obama meraih kemenangan dengan mendulang suara kaum 
perempuan yang pro pada kebijakan aborsinya, kaum muda dan gay yang merasa 
lebih cocok dengan nilai-nilai liberal yang diusungnya, kaum Hispanik yang 
merasa terlindungi oleh kebijakan pro-imigran, dan bahkan kaum sosialis pun 
mendukung Obama dengan alasan kebijakan Obama lebih sosialis dibanding 
Romney yang sangat pro-kapitalis. Namun, tidak lama setelah kemeriahan itu, 
publik dunia yang mengikuti perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat 
dan Timur Tengah kecewa. Pasalnya, 53 hari setelah kemenangan Obama, Israel 
melancarkan operasi militer bersandi ―Cast Lead‖ atau ―Menuang Timah‖ ke 
Jalur Gaza. Dalam serangan selama 22 hari tersebut, setidaknya 1.215 penduduk 
Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korban dan sekitar 6.000 
orang terluka. Anehnya, Obama sama sekali tidak berkomentar akan peristiwa 
tersebut padahal sekitar 3.000 orang tengah berdemonstrasi di sekitar Hotel Hay 
Adams, tempat Presiden Obama menginap selama menunggu waktu pelantikan. 
Para demonstran meneriakkan ―Bebaskan Palestina!‖ dan seorang demonstran 
bernama Abdel Kadir Elkabil berseru ―Please, Mr. Obama, lakukan sesuatu. Kami 
                                                          
65 Ibid, hal. 65. 
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mencintai Anda. Kami memilih Anda. Andalah satu-satunya yang bisa melakukan 
sesuatu.‖ 
Sayangnya, harapan tersebut tidak terkabul. Hari kedua setelah resmi 
dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Presiden Obama akhirnya bersuara. 
Obama mengatakan bahwa ―biarkan saya jelaskan, Amerika berkomitmen pada 
keamanan Israel dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela 
dirinya di hadapan ancaman yang nyata. Selama bertahun-tahun Hamas telah 
meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tidak berdosa.‖ Selain itu, 
berselang hanya delapan hari setelah kemenangan Obama, Israel meluncurkan 
operasi ―Pillar of Cloud‖ atau ―Pilar Awan‖ dan Gaza kembali dibombardir oleh 
Israel. Melalui juru bicaranya, Obama menyatakan bahwa Israel berhak untuk 
membela diri. Menanggapi peristiwa menarik ini, mungkin ungkapan dari Noam 
Chomsky sangat tepat menggambarkan situasi tersebut, ia mengatakan, ―ketika 
Israel di wilayah pendudukan mengklaim bahwa mereka harus membela diri, itu 
sama saja dengan mengatakan ‗penjajah membela diri di hadapan rakyat yang 
mereka hancurkan‘. Anda tidak bisa menggunakan kata ‗membela diri‘ ketika 
Anda sedang menjajah tanah orang lain. Itu bukan pembelaan diri. Namailah 
dengan apa saja asal bukan ‗membela diri‘.‖66 
Menarik melihat serangkaian kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel, 
yang dimulai sebelum negara tersebut berdiri bahkan sampai saat ini. Amerika 
Serikat yang biasanya ramai berseru dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM justru 
berpaling ketika melihat keadaan yang dialami rakyat Palestina. Seolah-olah apa 
                                                          
66 Dikutip dari tulisan karya Dina Y. Sulaeman yang diambil dari bukunya yang berjudul 
Obama Revealed, http://dinasulaeman.wordpress.com/2012/11/19/obama-dan-hiperrealitas/ pada 
tanggal 14 April 2014 pukul 23:30. 
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yang dilakukan Israel merupakan tindakan yang benar dan perlu dibela mengingat 
sejarah kelam yang pernah dialami Bangsa Yahudi. Penderitaan yang dialami oleh 
rakyat Palestina dianggap wajar terjadi karena merupakan bagian dari proses 
mendirikan dan memastikan kelangsungan negara Israel. Penderitaan yang 
dialami oleh rakyat Palestina pun bahkan tidak dianggap sebagai sebuah bentuk 
pelanggaran HAM besar-besaran, anehnya lagi, gerakan-gerakan perlawanan 
terhadap Israel yang dilakukan justru dinilai sebagai tindakan terorisme yang 
dapat mengancam keamanan Negara Yahudi tersebut. Dengan demikian, 
ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin meyakinkan 
publik dan masyarakat internasional bahwa mendukung Israel memang selalu 
menjadi prioritas utama negara ini. Selain itu, alasan-alasan pembenaran akan 
selalu dibuat untuk membenarkan tindakan Israel ke Palestina, begitupun 
dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. 
Penjelasan realistis mengenai tindakan Amerika Serikat yang terlalu 
dermawan kepada Israel terdapat dalam kekuatan politik kelompok lobi Israel. 
Kata ―lobi‖ dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang berusaha atau 
mencoba memengaruhi pembuat undang-undang atau kebijakan. Lobi itu sendiri 
tidak dapat dikatakan sebagai sebuah komplotan rahasia atau konspirasi 
melainkan sebuah aktivitas politik yang terdiri dari beragam kelompok 
kepentingan yang memang sudah merupakan bagian dari kehidupan politik 
Amerika Serikat. Namun, inti dari lobi tersebut adalah untuk menggiring 
kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar selalu menguntungkan dan 
mengutamakan kepentingan Israel. Salah satu organisasi yang terkuat dan terkenal 
yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan luar negeri 
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Amerika Serikat adalah American – Israel Public Affairs Committee (AIPAC). 
AIPAC bahkan menempati peringkat kedua setelah The American Association of 
Retired People (AARP) dalam daftar kelompok kepentingan paling berpengaruh 
di Washington.67 
Misi AIPAC itu sendiri untuk memperkuat, melindungi, dan 
mempromosikan hubungan antara Amerika Serikat – Israel dalam rangka untuk 
meningkatkan keamanan bagi kedua pihak. Sebuah ikatan yang mampu 
meyakinkan Amerika Serikat bahwa membantu dan memastikan negara Yahudi 
aman, kuat, dan terjamin adalah kepentingan yang terbaik. Dalam situs resmi 
AIPAC dikatakan juga bahwa AIPAC urges all members of Congress to support 
Israel through foreign aid, government partnerships, joint anti-terrorism efforts 
and the  promotion of a negotiated two-state solution—a Jewish state of Israel 
and a demilitarized Palestinian state.68 
3.3.  Demokratisasi dan Kepentingan Untuk Membendung Ancaman 
Terorisme  
Selama ini Amerika Serikat telah menjadi negara adidaya dan nyaris belum 
ada negara yang hampir menyaingi keberadaannya. Di mana sebelumnya Amerika 
Serikat dan Uni Soviet masing-masing berusaha menjadi negara yang paling 
berkuasa dan berpengaruh di dunia internasional. Namun, sejak Uni Soviet 
terpecah, Amerika Serikat kini berdiri menjadi negara superpower dan tidak 
memiliki saingan atau musuh lagi. 
                                                          
67 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, ―The Israel Lobby and U.S. Foreign 
Policy‖, Journal Compilation Middle East Policy Council, 2006, hal. 41. 
68
 http://www.aipac.org/about/mission diakses pada 1 Oktober 2014. 
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Sayangnya, paradigma bahwa negaranya telah menjadi negara superpower 
seakan-akan runtuh pasca terjadinya peristiwa pada 11 September 2001 atau yang 
lebih dikenal dengan 9/11. Tiba-tiba Amerika Serikat menjadi negara yang 
paranoid dan menjadi sangat anti dengan terorisme yang pada akhirnya berujung 
pada stigma negatif mengenai islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena konon 
penyerangan terhadap gedung WTC tersebut dilakukan oleh militant islam. Hal ini 
berujung pada sasaran Amerika Serikat berikutnya yaitu, kelompok ekstimis 
islam, khususnya umat islam di Timur Tengah yang ia anggap radikal. 
Semenjak itu, islam kemudian sering dikait-kaitkan dengan terorisme dan 
secara tidak langsung hal tersebut berhasil membentuk opini masyarakat 
internasional bahwa ciri-ciri teroris adalah beragama islam, memiliki penampilan 
yang mencolok dengan sorban serta berjanggut, dan lain-lain. Amerika Serikat 
berhasil memengaruhi negara-negara lain untuk ikut memerangi terorisme, 
menjadikan terorisme sebagai agenda utama yang mesti diperangi, dan tanpa 
disadari membentuk citra yang buruk akan islam di mata dunia. 
Beberapa saat setelah gedung dua gedung kembar World Trade Center 
runtuh, Presiden George W. Bush langsung memberikan pidato di depan publik. Ia 
mengatakan bahwa ―Amerika berikut sahabat dan aliansi kami akan bergabung 
dengan semua pihak yang menginginkan perdamaian dan keamanan di dunia ini. 
Kita akan bersama-sama berdiri melawan dan memenangkan perlawanan terhadap 
terorisme‖. Semenjak itu ancaman terorisme menjadi ancaman utama bagi 
Amerika Serikat yang berujung pada invasi ke Irak pada Januari 2004 silam. 
Afghanistan pun tidak luput dari target Amerika Serikat, bersama Irak, 
Afghanistan telah dibombardir atas dasar asumsi bahwa di sana merupakan tempat 
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persembunyian atau markas dari jaringan teroris terbesar di dunia, yaitu Al-Qaeda 
yang dipimpin oleh Osama Bin Laden.69 
Bagaimanapun juga, ada visi dan misi yang dibawa oleh Amerika Serikat 
untuk Kawasan Timur Tengah pasca peristiwa 9/11, yaitu upaya untuk 
mempromosikan demokrasi di kawasan tersebut.  
As an ongoing response to the terrorist attacks of September 
11, 2001, and a justification for the U.S. invasion of Iraq, the Bush 
Administration has made the promotion of democracy in the 
Middle East a national security priority, stating that greater 
political freedom can undercut the forces of Islamic radicalism and 
indoctrination.70 
 
Lebih lanjut, dalam laporan yang dirilis oleh Congressional Research 
Service (CRS) tersebut, ia menambahkan bahwa 
Since the September 11, 2001, terrorist attacks, the United 
States has significantly increased funding for democracy promotion 
in the Arab world. Measuring its effectiveness is difficult since 
democracy cannot be quantified or measured like traditional U.S. 
foreign assistance for tangible projects, such as road construction, 
water resource development, and school improvement. Further, 
proponents of current policy say that the United States continues to 
spend far more resources on military assistance to the region than 
on reform.71 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah 
terorisme menjadi salah satu alasan dan media bagi Amerika Serikat untuk 
mengaplikasikan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Tidak tanggung-
tanggung, Amerika Serikat bahkan berani meningkatkan anggaran biayanya untuk 
mendukung program demokratisasi tersebut. Diharapkan dengan 
                                                          
69 Agus N. Cahyo, loc cit, hal. 78-79. 
70 Jeremy M. Sharp (Middle East Policy Analyst Foreign Affairs, Defense, and Trade 
Division), CRS Report for Congress: ―U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The 
Islamist Dilemma‖, diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2006. Diunduh dari situs 
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33486.pdf pada tanggal 19 Februari 2014. 
71 Ibid, hal. 8 
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diperkenalkannya sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kepada 
negara-negara di Timur Tengah, sistem tersebut mampu menumpas gerakan-
gerakan islam radikal yang dianggap dekat dengan terorisme. Dengan demikian, 
impian untuk menciptakan kedamaian di kawasan dan di seluruh dunia dapat 
tercapai. 
Tidak hanya atas dasar tuduhan terorisme, Irak disebut-sebut menyimpan 
senjata pemusnah massal oleh karenanya perlu untuk diserang. Padahal isu-isu 
mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal yang selama ini didengungkan 
hanyalah isu belaka agar Amerika Serikat memiliki pembenaran untuk menginvasi 
Irak dan negara-negara di sekitarnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sampai 
sekarang tidak pernah ditemukan senjata pemusnah massal yang telah 
dituduhkannya selama ini.  
Seolah telah kehabisan tuduhan, Amerika Serikat kembali menuduh Suriah 
terlibat jaringan terorisme, memiliki senjata nuklir, dan senjata pemusnah massal 
lainnya, seperti senjata kimia dan senjata biologi. Serangkaian tuduhan yang tidak 
masuk akal dan tidak mempunyai bukti tersebut pada dasarnya menjadikan 
masalah ini semakin membingungkan dan semakin mengaburkan pandangan 
masyarakat akan kebenaran dari krisis ini. Bahkan, bukan tidak mungkin apabila 
rezim Suriah telah dimasukkan dalam daftar utama Amerika Serikat yang akan 
digulingkan.72 
Di samping itu, ada keterkaitan antara dukungan yang diberikan Amerika 
Serikat terhadap Israel dengan masalah terorisme. Berawal pada tahun 1990-an 
dan terutama pasca tragedi 9/11, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah 
                                                          
72 ―Suriah, ‗Kambing Hitam‘ Kegagalan AS di Irak‖, Kompas, 16 November 2003 
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dibenarkan melalui klaim yang mengatakan bahwa kedua negara berada di bawah 
ancaman kelompok teroris yang berasal dari Arab atau ―muslim world‖. Akhirnya, 
hal ini terkesan bahwa Amerika Serikat harus memberikan kebebasan kepada 
Israel untuk berurusan dengan Palestina dan kelompok-kelompok semacam 
Hezbollah. Amerika Serikat juga pada akhirnya merasa perlu melawan negara-
negara seperti Republik Islam Iran, Saddam Hussein dari Iraq, dan Bashar al-Asad 
dari Suriah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Israel merupakan sekutu 
penting dalam perang melawan teror dikarenakan musuhnya adalah musuh 
Amerika juga.73 
B. Krisis Politik di Suriah 
1. Kronologis Krisis Politik di Suriah 
Gelombang protes yang dilakukan oleh rakyat sipil di kawasan Timur 
Tengah dan Afrika awal tahun 2011 lalu benar-benar mengejutkan karena sifatnya 
yang masif dan serentak. Rakyat tampak tidak lagi takut terhadap tindakan 
represif aparat keamanan dari rezim-rezim yang pada umumnya otoritarian, korup, 
dan telah berkuasa sangat lama. Walaupun sesungguhnya protes dan demonstrasi 
yang dilakukan oleh rakyat sipil sudah sering kali terjadi sejak beberapa dekade 
sebelumnya tetapi aksi tersebut tidak pernah sedahsyat kali ini bahkan sampai 
berhasil mengubah tatanan yang ada dan berhasil menumbangkan rezim.74 
Ada faktor pemersatu (katalisator) yang menggerakkan sekaligus menjadi 
pemicu protes yang bersifat sektoral dan terbatas tersebut menjadi kekuatan yang 
dahsyat. Demikianlah yang terjadi pada pertengahan bulan Desember 2010, ketika 
                                                          
73 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, ―The Israel Lobby and U.S. Foreign 
Policy‖, Journal Compilation Middle East Policy Council, 2006, hal. 32. 
74 A. M. Fachrir, ―Gerakan Rakyat Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah‖ 
dalam Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara, Jakarta, Kementerian 
Luar Negeri, 2011, hal. 1. 
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seorang pemuda Tunisia penjual buah-buahan yang bernama Mohamed Bouazizi 
nekad membakar dirinya sebagai wujud protes terhadap tindakan aparat keamanan 
yang merampas gerobaknya. Maka, kejadian ini serta merta menjadi katalisator 
yang mampu mempersatukan dan memberi energi luar biasa kepada para 
demonstran sehingga akhirnya rezim berhasil ditumbangkan dan pada 14 Januari 
2011 Zine El Abidine Ali melarikan diri ke Arab Saudi.75 
Kemudian, seperti tidak ingin ketinggalan, aksi demonstrasi yang terjadi di 
Tunisia seolah-olah memberikan semangat kepada rakyat sipil di negara-negara 
tetangga di kawasan yang memiliki nasib sama untuk turut bergerak memprotes 
sistem pemerintahan dan tatanan yang ada. Maka, tidak lama setelah aksi protes di 
Tunisia, rakyat sipil Aljazair pun melakukan aksi protes pada tanggal 3 Januari 
2011. Kemudian disusul oleh gejolak demonstrasi yang terjadi di Jordania pada 
tanggal 14 Januari 2011. Rakyat sipil di Yaman pun tidak mau kalah, mereka 
melakukan aksi demonstrasi menuntut reformasi yang diprakarsai oleh aktivis 
HAM, LSM, kalangan oposisi, dan sebagian kelompok mahasiswa yang dimulai 
pada tanggal 20 Januari 2011. Dalam aksinya, mereka mendukung langkah rakyat 
Tunisia dan mengingatkan kepada para pemimpin negara Arab, termasuk Yaman, 
agar mengerti dan memahami tuntutan rakyat sebelum krisis menjalar ke negara-
negara lain.76 
Selain peristiwa aksi demonstrasi yang mencengangkan dan sempat 
menggemparkan dunia internasional yang terjadi di Tunisia, peristiwa yang terjadi 
di Mesir pun tidak kalah menarik. Hal ini disebabkan karena aksi demonstrasi 
yang dilakukan oleh para demonstran berhasil merubah sistem bahkan membuat 
                                                          
75 Ibid, hal. 3. 
76 Ibid, hal. 4-6. 
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Hosni Mubarak mengundurkan diri. Rakyat Mesir seperti ―terbangun dari tidur 
yang panjang‖ ketika melihat apa yang terjadi di Tunisia dan seketika itu pula 
mereka sadar kemudian bangkit dengan cara melakukan demonstrasi besar-
besaran pada tanggal 25 Januari 2011 menuntut perubahan. Hosni Mubarak kala 
itu menyadari besarnya kekuatan para demonstran yang tidak surut menghadapi 
kekerasan dari aparat keamanan. Oleh karena itu, Hosni Mubarak mencoba 
melakukan langkah-langkah reformasi politik dan ekonomi, seperti penggantian 
kabinet serta melakukan dialog dengan wakil-wakil oposisi. Namun, langkah-
langkah tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari para demonstran yang 
tetap menuntut turunnya Presiden Hosni Mubarak.77 
Berbeda dengan di Mesir, meskipun keadaannya terlihat lebih stabil namun 
ternyata Arab Saudi juga tidak terhindar dari pengaruh gelombang protes yang 
melanda kawasan. Protes itu dimulai pada tanggal 29 Januari 2011 dan sempat 
membesar pada awal hingga pertengahan Maret 2011. Tidak berbeda jauh dengan 
tuntutan rakyat-rakyat sipil di negara tetangganya, pengunjuk rasa di Arab Saudi 
juga menuntut reformasi politik, selain itu mereka juga menuntut pembebasan 
tokoh-tokoh Syiah yang ditangkap aparat keamanan Saudi, dan pelepasan 
sebagian besar kekuasaan Raja Abdullah. Namun sayangnya, ajakan untuk turun 
ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran melalui social media atau internet 
ini, kurang mendapat respon dari masyarakat Arab Saudi sehingga aksi 
demonstrasi dengan mudah dipadamkan oleh aparat keamanan.78 
Di Bahrain, perseteruan antara Sunni dan Syiah sangat kental mewarnai aksi 
demonstrasi yang dimulai pada 24 Februari 2011 silam. Perseteruan tersebut 
                                                          
77 Ibid, hal. 15. 
78 Ibid, hal. 7. 
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sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade dan sering kali berubah 
menjadi kerusuhan berdarah. Protes-protes yang bernuansa sektarian semacam itu 
selalu terjadi selama beberapa tahun sampai menjelang akhir 2010 dan semua aksi 
selalu berhasil diredam oleh kekuatan aparat keamanan Bahrain. Namun, tidak 
untuk kali ini karena tidak bisa dipungkiri bahwa para demonstran sangat 
terilhami oleh revolusi yang terjadi Tunisia dan Mesir sehingga demonstrasi 
semakin besar bahkan aparat keamanan pun kewalahan dibuatnya, setidaknya 
untuk sementara ini.79 
Tumbangnya rezim Ben Ali dan Hosni Mubarak juga memberikan inspirasi 
kepada rakyat Libya untuk turun ke jalan menuntut reformasi dan menuntut 
mundurnya rezim Khadafy yang telah berkuasa selama 42 tahun lamanya. 
Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dimulai pada tanggal 15 Februari 
2011 di kota Benghazi. Awalnya aksi demonstrasi tersebut berlangsung dengan 
damai tetapi pasukan keamanan pro-pemerintah menghadapi aksi tersebut dengan 
kekerasan maka kerusuhan pun akhirnya tidak dapat dihindari. Berbeda dengan 
langkah Ben Ali dan Hosni Mubarak yang mengundurkan diri, Moammar 
Khadafy nampaknya ingin tetap mempertahankan kekuasaannya melalui kekuatan 
militer. Tekanan serta tuntutan keras, baik dari masyarakat internasional dan PBB, 
untuk membekukan harta kekayaan Khadafy serta larangan bepergian ke luar 
negeri pun tidak menyurutkan niatnya untuk tetap berdiri melawan para 
demonstran. Akibatnya, aksi demonstrasi yang dulu awalnya bersifat damai telah 
berubah menjadi konflik bersenjata dan bahkan intervensi militer asing pun sudah 
masuk ke dalam Libya. Meskpun saat ini Moammar Khadafy telah tewas namun 
                                                          
79 Ibid, hal. 8-9. 
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perjalanan transisi politik yang harus dilalui oleh masyarakat Libya tidak mudah, 
karena mereka masih harus terus berjuang untuk menentukan masa depan bangsa 
dan negaranya untuk beberapa tahun mendatang.80 
Tidak berbeda dengan negara-negara di sekitarnya, Suriah juga tidak 
terlepas dari aksi demonstrasi yang melanda kawasan. Ibarat efek domino, 
nampaknya aksi-aksi protes yang terjadi juga telah menginspirasi rakyat Suriah 
untuk mengambil langkah menuju perubahan. Kerusuhan di Suriah dimulai di 
Kota Daraa pada Bulan Maret 2011 ketika penduduk lokal berkumpul 
menyerukan tuntutan pembebasan 14 mahasiswa yang ditangkap dan dilaporkan 
disiksa oleh pasukan keamanan Suriah setelah menulis di dinding, slogan terkenal 
dari pemberontakan rakyat di Tunisia dan Mesir: ―Orang-orang ingin kejatuhan 
rezim‖.81 
Gambar 1.1. Peta Suriah 
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81 Abdul Mutholib, ―Kepentingan China Dalam Konflik Suriah, skripsi, FISIP, Ilmu 
Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 48. 
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Sumber: Congressional Research Service Report.82 
Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 silam awalnya hanya 
menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi kehidupan 
masyarakat yang bertambah sulit serta tuntutan untuk meningkatkan perhatian 
kepada rakyat kecil. Namun, lambat laun para demonstran menuntut reformasi 
yang lebih luas, baik reformasi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. 
Presiden Bashar al-Assad kemudian berupaya untuk bersikap responsif terhadap 
tuntutan rakyat dengan cara melakukan beberapa langkah reformasi, seperti 
mengatur amandemen atas UU Kepartaian dan UU Media Massa, pembentukan 
komite untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat 
keamanan, evaluasi kinerja pemerintah, upaya penciptaan lapangan-lapangan 
kerja baru, pemberian asuransi kesehatan bagi karyawan, kenaikan gaji PNS 
melalui Dekrit Presiden No. 40 Tahun 2011, serta pemberian status 
kewarganegaraan bagi ribuan kaum Kurdi pada tanggal 7 April 2011. Secara resmi 
pula sebenarnya Presiden Bashar al-Assad memerintahkan aparat keamanan agar 
tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para demonstran. Tetapi 
kenyataannya, di lapangan justru terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 
aparat keamanan. Hal ini terpaksa dilakukan karena ternyata banyak bukti yang 
tersiar bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah memboncengi aksi-aksi 
demonstran, sehingga kekerasan di antara mereka pun tidak dapat dihindari.83 
Sehingga tidak heran jika krisis yang terjadi di Suriah kini telah berubah menjadi 
konflik berdarah. 
                                                          
82 Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard are Specialists in Middle Eastern 
Affairs, ―Armed Conflict in Syria: Backgroud and U.S. Response‖, loc cit. hal. 5 
83 Op cit, hal. 12. 
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Untuk lebih mengenali peta konflik di Suriah, perlu menelaah kronologi dan 
menyimak rentetan peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi, yaitu: 
Januari 2011: rakyat Suriah diseru via Facebook dan Twitter untuk turun ke 
jalan. Ada aksi demo yang terjadi tapi sangat tidak signifikan dan tidak 
pernah mencapai eskalasi sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Tunisia. 
15 Maret 2011: terjadi aksi demo di Daraa, sebuah kota kecil di perbatasan 
Jordan-Suriah. Sebulan sebelumnya, sekelompok pelajar menuliskan slogan-
slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Polisi kota segera 
memenjarakan mereka selama sebulan dan saat dilepas, didapati bahwa 
mereka telah mengalami penyiksaan di dalam penjara. Massa yang marah 
segere berdemo pada tanggal 15 Maret 2011 memprotes gubernur Daraa.84 
Mufti Besar Suriah, Syeikh Ahmad Badruddin Hassoun, dalam 
wawancaranya dengan Del Spiegel, menceritakan kejadia di Daraa. 
―In March, there was a completely justified, peaceful rally in 
Daraa against the governor of the region, who had thrown 
schoolchildren into prison. Daraa is a town near the Jordanian 
border known for smuggling. I went there right away and brought 
calm to the situation, and I promised the people an independent 
investigation. At my suggestion, the president removed the 
governor from office. But then imams who had come from abroad, 
especially Saudi Arabia, stirred things up with their inflammatory 
speeches. The news channels stationed in the Gulf states, Al-
Jazeera and Al-Arabiya, helped them by falsely claiming that the 
clergy was on the side of the anti-Assad protesters.‖85 
 
                                                          
84 Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, 
Depok, Pustaka IIMaN, 2013, hal. 100. 
85 http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-syrian-grand-mufti-assad-
could-step-down-after-free-elections-a-796363.html diakses pada tanggal 26 Januari 2014 
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Dalam aksi demo ini jatuh banyak korban, baik dari pihak sipil maupun 
militer. Media massa internasional dengan segera melaporkan berita menyebut 
bahwa aksi demo di Daraa dihadapi dengan sangat brutal oleh rezim Assad. Sejak 
saat itulah stigma bahwa rezim Assad bersikap brutal terhadap para demonstran 
tersebar luas ke seluruh dunia. 
Memang benar telah terjadi tindakan kekerasan saat itu, namun masih ada 
beberapa fakta yang tidak disebarkan oleh media-media mainstream saat meliput 
peristiwa di Daraa bahwa korban tidak hanya berjatuhan dari pihak sipil namun 
juga dari pihak polisi. Selama ini, berita yang disiarkan hanya menyebut bahwa 
polisi Suriah telah menembaki para demonstran tanpa belas kasihan sehingga 
menimbulkan korban jiwa minimalnya 15 orang. 86  Padahal, kenyataan bahwa 
terdapat tujuh polisi yang tewas juga sangat penting karena mengindikasikan 
bahwa para demonstran juga bersenjata. Info mengenai adanya polisi yang tewas 
hanya datang dari kantor berita pemerintah, Lebanese News, dan Israel National 
News Report (INNR). Kemudian, untuk peristiwa di Daraa, INNR memberi judul 
berita, ―Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests‖.87 
Selain itu, fakta penting lainnya yang tidak banyak diliput adalah Presiden 
Assad segera mengirim utusannya ke Daraa, meminta maaf kepada masyarakat 
atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh polisi dalam menangani demonstrasi. 
Di samping itu, utusan Presiden Assad, Bouthania Shabaan, juga berusaha 
meyakinkan masyarakat Daraa bahwa dia mendengar sendiri instruksi presiden 
kepada polisi, yaitu dilarang menembaki massa bahkan seandainya ada polisi 
                                                          
86 Dina Y. Sulaeman, op cit., hal. 102. 
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yang tewas di tangan massa. Presiden Assad juga menjanjikan akan melakukan 
reformasi, yaitu memberikan kebebasan yang lebih besar kepada media massa, 
mengakhiri sistem satu partai di Suriah, dan mengakhiri Hukum Negara Darurat 
(State Emergency Law). Namun sayangnya, semua upaya Presiden Assad ini tidak 
ditanggapi oleh para demonstran.88 
16 Maret 2011: terjadi demonstrasi besar yang menandai mulai tidak 
stabilnya kondisi dalam negeri Suriah. Demonstrasi dilakukan untuk 
menuntut pembebasan siswa yang ditahan di Deraa. Di Damaskus, sebanyak 




26 Maret 2011: demo akbar pro-Assad di Damaskus. Berbeda dengan 
kondisi Mesir dan Tunisia, di mana aksi demo lokal memuncak menjadi 
demo nasional yang berpusat di ibu kota negara. Di Suriah, justru menyusul 
peristiwa di Daraa, muncul demo besar-besaran yang mendukung Assad. 
Jumlah para demonstran diperkirakan lebih dari satu juta orang dan ini 
sangat jauh melampaui jumlah demonstran anti-Assad. Demo serupa juga 
terjadi di Aleppo, Hama, Hasaka, dan Homs. Beberapa media barat juga 
melaporkan peristiwa ini, seperti BBC atau Reuters, namun mereka 
menyebut jumlahnya hanya ribuan.90 
                                                          
88 Dina Y. Sulaeman, loc cit., hal. 103. 
89 Amdya Mashfufah Hisyam, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah‖, 
skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, hal. 61. 
90 Dina Y. Sulaeman, op cit, hal. 104. 
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Juli 2011: sebuah video tersebar luar melalui YouTube. Di dalam video itu, 
terekam tujuh anggota militer Suriah yang dipimpin oleh Kolonel Riad Al-
Assad yang menyatakan membelot dari ketentaraan Suriah dan mendirikan 
Free Syrian Army. Kolonel Riad Al-Assad mengatakan jumlah tentara yang 
ikut membelot bersamanya sekitar 10.000 orang. Para komanda tinggi FSA 
bermarkas di Turki dan dari sana pula mereka berusaha mengendalikan 
pemberontakan bersenjata melawan tentara pemerintah. 
18 Juli 2011: FSA mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di Kantor 
Keamanan Nasional Suriah yang menewaskan delapan pejabat elit militer 
Suriah. Sejak saat itu pula, kata ―terorisme‖ mulai muncul dalam konflik 
Suriah. 
Sebelumnya, para jurnalis independen telah melaporkan masuknya pasukan 
jihad dari Luar Suriah namun laporan tersebut tidak terlalu ditanggapi oleh publik. 
Sejak saat itu, aksi-aksi bom bunuh diri atau pengeboman jarak jauh terjadi di 
berbagai tempat publik di Suriah. Thiery Meyssan, salah seorang jurnalis dari 
Voltaire.net yang secara intensif berada di Suriah selama konflik, mengatakan 
bahwa sejak saat itu Presiden Assad memberikan instruksi kepada militer untuk 
menembak mati para pelaku aksi terorisme.92 
Meyssan juga melaporkan bahwa meskipun hampir semua pemberitaan 
media mainstream menyebut bahwa rezim Assad bertindak brutal menghadapi 
                                                          
91 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit. 
92 Dina Y. Sulaeman, loc cit, hal. 105. 
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para demonstran ‗damai‘ namun sesungguhnya instruksi resmi Presiden Assad 
adalah larangan menembak jika dikhawatirkan ada warga sipil yang tewas. 93 
Tetapi, jika melihat situasi di mana banyak pemberontak yang bersenjata 
kemudian melakukan aksi teroris, tentu saja wajar apabila instruksi presiden 
berubah sesuai dengan siapa yang dilawan, dalam hal ini para teroris. Hal ini 
dikarenakan aksi-aksi teroris semacam itu justru hanya akan semakin 
memperparah situasi Suriah dan semakin membuat ketidakstabilan dalam 
masyarakat yang dibuat ketakutan. 
13 Agustus 2011: Pemerintah Kanada menjatuhkan sanksi kepada semua 
anggota Pemerintah Suriah dan koleganya dengan cara travel banned dan 
pembekuan semua aset mereka di Kanada. Di hari yang sama, Amerika 
Serikat juga menyerukan embargo ekonomi kepada semua negara yang 
memiliki hubungan ekonomi dengan Suriah. 
10 Agustus 2011: Presiden Barrack Obama menyerukan agar Presiden 
Bashar Al-Assad untuk mengundurkan diri yang diikuti dengan pembekuan 
semua aset Suriah di Amerika Serikat.
94
 
23 Agustus 2011: para aktivis oposisi, yang sebagian besar tinggal di luar 
Suriah, membentuk Syrian National Council (SNC) dengan pendukung 
utama Perancis dan Turki. Pembentukan SNC dilakukan di Istanbul, Turki. 
SNC mengklaim diri sebagai wakil kelompok oposisi dan beranggotakan 
sekitar 115 orang, sebagian besar aktivis Ikhwanul Muslimin, tokoh oposisi 
Kurdistan, tokoh-tokoh sekuler. 
                                                          
93 Dina Y. Sulaeman, ibid., hal. 108. 
94 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit., hal. 61. 
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Pada awalnya, SNC menyerukan adanya intervensi militer PBB. Namun, 
karena resolusi DK PBB selalu diveto China dan Rusia, skenario untuk 
mengundang tentara asing seperti di Libya pun gagal. Kemudian, SNC beraliansi 
dengan FSA. Negara-negara yang turut aktif memberikan bantuan dana dan 
senjata adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Turki, Qatar, dan Arab Saudi.95 
25 September 2011: Presiden Perancis, Francois Hollande, secara terbuka 
menyatakan dukungannya terhadap oposisi Suriah di depan Sidang Umum 
PBB. ―Tanpa ditunda-tunda lagi, saya serukan kepada PBB untuk 
menyediakan semua dukungan yang diminta rakyat Suriah kepada kita dan 
untuk melindungi liberated zone‖, kata Hollande.96 
Liberated zone yang dimaksud di sini adalah daerah-daerah yang sudah 
dikuasai oleh para pemberontak. Kemudian, bentuk ―perlindungan‖ yang 
diusulkan oleh Perancis adalah diberlakukannya no-fly zone (daerah larangan 
terbang) dengan diawasi oleh pesawat tempur negara-negara adidaya. Tentu saja 
Rusia dan China memveto usulan ini karena jika usulan itu diterima, hal itu sama 
saja mengizinkan militer asing secara langsung terjun ke Suriah. 
5 Oktober 2011: dalam pertemuan ke-6627, Pemerintah Rusia dan China 
memveto rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2011/612 
yang disponsori oleh Perancis, Inggris, Jerman, dan Portugal.
97
 
12 Oktober 2011: terjadi lagi demo pro-Assad di Damaskus, Suriah. Jumlah 
para demonstran yang sangat masif tersebut berasal dari berbagai 
                                                          
95 Dina Y. Sulaeman, loc cit, hal. 109. 
96 Ibid, hal. 113. 





. Hal ini menunjukkan bahwa selain maraknya aksi protes 
terhadap Assad, ternyata masih ada pula masyarakat yang mendukung 
rezim. 
12  November 2011: Liga Arab menskors keanggotaan Suriah. 
16 November 2011: Pemerintah Perancis menarik duta besarnya untuk 
Suriah. Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah. PBB mengancam akan 
menjatuhkan sanksi ekonomi jika Pemerintah Suriah melanggar rencana 
perdamaian yang disponsori oleh Arab Saudi 
27 November 2011: Liga Arab menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 
Suriah yang berupa penghentian transaksi dengan Bank Sentral Suriah dan 
penghentian pendanaan Pemerintah Arab terhadap proyek-proyek di Suriah. 
19 Desember 2011: Presiden Bashar Al-Assad menandatangani rencana 
perdamaian Liga Arab dan menyetujui masuknya tim pemantau ke Suriah. 
2 Januari 2012: Laporan Liga Arab memperlihatkan bahwa Pemerintah 
Suriah dan oposisi masih melakukan kontak senjata.
99
 
24 Januari 2012: kelompok Jabhah Al Nusrah merilis video yang 
disebarluaskan melalui YouTube. Dalam video itu, mereka mengutip bahwa 
‗pusat kaum muslimin pada hari kebangkitan adalah di Damaskus‘. Jabhah 
Al Nusrah meyakini bahwa revolusi Suriah adalah kesempatan emas untuk 
merealisasikan hadis-hadis nabi terkait kebangkitan muslim di Damaskus.100 
                                                          
98 http://www.huffingtonpost.com/2011/10/12/syria-pro-assad-
demonstration_n_1006554.html diakses pada 26 Januari 2014. 
99 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit,. Hal. 62. 
100 Dina Y. Sulaeman, loc cit, hal. 115. 
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4 Februari 2012: Pemerintah Rusia dan China memveto rancangan 
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2012/77 yang disponsori oleh 
Perancis dalam pertemuan ke-6711. 
6 Februari 2012: Pemerintah AS menarik duta besarnya untuk Suriah.
101
 
24 Februari 2012: Perancis dan Amerika Serikat berinisiatif membentuk 
kelompok Friend of Suriah yang diikuti lebih dari 100 negara. Pertemuan 
pertama kelompok ini dilakukan di Tunisia, pertemuan selanjutnya pada 
bulan April berlangsung di Istanbul, pertemuan ketiga dilakukan pada bulan 
Juli di Paris, dan pertemuan keempat dilaksanakan pada bulan Desember 
2012 di Marakesh. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya kelompok ini adalah 
untuk menggalang dukungan internasional terhadap kelompok oposisi 
Suriah. Namun, dalam pertemuan tersebut beberapa negara menolak hadir, 
seperti Rusia, China, Iran, dan Lebanon.
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5 Maret 2012: Pemerintah Kanada menarik duta besarnya untuk Suriah. 
6 Maret 2012: Pemerintah Rusia, China, AS, dan Inggris bertemu di 
Maroko untuk membahas rancangan resolusi AS yang mendesak mengakhiri 
konflik di Suriah. 
10 Maret 2012: Koffi Annan, sebagai wakil PBB dan Liga Arab 
mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar Al-Assad. 
21 Maret 2012: Dewan Keamanan PBB menyetujui enam butir rencana 
perdamaian Koffi Annan untuk mengakhiri kekerasan di Suriah. 
                                                          
101 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit, hal. 62. 
102 Dina Y. Sulaeman, loc cit., hal. 116-117. 
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27 Maret 2012: Presiden Bashar Al-Assad menyetujui enam butir rencana 
perdamaian Koffi Annan. Salah satunya adalah penarikan pasukan di 
wilayah berpenduduk mulai 10 April 2012. 
3 April 2012: Pemerintah Suriah menarik pasukannya di beberapa wilayah 
yang dianggap sudah tenang dan masih menempatkan pasukannya di 
wilayah yang dianggap masih ―panas‖. 
8 April 2012: Presiden Bashar Al-Assad mengajukan tuntutan jaminan 
tertulis dari pihak oposisi bahwa mereka akan menepati gencatan senjata. 
12 April 2012: Pemberlakuan gencatan senjata pada pukul 06.00 namun 
pemerintah tidak menarik pasukannya. 
19 April 2012: Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, merekomendasikan 
untuk menambah jumlah peninjau tidak bersenjata untuk memantau misi 
perdamaian di Suriah. Dua hari kemudian. PBB menyepakati untuk 
menambah jumlah pengamat misi perdamaian sebanyak 300 orang.
103
 
21 April 2012: United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS) 
dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. UNSMIS terdiri dari pengamat 
militer tanpa senjata serta pengamat sipil yang dianggap kompeten. 
Lembaga ini memiliki mandat untuk memonitor penghentian kekerasan 
bersenjata yang dilakukan semua pihak yang bertikai.104 Kemudian, pada 
tanggal 24 April 2012, Kofi Annan dalam briefing di DK PBB menyatakan 
                                                          
103 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit, hal. 61-64. 
104 Dina Y. Sulaeman, loc cit., hal. 37. 
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bahwa sisi penting keberadaan UNSMIS adalah untuk menyediakan ‗mata 
dan telinga di lapangan‘.105 
25 Mei 2012: terjadi Tragedi Houla. Tragedi Houla dikenal juga sebagai 
tragedi pembantaian yang menimpa masyarakat sipil dan sejak tragedi ini 
pula, seluruh perhatian masyarakat internasional serentak fokus pada Suriah. 
Padahal, sebelumnya masyarakat internasional hanya beranggapan bahwa 
apa yang terjadi di Suriahk  tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di 
Tunisia, Mesir, dan Libya.106 
29 Mei 2012: Pemerintah Kanada dan Perancis mengusir Duta Besar Suriah 
untuk negara mereka sebagai bentuk tekanan untuk Pemerintah Suriah. 
16 Juni 2012: Penarikan peninjau tidak bersenjata PBB dari Suriah demi 
alasan keamanan. 
22 Juni 2012: Pasukan Suriah menembak jatuh pesawat pengintai Turki. 
2 Juli 2012: Ketua Liga Arab mengundang sebanyak 250 anggota oposisi 
Suriah di Kairo, Mesir, untuk membahas pembentukan pemerintah transisi. 
3 Juli 2012: Presiden Bashar Al-Assad menyatakan menyesal atas 
penembakan pesawat pengintai Turki dan berharap konflik tidak meluas. 
19 Juli 2012: Dalam pertemuan ke-6810, Pemerintah Rusia dan China 
memeveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2012/538 
yang disponsori oleh Perancis. 
23 Juli 2012: Pemerintah Suriah mengancam akan menggunakan senjata 
kimia jika mendapat serangan dari pihak luar. 
                                                          
105 https://docs.google.com/file/d/0ByLPNZ-eSjJdbVRrTE4xb3F0RDQ/edit?pli=1 
diakses pada tanggal 26 Januari 2014 
106 Dina Y. Sulaeman, loc cit, hal. 31. 
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1 Agustus 2012: Liga Arab mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB 
yang menginginkan agar Presiden Bashar Al-Assad turun dan menyerahkan 
kekuasaan ke pemerintah transisi serta menuntut penghentian serangan 
terhadap warga sipil. 
2 Agustus 2012: Koffi Annan secara resmi mengundurkan diri sebagai 
wakil Liga Arab dan PBB. 
18 Agustus 2012: pengangkatan Lakhdar Brahimi sebagai wakil Liga Arab 
dan PBB menggantikan Koffi Annan. 
4 September 2012: Presiden Bashar Al-Assad mengizinkan Palang Merah 
Internasional masuk ke Suriah dengan syarat mereka harus tetap netral dan 
independen.107 
11 November 2012: Amerika Serikat berusaha melemahkan dominasi 
Perancis terhadap kelompok oposisi dengan cara mendorong dibentuknya 
koalisi baru. SNC dianggap gagal mengendalikan jalannya ‗revolusi‘ dan 
tidak mampu menyatukan berbagai faksi oposisi. Koalisi baru tersebut 
dibentuk dalam sidang di Doha, Qatar, dan diberi nama Syrian National 
Coalition for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF). 
Dalam konferensi Friends of Syria di Marakesh, Maroko silam, para 
anggota mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap SNCORF sebagai 
perwakilan resmi rakyat Suriah dan sebagai organisasi yang memayungi semua 
kelompok oposisi Suriah. Di samping itu, negara-negara anggorat Friends of Syria 
                                                          
107 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit, hal. 64-65. 
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juga menyatakan siap mengucurkan bantuan miliaran dolar untuk membantu 
kelompok oposisi.108 




20 November 2012: penolakan dari kelompok jihad. Meskipun Amerika 
Serikat, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara lainnya 
telah mengakui SNCORF sebagai wakil yang sah dari rakyat Suriah, namun 
tidak bagi beberapa kelompok pemberontak di Suriah yang dipimpin oleh 
kelompok Jabhah Al-Nusrah (JN).110 
11 Desember 2012: juru bicara Gedung Putih, Victoria Nuland, mengatakan 
bahwa Jabhah Al-Nusrah adalah alias dari Al Qaeda Irak dan karena itu 
Amerika Serikat melarang segala bentuk bantuan terhadap kelompok ini. 
Alasannya, sejak November 2011, JN telah mengaku bertanggung jawab 
atas 600 serangan, termasuk lebih dari 40 serangan bunuh diri, dan 
peledakan bom-bom rakitan di kota-kota Damaskus, Aleppo, Hamah, Daraa, 
Homs, Idlib, dan Dayr Al-Zawr.111 






                                                          
108 Dina Y. Sulaeman, loc cit., hal. 116. 
109 Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit, hal. 65. 
110 Dina Y. Sulaeman, loc cit. Hal. 117. 
111http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/12/201759.htm diakses pada tanggal 25 Januari 
2014 








Gambar 1.2. Peta Konflik Suriah Berdasarkan Wilayah 
Syria: Mapping the Conflict 
 
Sources: Der Spiegel adapted from BBC and Syria Needs Analysis Project (SNAP), and originally 
based on information from the U.S. government compiled from media sources.113 
 
 
2. Substansi Krisis di Suriah 
Minimalnya ada empat faktor yang terlibat dalam sebuah konflik, yaitu 
triggers (pemicu), pivotal (akar), mobilizing (peran pemimpin), dan aggravating 
(faktor yang memperburuk atau memperuncing situasi konflik). Dalam kasus 
Suriah, akar permasalahan konflik bersumber dari ketidakpuasan masyarakat 
dengan sistem perpolitikan yang berlangsung di Suriah. Pemicu lain dari konflik 
                                                          
113 Jeremy M. Sharp dan Christopher M. Blanchard are Specialists in Middle Eastern 
Affairs, ―Armed Conflict in Syria: Backgroud and U.S. Response‖, sebuah report yang diterbitkan 




ini adalah adanya isu sektarian antara Sunni – Syiah. Kemudian, pemicu pecahnya 
konflik Suriah disebabkan efek dari gejolak Arab Spring yang melanda kawasan 
sehingga masyarakat Suriah pun akhirnya tergerak untuk melakukan revolusi 
serupa. Peran pemimpin (mobilizing) itu sendiri pada dasarnya lebih dimotori 
oleh para demonstran yang memberanikan diri turun ke jalan dan menyuarakan 
perubahan. Sedangkan untuk faktor yang memperburuk keadaan disebabkan ikut 
campurnya negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat dalam konflik Suriah. 
Selama ini, banyak pihak yang meyakini bahwa krisis dan konflik yang 
terjadi di Suriah pada dasarnya merupakan masalah antarmazhab yakni, antara 
Sunni dengan Syiah. Fakta bahwa Presiden Assad berasal dari sekte Alawy dan 
‗musuh‘-nya berasala dari mazhab Sunni menurut penulis hal itu merupakan 
triggers atau pemicu belaka.114  Maka tidak heran jika konflik yang terjadi di 
Suriah selalu memicu amarah dari mazhab Sunni di seluruh dunia, termasuk 
Indonesia. Apalagi ditambah selama ini mazhab Alawy selalu dipandang sesat 
oleh masyarakat umum. 
Rasanya ganjal apabila faktor utama konflik di Suriah hanya berdasarkan 
masalah sekte. Lagipula, apakah wajar apabila sekte Alawy dipandang sesat lantas 
wajib untuk diperangi? Selain itu, apakah memang benar jika rezim Assad yang 
bermazhab Alawy adalah rezim yang diktator? Krisis Suriah memang merupakan 
krisis yang rumit dan melibatkan banyak pihak sehingga jika krisis menjadi 
semakin kompleks dan memiliki peta konflik yang luas. 
Untuk mengetahui benarkah rezim Assad adalah rezim yang berlandaskan 
sesat, maka perlu membuka kembali catatan sejarah Suriah. Pada tahun 1960-an, 
                                                          
114 Dina Y. Sulaeman, loc cit. 
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sejarah Suriah dipenuhi kudeta dan kerusuhan berdarah. Pada 1963, Partai Baath 
yang dipimpin Michel Aflaq dan Salahuddin Al Bitar menguasai pemerintahan 
melalui aksi kudeta. Al Bitar kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri namun 
kekuasannya tidak berlangsung lama. Lalu, pada awal tahun 1966, Al Bitar 
digulingkan oleh anggota Partai Baath dari kalangan militer, yakni Jenderal Salah 
Jadid. Pemerintah dianggap kurang revolusioner menjadi alasan digulingkannya 
Al Bitar. Jenderal Salah Jadid dan kelompoknya, termasuk Hafez Al Assad) 
beranggapan bahwa pemerintah Suriah harus bersikap lebih tegas terhadap Israel 
dan Amerika Serikat. 
Tentu saja, di bawah pemerintahan Jenderal Salah Jadid, arah kebijakan luar 
negeri Suriah kemudian menjadi keras terhadap Israel, salah satunya adalah ketika 
Suriah melawan Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Sedangkan 
untuk kebijakan dalam negeri, Jadid melakukan transformasi politik dan ekonomi 
ke arah sosialisme yang justru menimbulkan konflik internal. Sayangnya, masa 
pemerintahan Jenderal Salah Jadid pada akhirnya banyak menimbulkan 
kekecewaan dan ketidakpuasan sebagian elit politik. Pada akhirnya, Salah Jadid 
digulingkan pada tanggal 13 November 1970 oleh Menteri Pertahanannya, yaitu 
Hafez Al Assad. Kemudian, pada tahun 1971, pasca kudeta yang ia lakukan, 
Hafez Al Assad terpilih sebagai presiden melalui sebuah referendum 
menggantikan Salah Jadid. Sejak saat itu Suriah memiliki presiden dari kalangan 
Alawy. 
Sayangnya, semangat persaudaraan dan kebangsaan di Suriah lambat laun 
menjadi pudar ketika Hafez Al Assad resmi menjadi presiden. Isu serta tuduhan-
tuduhan pahit bahwa Alawy bukan islam kembali mencuat ke permukaan. 
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Akibatnya, isu-isu sektarian semacam ini kembali bermunculan bahkan 
kelompok-kelompok Sunni garis keras secara terang-terangan menunjukkan 
ketidaksukaannya pada Hafez Al Assad, seperti sempat dilakukannya upaya 
kudeta oleh kelompok Ikhwanul Muslimin pada tahun 1982.115 
Secara ideologis, pada dasarnya Partai Baath mengedepankan nasionalisme 
Arab, sekularisme, dan sosialisme. Ideologi ini ditanamkan oleh pemikir Baath, 
yaitu Michel Aflaq. Michel Afleq menyebut bahwa agama merupakan tatanan 
sosial yang korup, opresif, dan mengeklploitasi kaum lemah. Partai Baath 
berpendapat bahwa nasionalisme harus menggantikan prinsip-prinsip agama.116 
Ideologi Partai Baath tidak hanya memimpikan persatuan Arab tetapi juga 
menentang kebijakan konservatif dan menolak hegemoni zionis.117  Ciri utama 
pola pemerintahan Partai Baath terletak pada sikap otoriter di dalam dengan 
menerapkan kebijakan luar negeri anti Israel. Sikap anti Israel yang begitu kuat 
terjadi di bawah pemerintahan Presiden Hafez Al-Assad yang meninggal 10 Juli 
2000 lalu digantikan oleh putranya, Bashar Al-Assad, pada tanggal 17 Juli 
2000.118 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh para ulama Syiah 12 Imam untuk 
mempersatukan dan memperjuangkan persaudaraan Sunni dan Syiah pun telah 
banyak dilakukan. Pada 1947, Ayatullah Muhsin Al Hakim (salah satu ulama 
besar Syiah 12 Imam) dari Najaf sempat mengirimkan surat kepada Syaikh Habib 
Al Ibrahim (mufti Syiah 12 Imam di Lebanon). Ayatullah Hakim meminta Syaikh 
                                                          
115 Ibid., hal. 20. 
116 Barry Rubin, The Truth About Syria, New York, Palgrave, 2007, hal. 37-38, dikutip 
oleh Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, Depok, 
Pustaka IIMaN, 2013, hal. 17. 
117 ―Pertarungan AS-Suriah Pascapendudukan Irak‖, Kompas, 17 November 2003. 




Habib agar mengunjungi wilayah Alawy untuk mendapatkan informasi mengenai 
ajaran Alawy langsung dari pusatnya. Kemudian, Syaikh Habib mengusulkan 
kepada Ayatullah Hakim untuk menerima pemuda-pemuda intelektual Alawy 
dikirim belajar ke Najaf. Usulan ini diterima dan pada tahun 1948, sebanyak 20 
pelajar Alawy dikirim ke Najaf namun sayang sebagian besar dari mereka kembali 
ke Suriah karena tidak tahan dihina sebagai kaum ghulat. Kemudian, pada tahun 
1956, Ayatullah Burujerdi (ulama tertinggi di kalangan Syiah 12 Imam) 
mengirimkan utusan ke Suriah untuk berdakwah di kalangan Alawy. Ayatullah 
Burujerdi memang terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat 
memperjuangkan persaudaraan antara Sunni dengan Syiah. Akhirnya, setelah 
berbagai upaya yang telah diperjuangkan oleh para ulama Syiah 12 Imam 
tersebut, pemerintah Suriah akhirnya memberikan pengakuan bahwa Alawy 
adalah bagian dari islam.119 
Hal ini dikarenakan sebelumnya orang-orang Alawy dianggap kaum pariah, 
kaum yang terpinggirkan, dan selalu terintimidasi. Orang-orang Syiah Itsna 
Asyariah (12 Imam) pun awalnya menganggap kaum Alawy sebagai kaum 
‗ghulat‘ atau berlebih-lebihan dalam mencintai Imam Ali. Kaum Alawy bahkan 
diisukan menuhankan Imam Ali (menganggap Imam Ali sebagai personifikasi 
Tuhan) dan tidak melaksanakan shalat. Sementara itu, kaum Sunni bahkan lebih 
ekstrem lagi dengan mantap menganggap kaum Alawy bukan bagian dari islam.120 
Menurut Hinnebusch, label yang tepat untuk rezim Assad adalah ―otoritarian 
yang populis‖. Pemerintahan Assad menghadapi ancaman Israel dan 
                                                          
119 Martin Kramer (ed), Shi’ism, Resistance, and Revolution, Colorado, Westview Press, 
1987, hal. 237-54, dikutip oleh Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan 
Multinasional, Depok, Pustaka IIMaN, 2013, hal. 19 
120 Ibid., hal. 18. 
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ketidakstabilan internal sehingga memilih bersikap otoriter demi terciptanya 
kestabilan dalam Negara. Namun, di saat yang sama, Assad juga berusaha 
membangun negara dengan mengupayakan dukungan dari masyarakat, baik dari 
kelas menengah hingga kelas bawah. Tidak tanggung-tanggung pemerintahan 
Assad bahkan menjamin layanan kesehatan, sekolah, hingga universitas yang 
gratis.121 
Meskipun lawan-lawan politik Assad menyebut rezim Assad adalah ―rezim 
Alawy‖ namun kenyataannya pemerintahan Assad sangat plural. Bahkan, 
nampaknya Assad tidak ingin mendapat image ―menjadi pemimpin kaum Alawy‖ 
dengan cara mengangkat orang-orang di luar kalangan Alawy menjadi tokoh-
tokoh penting dalam pemerintahan dan militer. Menurut data, para pemimpin 
militer 43% berasal dari golongan Sunni dan 37% dari Alawy. Sementara itu, 
untuk komposisi menteri 58% dikuasai oleh Sunni, 20% oleh Alawy, dan sisanya 
diisi oleh kaum Druze, Ismaili, dan Kristen.122 
Ditambah lagi apabila kita kembali merujuk pada ideologi Partai Baath yang 
dipegang teguh oleh Assad, maka jelas bahwa pemerintahan Assad bukan 
pemerintahan yang berideologi Alawy. Namun, karena adanya sejarah panjang 
konflik Sunni-Syiah, apalagi isu sektarian memang merupakan isu yang sangat 
sensitif, maka tidak heran jika isu mazhab menjadi sangat efektif digunakan untuk 
menyerang rezim Assad. Sehingga, nampaknya dosa politik Assad disetarakan 
dengan ―dosa kesesatan‖ kaum Alawy.123 
                                                          
121 Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, Oxon, Routledge, 2001, hal. 66-
67, dikutip oleh Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, 
Depok, Pustaka IIMaN, 2013, hal. 20-21. 
122 Ibid. 
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Tidak hanya dikarenakan masalah sektarian yang selama ini diisukan, krisis 
Suriah semakin kompleks disebabkan banyak pihak oposisi yang mewarnai proses 
transisi perubahan politik di Suriah. Pihak-pihak oposisi ini masing-masing 
memiliki karakter, visi, dan misi yang berbeda. Sementara di saat yang sama 
rezim Suriah selalu menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi kubu oposisi 
melainkan sekelompok teroris. Rezim ini curiga bahwa aksi protes di Suriah 
sesungguhnya didalangi oleh pihak barat.124 
Setidaknya, ada tiga kelompok oposisi di Suriah, berikut adalah gambaran 
kelompok oposisi tersebut: 
1. Kelompok-kelompok jihad yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Kelompok 
yang disebut-sebut paling solid dan paling kuat di antara mereka adalah Jabhah Al 
Nusrah. JN dan beberapa kelompok jihad lain telah mendeklarasikan 
pembentukan Brigade Koalisi Pendukung Khilafah. Meski tidak secara eksplisit 
menyatakan berafiliasi dengan JN namun Hizbut Tahrir (ormas islam 
transnasional yang memiliki tujuan mendirikan khilafah) di berbagai negara 
secara terbuka dan gencar menyatakan dukungan mereka terhadap ‗mujahidin 
Suriah yang hendak mendirikan khilafah‘. Situs HT Inggris bahkan memuat utuh 
wawancara majalah Time dengan pejabat resmi Jabhah Al Nusrah dengan tanpa 
catatan (sanggahan atau komentar). Hal ini mengindikasikan bahwa HT sepakat 
dengan JN. 
2.  Kelompok-kelompok pemberontak Suriah yang bergabung dalam Free 
Syrian Army (FSA). FSA didukung oleh koalisi oposisi yang bermarkas di Doha, 
yaitu SNCORF. Anggota SNCORF adalah aktivis oposisi yang bermukim di luar 
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Suriah dari berbagai golongan namun didominasi oleh kalangan Ikhwanul 
Muslimin. Hingga Maret 2013 diketuai oleh ulama Ikhwanul Muslimin, Moaz Al 
Khatib. 
3.  Kelompok oposisi anti kekerasan, anti sektarianisme, dan anti intervensi 
militer asing. Mereka bergabung dalam koalisi yang bernama National 
Coordination Body for Democratic Change. 125  Kelompok ini merupakan 
organisasi yang memayungi berbagai kelompok oposisi anti kekerasan. NCB 
mengecam pemberontakan bersenjata karena menurut mereka penggulingan Assad 
bisa dilakukan dengan cara-cara damai. NCB memperjuangkan tiga hal, yaitu 
tidak untuk intervensi militer asing, tidak untuk seruan religious dan sectarian, 
dan tidak untuk kekerasan dan militerisasi revolusi. NCB juga menyuarakan 
pentingnya membuka dialog dengan rezim untuk mencari titik temu. Namun 
sayangnya, seruan-seruan mulia NCB ini tenggelam oleh hiruk pikuk jihad yang 
sama sekali tidak memberikan opsi berdialog dengan rezim.126 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT 
TERHADAP KRISIS POLITIK SURIAH 
A. Krisis Politik Suriah dan Perspektif Amerika Serikat 
Meskipun tiap negara di kawasan tidak memiliki nasib serta situasi yang 
sama seperti di Mesir, Libya, dan Tunisia namun ada satu hal pasti, yaitu 
pergolakan dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat merupakan bagian 
dari people’s power.127 Ada kekuatan yang sifatnya masif yang berhasil dikumpul 
dan dibawa oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka akhirnya mampu 
menyatukan visi dan misi untuk turun ke jalan dikarenakan memiliki nasib dan 
masalah yang sama. Mereka juga memprotes sistem pemerintahan negara, 
mengeluarkan aspirasi yang telah lama mereka pendam, bahkan sampai mampu 
menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Melalui fenomena ini, akhirnya dunia 
internasional menyadari bahwa people’s power sesungguhnya tidak dapat 
dipandang sebelah mata. 
Efek Arab Spring telah berhasil merajalela dan menyebar ke beberapa 
negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena Arab Spring ini berhasil 
menginspirasi seluruh lapisan masyarakat, memberikan mereka semangat, 
menumbuhkan rasa percaya diri sehingga mereka pun akhirnya tergerak beramai-
ramai untuk menggabungkan kekuatan dan menunjukkan kepada dunia seberapa 
hebatnya people’s power itu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang 
sekarang terjadi di Suriah pada dasarnya merupakan bagian dari gejolak Arab 
Spring. Namun, krisis yang terjadi di Suriah kini telah berubah menjadi lebih 
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kompleks dan berbeda dari krisis-krisis sebelumnya, bahkan telah melibatkan 
banyak aktor serta persekongkolan internasional dengan berbagai kepentingannya 
yang justru semakin memperumit situasi yang ada. 
Jika masyarakat meyakini dan sepakat bahwa tidak ada sistem pemerintahan 
manapun di dunia yang sempurna, dalam hal ini 100% sepenuhnya didukung oleh 
seluruh rakyatnya, maka krisis yang terjadi di Suriah dapat dimaklumi. Rasanya 
mustiahil jika ada sebuah rezim yang disukai oleh seluruh rakyatnya karena yang 
ada justru sekelompok orang yang berusaha mencari celah dan kecacatan rezim 
atau pemerintahnya yang berkuasa. Berarti hal ini menunjukkan bahwa tidak 
hanya negara dan pemerintah saja yang memiliki kepentingan, setiap lapisan 
masyarakat pun memiliki kepentingan yang berbeda-beda maka wajar jika dalam 
suatu rezim terdapat pergolakan. Namun, yang penting adalah bagaimana rezim 
tersebut dapat menerima kritikan, mau mendengar, dan dengan terbuka mau 
menampung seluruh keluhan dari masyarakatnya yang protes. 
Amerika Serikat saja sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
demokratis masih dapat didapati terjadi pelanggaran-pelanggaran. Mengingat 
kejadian pada September 2011 di mana terjadi aksi demonstrasi besar-besaran 
menentang ketidakadilan ekonomi. Aksi demo yang diberi nama ―Occupy Wall 
Street‖ itu dilakukan di New York lalu menyebar ke berbagai kota di Amerika 
Serikat bahkan negara-negara di Eropa. 
Menurut para demonstran, seluruh kekayaan Amerika Serikat, sekitar 40%-
nya hanya dikuasai oleh 1% saja, yaitu para pengusaha elit. Sedangkan sisanya 
60% harus dibagi-bagi di antara 99% rakyat Amerika Serikat. Itulah sebabnya 
mengapa di spanduk-spanduk mereka tertulis ―We’re the 99%‖. Intinya, mereka 
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memprotes sistem kapitalisme yang memberikan peluang bagi 1% untuk 
mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dan membiarkan 99% lainnya hidup 
menderita.128 
Lantas, polisi di Amerika Serikat memukuli dan menyemprotkan cairan 
merica kepada demonstran dan menangkap ratusan di antaranya. Sementara di 
Roma, Italia, demo serupa dihadiri sekitar 200.000 orang dan lebih dari 100 orang 
mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan pihak keamanan. Di London, 
delapan orang ditahan setelah para demonstran memaksa masuk di kawasan 
Paternoster Square, tempat di mana gedung London Stock Exchange berada.129 
Tidak dapat dipungkiri jika selalu ada justifikasi yang dikeluarkan oleh 
pihak kemanan dalam kasus-kasus seperti ini, terutama apabila para demonstran 
dianggap sudah mengganggu keamanan dan merusak fasilitas publik. Masyarakat 
dapat menilainya sebagai sebuah tindakan kekerasan namun di sisi lain aksi 
kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran pun sebenarnya tidak dapat 
dibenarkan jika memang terbukti mengganggu kemanan publik. Akibatnya, 
terkadang pihak keamanan atau pemerintah disalahkan karena dianggap kasar dan 
menanggapi aksi demonstrasi secara brutal. 
Jika apa yang terjadi, baik demonstrasi di Amerika Serikat yang menuntut 
sistem kapitalisme sama halnya dengan kasus demonstrasi masyarakat Suriah 
yang menuntut turunnya rezim, maka rasanya tidak adil jika menjustifikasi Bashar 
Assad brutal melayani aksi demonstrasi rakyatnya. Jika sepakat bahwa aksi 
demonstrasi memang baik tetapi di sisi lain jika aksi ini justru menimbulkan 
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kerusuhan tetap harus ditangani, maka upaya yang dilakukan pemerintah dan 
pihak keamanan pun memang diperlukan.  
Kenyataannya memang klan Assad telah berkuasa terlalu lama sehingga 
menimbulkan kejenuhan politik. Pada Maret 2011, para pengunjuk rasa menuntut 
reformasi, mundurnya Presiden Bashar Assad, dibukanya kebebasan mendirikan 
partai politik, kebebasan berbicara, dan perbaikan ekonomi. Menanggapi aksi 
demo ini, pemerintah Suriah telah memberikan beberapa konsesi dan memenuhi 
sebagian tuntutan rakyat. 
Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada 21 April 
secara resmi mengumumkan pencabutan undang-undang darurat (State 
Emergency Law/SEL). SEL telah diberlakukan di Suriah sejak 1963 dengan 
alasan negara sedang dalam kondisi darurat karena berhadapan dengan ancaman 
Israel dan kelompok-kelompok militan.SEL dianggap melanggar HAM karena 
memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk melarang pertemuan politik dan 
menangkapi orang-orang yang dicurigai membahayakan kestabilan negara.130 
Namun yang terjadi adalah berbagai upaya yang telah dilakukan Assad 
diabaikan oleh pihak oposisi karena tuntutan utama mereka adalah mundurnya 
Assad. Sebenarnya hal yang tersebut wajar saja, sebagaimana rakyat Mesir yang 
tak mau berhenti menduduki Tahrir Square sampai Mubarak tumbang atau 
sebagaimana rakyat Tunisia terus berdemo sampai Ben Ali melarikan diri. Dalam 
berbagai aksi demo tersebut banyak korban berjatuhan akibat bentrokan dengan 
aparat keamanan.131 
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Selain itu, isu sektarian yang selama ini didengungkan oleh media 
internasional semakin memanaskan konflik yang ada. Dengan melihat bukti-bukti 
yang ada, krisis yang terjadi awalnya merupakan sebuah gerakan menuntut 
perubahan yang terjadi sama seperti di Mesir maupun Tunisia. Memang benar jika 
ada faktor antara Sunni dengan Syiah di dalamnya namun krisis ini semakin 
diperparah dengan isu bahwa Assad yang berasal dari kaum Alawy dan minoritas 
menyerang orang-orang Sunni yang mayoritas. Tentu saja hal ini memicu amarah 
dari golongan Sunni di berbagai negara, khususnya di Kawasan Timur Tengah. 
Iran, sebagai negara yang mayoritas Syiah dan salah satu negara yang terlibat 
dalam konflik, merasa perlu membela Suriah dikarenakan isu ini. Masalahnya, 
jika Suriah berhasil dijatuhkan maka Iran akan kehilangan ―kawan‖ di Timur 
Tengah dan pertahanannya akan goyang.  
Selama ini rezim Assad telah berusaha menjalani sistem perpolitikan yang 
adil dengan jalan banyak memasukkan golongan Sunni dalam pemerintahannya 
dibanding golongan Syiah atau Alawy namun ternyata semua usaha itu tidak 
dinilai sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan stigma buruk antara Sunni – 
Syiah. Rezim Assad juga berusaha menjadi pemimpin bagi semua golongan dan 
tidak menganakemaskan kaum Alawy sekalipun Assad berasal dari kaum tersebut. 
Isu sektarian yang berkembang banyak melibatkan aktor yang merasa perlu 
memusuhi atau membela Suriah. Tetapi, terlepas dari itu, pada dasarnya isu 
sektarian memang isu yang sangat sensitif dan ampuh untuk memicu konflik 
namun untuk rezim Assad itu sendiri terlalu dini menghakimi rezimnya brutal dan 
berlaku tidak adil terhadap golongan Sunni. 
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Tidak hanya itu, isu penggunaan senjata kimia kembali didengungkan oleh 
Amerika Serikat semata-mata untuk mendapatkan dukungna publik internasional 
dan pembenaran untuk menjalanan intervensi militer langsung terhadap Suriah. 
Hal ini tersirat dari apa yang dikemukakan oleh Presiden Obama dalam pidatonya 
yang dikutip oleh CBS News bahwa "Ten days ago the world watched in horror as 
men, women and children were massacred in Syria in the worst chemical weapons 
attack of the 21st century." Presiden Obama menyebut serangan tersebut sebagai 
―assault on human dignity‖ atau ―serangan terhadap martabat umat manusia‖ dan 
Amerika Serikat sendiri pun telah yakin bahwa rezim Bashar Assad-lah yang 
bertanggung jawab.132 
Menurut investigator masalah HAM PBB dan sekaligus mantan Jaksa 
Kepala Pengadilan Kejahatan Perang PBB yang ditugaskan menangani kasus 
Suriah, Carla Del Ponte, saat diwawancarai oleh Swiss-Italian TV, mengatakan 
bahwa 
"Our investigators have been in neighbouring countries 
interviewing victims, doctors and field hospitals. According to their 
report of last week, which I have seen, there are strong, concrete 
suspicions but not yet incontrovertible proof of the use of sarin 
gas133, from the way the victims were treated."134 
 
Di sisi lain Del Ponte menambahkan bahwa ada kemungkinan pihak tentara 
Bashar Assad juga menggunakan senjata kimia namun investigasi tersebut masih 
harus dilakukan lebih jauh. Del Ponte juga tidak memberikan gambaran detail 
kapan atau di mana gas sarin tersebut digunakan. Dia hanya menambahkan bahwa 
                                                          
132 http://www.cbsnews.com/news/obama-seeks-syria-strike-with-congress-approval/ 
diakses pada 22 Maret 2014 pukul 14:50 WITA. 
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"I was a little bit stupefied by the first indications we got... they were about the use 
of nerve gas by the opposition,". Bagaimanapun juga, anggota dari kelompok 
oposisi Suriah, The National Coalition, menolak tuduhan bahwa pemberontak 
yang melakukannya. "The claim is unsupported,", kata Molham al-Droubi kepada 
Reuters, "there is no objective evidence.", ia menambahkan.135 
Lantas, menanggapi tuduhan akan penggunaan senjata kimia oleh pihak 
asing, Presiden Assad pun akhirnya angkat bicara. Presiden Suriah, Bashar al-
Assad dalam wawancaranya dengan koran Le Firago mengolok klaim tentang 
penggunaan senjata kimia oleh pasukan pemerintah dan memperingatkan bahwa 
segala bentuk serangan militer Perancis ke Suriah yang justru akan menimbulkan 
dampak negatif. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Assad bahkan menantang 
Amerika Serikat dan Perancis untuk mengungkap walau bukti sekecil apapun 
tentang penggunaan senjata kimia oleh militer Suriah. 136  Presiden Assad juga 
menambahkan bahwa senjata-senjata kimia Damaskus berada di tempat yang 
aman dan sepenuhnya berada di bawah kontrol militer. Pada kesempatan lain 
ketika Bashar al-Assad diwawancarai oleh stasiun TV China, CCTV, 
menandaskan bahwa sejak beberapa dekade lalu, Suriah telah memproduksi 
senjata kimia. Hal ini disebabkan Damaskus pada saat itu sedang berperang dan 
sebagian wilayahnya diduduki.137 
Presiden Assad memang membenarkan keberadaan senjata kimia di 
negaranya namun ia menegaskan bahwa militer Suriah telah menyiapkan dirinya 
untuk perang menggunakan senjata konvensional. Di samping itu, sudah 
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136http://indonesian.irib.ir/c/journal/view_article_content?groupId=10330&articleId=5506
474&version=1.0 diakses pada 22 Maret 2014 pukul 18:30 WITA 
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ditekankan sebelumnya bahwa senjata-senjata kimia tersebut sepenuhnya berada 
di bawah kontrol militer sehingga tuduhan-tuduhan Amerika Serikat dan pihak 
asing lain sesungguhnya tidak berdasar. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 
sejumlah negara berusaha agar kelompok-kelompok teroris di Suriah menyerang 
tim inspektur PBB untuk mengkambinghitamkan pemerintah Damaskus. Presiden 
Assad juga sangat berterima kasih atas keberadaan dan dukungan Rusia dan China 
yang senantiasa berperan positif di Dewan Keamanan PBB sehingga dalih untuk 
intervensi militer ke Suriah selalu berhasil digagalkan.138 
B. Reformasi Politik (Demokratisasi) dalam Melindungi Kepentingan 
Nasional dan Kepentingan Israel 
Berawal dari sebuah tragedi 9/11 yang disebabkan oleh sekelompok teroris 
asuhan Osama bin Laden, Amerika Serikat segera mengatur kebijakan politik luar 
negerinya yang fokus pada upaya pemberantasan jaringan terorisme dan menyebar 
perang baik di Afghanistan maupun di Irak yang diduga sebagai markas teroris 
tersebut. Pasalnya, pasca 9/11, Amerika Serikat cenderung menggunakan doktrin 
pre-emptive strike and defensive intervention yang berbeda dengan containment 
and detterence yang dipakai selama Perang Dingin.139 
Sebagai contoh kecil, kawasan Asia Tengah juga menggunakan sistem 
pemerintahan otoriter sama halnya dengan Kawasan Timur Tengah yang identik 
dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Sistem pemerintahan yang otoriter bagi 
Amerika Serikat menjadi cikal bakal lahirnya gerakan islam ekstrim atau 
terorisme serta paham radikal yang anti-Barat. Oleh sebab itu, pemerintahan yang 
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139 Suparman Rasyid, ―Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Tengah 
(Penguasaan Minyak di Laut Kaspia)‖, skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 62. 
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demokratis termasuk salah satu penekanan Amerika Serikat. Reformasi dalam 
negeri harus dilakukan di tengah sistem pemerintahan yang otoriter di kawasan. 
Mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas, dan HAM telah 
menjadi sebuah elemen moral bagi politik luar negeri Amerika Serikat.140 
Kenyataannya masalah kejahatan internasional semacam terorisme memang 
bukanlah fenomena baru karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 
Departemen Amerika Serikat, menyebutkan bahwa diperkirakan pada sekitar 
tahun 1980-an total kejahatan internasional (terorisme) terjadi 6000 kasus dan 
pada tahun 1990 dan 1995 terjadi lebih dari 2.500 kasus kejahatan teroris lainnya. 
Namun siapa sangka pasca tragedi 9/11 merupakan sebuah pukulan sekaligus batu 
loncatan bagi Amerika Serikat untuk merombak seluruh kebijakan luar negerinya 
dan mulai serius memberantas terorisme.141 
Negara modern yang masyarakatnya mengandalkan industri seperti Amerika 
Serikat memang merupakan sasaran empuk jaringan ini. Walaupun selama ini 
Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang superpower namun kehadiran 
teknologi canggih ternyata dapat dimanfaatkan jaringan teroris untuk bekerja. 
Kecanggihan teknologi yang dikuasai oleh jaringan terorisme ternyata mampu 
dengan mudah memasuki wilayah Amerika Serikat dan mampu 
mengoperasikannya dalam skala yang lebih besar.142 
Bagaimana tidak, jaringan terorisme tidak hanya pandai dalam teknologi 
namun mereka juga menggunakan taktik yang sulit ditembus. Hal ini dikarenakan 
banyak kelompok teroris yang secara ketat diorganisir oleh jaringan-jaringan di 
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atas mereka sehingga sangat sulit mengetahui siapa pemimpin mereka sebenarnya. 
Orang-orang yang beraksi di lapangan pada dasarnya tidak tahu identitas anggota 
jaringan di atasnya atau pemimpin yang memerintah mereka, mereka hanya 
melaksanakan tugas. Hal inilah yang menyebabkan terorisme sangat sulit 
diberantas karena interogasi yang dilakukan terhadap pelaku langsung terputus 
begitu saja. Padahal ancaman yang diberikan jaringan terorisme dampaknya 
sangat besar dan mengganggu keamanan serta stabilitas negara-negara lain. 
Namun bagaimanapun juga, terorisme nampaknya menjadi media yang 
berhasil bagi Amerika Serikat untuk melaksanakan salah satu kebijakan politik 
luar negerinya yang lain, yaitu menyebarkan demokrasi di Kawasan Timur 
Tengah. Bahkan bukan tidak mungkin isu terorisme sebenarnya merupakan 
sebuah pembenaran belaka agar misi tersebut dapat tercapai. Tidak hanya sekedar 
berhasil menyebar demokrasi di kawasan tersebut namun secara tidak langsung 
Amerika Serikat juga dapat mengontrol negara-negara di Timur Tengah untuk 
senantiasa membuat kebijakan yang menguntungkan Washington.143 
Program demokratisasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Timur 
Tengah dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala mereka, semata-
semata dilakukan agar nantinya akan membawa dampak keamanan bagi Amerika 
Serikat sendiri. Diharapkan dengan adanya demokrasi di negara-negara muslim 
dapat menurunkan dan bahkan menghilangkan ancaman terorisme yang selama ini 
selalu membayang-bayangi keamanan Amerika Serikat. 144  Tidak hanya 
menyangkut masalah keamanan semata tetapi program ini diharapkan mampu 
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sekaligus mengamankan pasokan minyak bagi Amerika Serikat agar tetap stabil 
dan tanpa gangguan dari pihak luar.145 
Program demokratisasi memiliki dampak mampu memperbaiki citra 
Amerika Serikat di mata negara-negara Arab. Hal ini dikarenakan kesan bahwa 
Amerika Serikat selama ini selalu berpegang pada kekuatan militer akan pulih 
dengan adanya demokratisasi yang diperkenalkan tersebut. Pasca Bush, Obama 
kini melanjutkan program tersebut dan tetap berupaya menyebarkan nilai-nilai 
demokrasi pada negara-negara Timur Tengah. 
Pasca perang dingin dalam melawan ancaman Soviet dan pengaruh 
komunis, kini kebijakan luar negeri Amerika Serikat beralih menjadi melawan 
fundamentalis islam.146 Di mana, terjadi perubahan kebijakan Amerika Serikat di 
Timur Tengah, yaitu dengan membuat sebuah proyek Timur Tengah Raya yang 
merupakan strategi untuk menghadapi bahaya baru yang dianggap oleh 
pemerintah Amerika Serikat lebih berbahaya daripada Uni Soviet. Kebijakan 
tersebut berfokus pada upaya untuk membentuk kembali lingkungan domestik di 
negara-negara Timur Tengah yang dianggap gagal sehingga dapat menangkal 
pertumbuhan terorisme yang anti Amerika.147 Dengan demikian, Amerika Serikat 
sebenarnya menganggap kelompok-kelompok teroris sebenarnya muncul 
diakibatkan oleh sistem di Kawasan Timur Tengah yang monarki dan berharap 
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dengan diperkenalkannya demokrasi, ancaman-ancaman semacam itu dapat 
berkurang. 
Sementara itu, hal menarik lainnya adalah Al Qaeda terbukti berafiliasi 
dengan FSA. Sebagaimana yang ditulis oleh The Council on Foreign Relations 
(CFR), sebuah lembaga terkemuka Amerika Serikat yang menjadi salah satu 
lembaga utama pemberi masukan kebijakan luar negeri kepada pemerintah. CFR 
sendiri didanai oleh tokoh Zionis, Rockefeller dan dianggoitai banyak mantan 
pejabat tinggi Amerika Serikat. Pada 6 Agustus 2012, CFR menulis artikel yang 
isinya adalah sebagai berikut 
―Pemberontak Suriah akan sangat lemah hari ini bila tidak 
ada Al Qaeda di barisan mereka. Pada umumnya batalion FSA 
telah lelah, terpecah belah, kacau, dan tidak efektif. Mereka merasa 
ditinggalkan oleh Barat sehingga terjdi penurunan semangat karena 
mereka harus berhadapan dengan tentara Assad yang profesional 
dan superior. Al Qaeda, bagaimanapun juga, dapat membantu 
meningkatkan semangat. Masuknya pasukan jihad membawa 
disiplin, semangat, keagamaan; mereka membawa pengalaman 
pertempuran dari Irak, dana dari simpatisan Sunni di Teluk, dan 
yang paling penting, hasil yang mematikan. Singatknya, FSA 
membutuhkan Al Qaeda sekarang.‖148 
Sementara di sisi lain terbukti juga bahwa Amerika Serikat tidak hanya 
membantu dan mendukung pihak oposisi saja namun pihak pemberontak juga 
termasuk. Bahkan Amerika Serikat sendiri pun menyesalkan jika bantuan 
senjatanya selama ini ternyata jatuh ke tangan yang salah. Hal ini diberitakan 
dalam New York Times edisi 14 Oktober 2012. 
 ―The opposition groups that are receiving the most of the 
lethal aid are exactly the ones we don’t want to have it,‖ said one 
American official familiar with the outlines of those findings, 
commenting on an operation that in American eyes has 
increasingly gone awry. 
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 The United States is not sending arms directly to the Syrian 
opposition. Instead, it is providing intelligence and other support 
for shipments of secondhand light weapons like rifles and grenades 
into Syria, mainly orchestrated from Saudi Arabia and Qatar. The 
reports indicate that the shipments organized from Qatar, in 
particular, are largely going to hard-line Islamists.149 
Jika Amerika Serikat, dalam salah satu kebijakan luar negerinya terhadap 
Suriah, terbukti memberikan dukungan dan bantuan bagi kelompok oposisi Suriah 
tersebut, berarti secara tidak langsung Amerika Serikat sebenarnya telah bekerja 
sama dengan Al Qaeda. Terlepas sejak kapan Amerika Serikat baru menyadari 
bahwa ia telah membantu pihak yang salah dan terlepas bahwa ada rasa 
penyesalan dari pihak Amerika Serikat sendiri karena telah memberikan bantuan 
pada kelompok yang tidak mereka inginkan. Namun satu hal yang pasti, mereka 
secara tidak langsung telah bekerja sama. 
Di saat Al Qaeda selama ini menjadi musuh utama Amerika Serikat pasca 
tragedi 9/11, di sisi lain Amerika Serikat justru terbukti memasok persenjataan 
mereka. Walaupun di sisi lain FSA juga dapat dikategorikan sebagai teroris, 
dengan menilai semua tindakannya yang telah merusak dan mengancam 
keamanan rakyat Suriah. Jadi, baik Amerika Serikat berdalih bahwa ia hanya 
membantu kelompok oposisi dan tidak ada hubungannya dengan Al Qaeda, hal 
tersebut keduanya tidak dapat dibenarkan karena kelompok-kelompok yang 
mengancam dan menakuti masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai teroris. 
Bahkan Amerika Serikat sendiri pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai 
teroris jika merujuk pada defnisi terorisme itu sendiri. 
Kemudian, jika memfokuskan kejanggalan dari peristiwa ini, maka jelas 
bahwa musuh utama Amerika Serikat untuk saat ini adalah Bashar Assad dan Al 





Qaeda dikesampingkan terlebih dahulu. Amerika Serikat menghalalkan segala 
cara untuk segera menggulingkan rezim Assad. Sekalipun Amerika Serikat merasa 
perlu melakukan intervensi kepada Suriah alih-alih dengan alasan terdapat 
kelompok teroris Al Qaeda di sana, hal itu digunakan hanya sebagai pembenaran 
belaka atas tindakannya untuk mengintervensi Suriah. Sehingga prinsip-prinsip 
Amerika Serikat yang pernah ia lontarkan pada era Bush untuk memerangi 
terorisme justru tidak mencerminkan sikap Amerika Serikat yang nyatanya 
mendukung dan menyuplai kebutuhan pihak pemberontak alias teroris.  
Sementara itu, Suriah selama ini dekat dengan Hezbollah dan hal tersebut 
menjadi salah satu alasan lagi mengapa rezim Assad harus tumbang. Pasalnya, 
menurut salah satu situs Yahudi, Hezbollah diterjemahkan sebagai berikut 
Hezbollah, also known as ―The Party of God‖, is a radical 
Shi’a Muslim group fighting against Israel and ―western 
imperialism‖ in Lebanon. The group does not recognize the 
legitimacy of the State of Israel and it has labeled as a foreign 
terrorist organization (FTO) by the U.S. State Department since 
October 1997. 
Hezbollah refers to itself with multiple titles including the 
―Organization of the Oppressed on Earth‖ and the ―Revolutionary 
Justice Organization.‖ Its main goal is the establishment of an 
Islamic government across the Arab world that will ―liberate‖ 
Jerusalem and the entire area of the present-day State of Israel.150 
 
Suriah disebut-sebut membantu Hezbollah secara moral dan juga turut 
menyuplai uang dan sejumlah persenjataan bagi kelompok ini. Balasannya, 
Hezbollah membantu menjaga kepentingan politik dan militer Suriah di 
Lebanon.151 Dengan kata lain, Hezbollah merupakan sebuah ancaman dan musuh 
bagi Israel dan Amerika Serikat secara tidak langsung. Jika Amerika Serikat 
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berhasil menjatuhkan rezim Bashar Assad, sudah dapat dipastikan dukungan 
Suriah terhadap kelompok ini akan terputus. 
Mengutip dari Jurnal The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy¸  
To begin with, "terrorism" is a tactic employed by a wide array 
of political groups; it is not a single unified adversary. The 
terrorist organizations that threaten Israel (e.g., Hamas or 
Hezbollah) do not threaten the United States, except when it 
intervenes against them (as in Lebanon in 1982).  Moreover, 
Palestinian terrorism is not random violence directed against 
Israel or "the West"; it is largely a response to Israel's prolonged 
campaign to colonize the West Bank and Gaza Strip.152 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, tidak heran jika Amerika Serikat memang 
harus memerangi Bashar al-Assad. Memerangi Suriah baik dalam hal menyangkut 
kepentingan domestiknya, maupun kepentingan Israel selaku sekutunya. 
Kelompok Hezbollah memang tidak pernah mengancam keamanan Amerika 
Serikat secara langsung namun kelompok ini menjadi musuh bagi Amerika 
Serikat secara tidak langsung. 
Ditambah lagi Suriah dengan Partai Baath-nya terkenal sebagai negara yang 
anti Israel. Sedangkan, Amerika Serikat seperti yang diketahui bersekutu dan 
sekaligus sangat bergantung pada Israel sebagai salah satu sumber dananya. 
Demokrasi di Amerika Serikat membutuhkan biaya yang mahal sehingga seorang 
kandidat memerlukan uang yang sangat besar saat kampanye. Menurut  Center for 
Rerponsive Politics, Obama  menerima sumbangan sebesar 213.000 dolar dari 
perusahaan minyak dan gas, Big Oil. Hillary mendapatkan lebih banyak lagi, 
sekitar 300.000 dolar sementara John McCain mendapatkan 1.3 juta dolar.153 Big 
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Oil tidak hanya mengucurkan uang untuk para kandidat presiden tetap juga para  
kandidat dan anggota kongres (parlemen) Amerika Serikat. Namun, tentu saja 
bantuan itu tidak diberikan secara langsung karena dilarang oleh Undang-undang 
Amerika Serikat. Dengan uangnya, Big Oil mampu mengatur kebijakan 
pemerintah dan parlemen Amerik Serikat. Kemudian, karena para pemilik saham 
terbesar Big Oil adalah orang-orang Zionis (salah satunya adalah Rockfeller), 
maka wajar saja kebijakan yang diinginkan adalah kebijakan yang 
menguntungkan Israel. 
Berdasarkan paham Partai Baath dan kebijakan ―otoritarian yang populis‖-
nya, sebenarnya hal ini menjadi ancaman bagi Israel dan ancaman bagi Israel 
sudah tentu juga merupakan masalah bagi Amerika Serikat juga. Partai Baath 
dengan kebijakannya yang terang-terangan anti-Israel menjadikan Suriah sebagai 
musuh dan sasaran intervensi berikutnya. Hal ini disebabkan  pentingnya bagi 
Amerika Serikat untuk senantiasa berkomitmen menjaga keamanan dan menjamin 
eksistensi dari sekutu abadinya tersebut. 
Jika Bashar Assad dituduh sebagai penjahat perang dan melanggar HAM 
karena telah merenggut jutaan nyawa rakyat Suriah, berarti hal tersebut tidak 
berbeda jauh dengan tindakan Israel yang merampas tanah Palestina. Tapi 
Amerika Serikat selalu menutup mata atas apa yang terjadi. Intinya, jika yang 
melanggar HAM adalah Amerika Serikat dan sekutunya, maka hal itu dapat 
dibenarkan namun jika yang melakukan adalah musuh, maka ia harus diintervensi 
atau diserang. Kenyataannya, komitmen untuk senantiasa melindungi Israel 
membuat Amerika Serikat harus merombak kebijakan luar negerinya. 
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Setidaknya, ada empat hal utama yang mendasari mengapa Israel merasa 
perlu dan berhak mendapat dukungan Amerika Serikat, yaitu pertama karena 
Israel lemah dan ia dikelilingi oleh musuh. Dalam hal ini, Israel kadang 
digambarkan sebagai pihak yang lemah yang dikelilingi oleh musuhnya, yakni 
negara-negara Arab. Padahal, saat ini kekuatan militer Israel merupakan yang 
terkuat di kawasan Timur Tengah, jauh melebihi negara-negara sekitarnya. 
Ditambah lagi, Israel satu-satunya negara di kawasan yang memiliki senjata 
nuklir. 
Alasan kedua dikarenakan Israel menganut sistem demokrasi yang selaras 
dengan pemerintahan Amerika Serikat, berbeda dengan negara-negara di kawasan 
yang diktator sehingga wajar jika ia didukung. Secara politik memang benar Israel 
menganut sistem demokrasi namun penjajahan serta penindasan yang 
dilakukannya terhadap orang-orang Palestina sangat jauh dari kata ―demokrasi‖. 
Ketiga, dikarenakan orang-orang Yahudi telah mengalami kejahatan masa lalu 
yang kelam. Maksud dari kejahatan masa lalu ini adalah tragedi Holocaust  yang 
menimpa orang-orang Yahudi. Oleh karena mereka telah dianiaya dan hanya bisa 
mendapatkan keamanan dengan kembali ke tanah Yahudi, maka Israel merasa 
pantas mendapat perlakuan istimewa dari Amerika Serikat. 
Alasan terakhir karena secara moral, Israel merasa lebih unggul 
dibandingkan musuh-musuhnya. Israel dikatakan sebuah negara yang selalu 
mencari damai dan memiliki pengendalian yang luar biasa bahkan dalam keadaan 
terdesak dan sangat bertolak belakang dengan negara-negara Arab yang 
melakukan kejahatan. Padahal di satu sisi pasukan Israel terkenal dengan 
kebrutalannya terhadap warga Palestina dan pernah membunuh beberapa aktivis 
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perdamaian, termasuk wanita Amerika berusia 23 tahun yang remuk akibat 
buldoser Israel pada Maret 2003.154 
Kedekatan Amerika Serikat dengan Israel semakin terlihat berdasarkan 
kutipan dari website American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), yang 
mengatakan bahwa ―The United States and Israel have formed a unique 
partnership to meet the growing strategic threats in the Middle East… This 
cooperative effort provides significant benefits for both the United States and 
Israel‖ 155 . Sejak awal, Israel memang telah berhasil memasuki tubuh 
pemerintahan Amerika Serikat dan selalu mampu mengatur arah kebijakan 
Washington agar kepentingannya selalu diprioritaskan. Oleh sebab itu, pernyataan 
bahwa Israel is thus seen as a crucial ally in the war on terror because its enemies 
are said to be America's enemies, tidak terbantahkan lagi.156 
Kesimpulannya, Amerika Serikat di sisi lain memang memiliki kepentingan 
pribadi di Kawasan Timur Tengah, termasuk Suriah. Namun, di sisi lain kebijakan 
luar negeri Amerika Serikat juga selalu berhasil dicondongkan ke arah 
kepentingan Israel melalui kelompok-kelompok kepentingan yang bermain di 
dalam tubuh pemerintahan. Sehingga, Amerika Serikat sebenarnya telah 
menyulitkan dirinya sendiri dengan keberpihakannya pada Israel. Hal ini tentu 
saja mengundang kebencian di kawasan, di mana di sisi lain, Amerika Serikat 
ingin menciptakan kesan yang baik melalui program demokratisasinya. 
Israel yang selalu merasa dikelilingi oleh musuh, tentu saja menganggap 
Suriah sebagai ancaman. Pertama, dengan paham partai Baath yang lantang tidak 
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menyukai Israel dan yang kedua berdasarkan bantuannya terhadap Hezbollah 
yang mana merupakan kelompok perjuangan bagi bangsa Palestina. Kemudian di 
saat yang sama, kemampuan Israel mendekati Amerika Serikat menyebabkan ia 
selalu mendapat dukungan. Sehingga wajar saja jika Amerika Serikat memiliki 
daftar panjang kepentingan di Suriah, sekalipun Hezbollah tidak pernah menjadi 
ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Namun, karena musuh Israel adalah 
musuh Amerika Serikat juga, maka Hezbollah menjadi salah satu objek yang 
harus dihentikan, yang mana Suriah harus tumbang terlebih dahulu. Dengan 
jatuhnya rezim yang berkuasa di Suriah, kepentingan nasional Amerika Serikat 
dapat tercapai sekaligus dengan kepentingan sekutu utamanya. Sehingga krisis 
politik di Suriah memang kenyataannya diwarnai oleh beragam aktor dan 
kepentingan internasional. 
C. Melindungi Kepentingan Energi 
Secara umum, kawasan Timur Tengah terkenal dengan letaknya yang 
strategis karena menjadi jembatan antara Asia dengan Eropa dan antara Asia 
dengan Afrika selama berabad-abad sehingga kawasan ini memiliki daya tarik 
tersendiri. Kawasan Timur Tengah juga mengingatkan masyarakat akan sebuah 
tempat suci bagi umat manusia karena merupakan tempat lahirnya beberapa 
agama besar, salah satunya agama islam dengan jumlah pemeluknya yang tersebar 
di seluruh dunia. Maka tidak heran apabila kawasan Timur Tengah sering pula 
diidentikkan sebagai negara-negara islam, meskipun terdapat juga pemeluk-
pemeluk agama atau kepercayaan lain namun tetap yang mayoritas adalah agama 
islam. Tidak hanya karena itu, kawasan ini pula sangat kaya dengan kandungan 
sumber daya alamnya yang sangat menggoda, khususnya bagi negara-negara 
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industri yang membutuhkan minyak sebagai motor penggerak perekonomiannya. 
Maka tentu saja hal tersebut semakin menaikkan popularitas Kawasan Timur 
Tengah di panggung dunia. 
Setidaknya, enam dari sepuluh negara produsen minyak terbesar di dunia 
ada di Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia, Irak, UAE, Kuwait, Iran, dan Libya. Di 
samping itu, telah diakui bahwa sekitar 50% dari ladang-ladang minyak yang 
sudah diketahui dan dieksplorasi terdapat di kawasan ini. Artinya, bagi negara-
negara yang mengandalkan industrialisasi dan gaya hidup berbasis energi minyak 
bumi punya ketergantungan pada negara-negara di kawasan ini. Ditambah lagi 
kawasan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur harga minyak 
dunia.157 
Suriah merupakan salah satu negara yang cukup menggoda di Kawasan 
Timur Tengah dengan kandungan gas alamnya yang melimpah. Menurut 
Washington Institue for Near East Policy (merupakan lembaga think tank dari 
organisasi lobby Zionis, AIPAC. Kepada AIPAC-lah para kandidat presiden 
Amerika Serikat biasa meminta ―restu‖ saat kampanye), cekungan Mediterania 
mengandung cadangan gas terbesar di dunia. Itulah sebabnya Suriah memiliki 
posisi yang sangat penting karena relatif Suriah merupakan satu-satunya negara 
produsen minyak dan gas di antara negara-negara di pesisir Laut Mediterania.158 
Gas merupakan primadona energi abad ke-21 karena relatif bebas polusi dan 
harganya lebih murah. Kemudian di saat yang sama, Eropa dan Amerika Serikat 
tengah dilanda krisis ekonomi sehingga kontrol energi menjadi kunci utama bila 
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mereka ingin bertahan sebagai penguasa dunia. Namun masalahnya Suriah 
merupakan negara yang tangguh dan tidak bisa dikontrol oleh Barat. Suriah 
bahkan telah menandatangani perjanjian dengan Irak serta Iran untuk membangun 
pipa gas dari kedua negara tersebut, melewati Suriah (Mediterania), dan terus ke 
pasar Eropa. Rusia dan China merupakan pendukung jalur ini. Jalur ini 
mengancam jalur pipa gas Nabucco yang dikontrol oleh Barat yang menyalurkan 
gas dari Timur Tengah dan Laut Kaspia, melewati Turki hingga ke pasar Eropa.159 
Namun, tidak hanya pesonanya akan gas alam, Suriah juga tercatat sebagai 
salah satu produsen minyak dunia. Rata-rata total produksi minyak Suriah adalah 
400.000 barel per hari antara tahun 2008 dan 2010. Sayangnya, akibat konflik 
yang bermula sejak tahun 2011, jumlah produksi minyak Suriah perlahan 
mengalami penurunan, yakni kurang dari 25.000 barel per hari pada Januari 
2014.160 
Sehingga, jika Suriah berhasil dikuasai oleh Amerika Serikat, ditakutkan 
akan mudah baginya untuk menguasai kandungan gas alam yang ada di Suriah. 
Bagi Amerika Serikat sebagai negara industri modern, sumber-sumber daya alam 
yang melimpah di Timur Tengah seperti minyak bumi dan gas alam merupakan 
sebuah kebutuhan dasar untuk menggerakkan perekonomian negaranya. Oleh 
sebab itu, tidak heran jika Amerika Serikat berusaha keras untuk tetap 
mengamankan pasokan minyak bumi dari Timur Tengah. 
Berdasarkan data statistik mengenai jumlah impor minyak bumi Amerika 
Serikat, negara-negara di kawasan Timur Tengah memang terbukti banyak 
menyumbangkan dan memanjakan Amerika Serikat dengan kekayaan alamnya. 
                                                          
159 Ibid 
160 http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=SY  
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Walaupun Kanada menempati urutan teratas dalam daftar pengimpor minyak 
utama bagi Amerika Serikat namun Arab Saudi menempati urutan pertama 
sebagai produsen minyak bumi terbesar di dunia. Arab Saudi bahkan menempati 
urutan kedua setelah Kanada sebagai salah satu pengimpor utama bagi Amerika 
Serikat. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan data statistik pada tahun 2012, 
Amerika Serikat menempati urutan pertama sebagai negara konsumer minyak 
bumi terbesar di dunia dengan jumlah konsumsi sebesar 18.490.000 barel per hari. 
Artinya, minyak bumi serta kandungan alam lain yang ada di Timur Tengah 
memang merupakan salah satu kebutuhan yang akan selalu diincar oleh negara-
negara industri, salah satunya Amerika Serikat.  
Setidaknya, ada kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan laporan yang 
dirilis oleh Federation of American Scientists, yaitu 
U.S. goals in the Middle East and North Africa include 
securing a just, lasting, and comprehensive peace between Israel 
and all Arab parties with which it is not yet at peace; maintaining 
our steadfast commitment to Israel's security and well-being; 
building and maintaining security arrangements that assure the 
stability of the Gulf region and unimpeded commercial access to its 
petroleum reserves, which are vital to our economic prosperity; 
ensuring fair access for American business to commercial 
opportunities in the region; combating terrorism; and promoting 
more open political and economic systems and respect for human 
rights and the rule of law...161 
 
Kenyataannya memang program demokratisasi yang dicanangkan oleh 
Amerika Serikat saling terkait satu sama lain. Keseimbangan antara upaya untuk 
menyebarkan paham demokrasinya sekaligus cara agar negara-negara Timur 
Tengah dapat didikte agar kepentingan pribadinya akan sumber daya alam serta 
ancaman terorisme dapat dihilangkan, serta komitmen untuk memastikan 
                                                          
161 https://www.fas.org/irp/threat/prolif96/me_na.html  
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keamanan sekutu abadinya, Israel, dapat terlaksana. Dengan kata lain, jika negara-
negara Timur Tengah, dalam hal ini Suriah yang menjadi target Amerika Serikat 
selanjutnya, berhasil menjadi korban program promosi demokrasi ini, maka bukan 
tidak mungkin Suriah akan terpaksa mengizinkan berbagai LSM dan perusahaan 
asing masuk ke dalam negaranya yang pada dasarnya hanya menguntungkan 
kebijakan Washington belaka. 
Dengan berhasil menjadikan Suriah sebagai negara yang demokratis, secara 
tidak langsung sistem politiknya pun akan ikut berubah, yakni menjurus pada 
sistem ekonomi ke arah liberal. Pada akhirnya, Suriah akan menjadi negara 
demokratis ala Amerika Serikat, bukan ―demokratis‖ seperti yang diinginkan oleh 
rakyat Suriah. Nampaknya hanya Amerika Serikat saja yang berhak menentukan 
seperti apa negara demokratis seharusnya dan negara-negara yang pemimpinnya 
terpilih melalui pemilu (itupun pemilunya telah diatur sedemikian rupa) dan yang 
pro-Amerikalah yang dapat dikatakan negara ―demokratis‖. Ditambah lagi, negara 
dengan sistem demokratis diyakini Amerika Serikat tidak akan menjadi tempat 
yang subur bagi lahirnya gerakan-gerakan islam radikal yang ia sebut terorisme. 
Oleh karenanya, kebijakan luar negeri untuk mendemokratisasikan negara-negara 





KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Konflik Suriah awalnya bermula dari gejolak Arab Spring yang melanda 
negara-negara Timur Tengah namun situasinya memburuk dikarenakan 
banyak pihak luar dan kepentingan yang terlibat dalam konflik tersebut. 
Hal ini dikarenakan isu-isu sektarian antara Sunni – Syiah yang ada dalam 
tubuh Suriah serta keterlibatan Amerika Serikat semakin memperumit 
konflik yang ada. 
2. Pada hakekatnya, dasar kebijakan Amerika Serikat terhadap Suriah tidak 
terlepas dari dasar kebijakannya di Timur Tengah. Kebijakan tersebut 
kemudian menuntun Amerika Serikat untuk melakukan reformasi politik 
(demokratisasi) dan kepentingan untuk menjaga keamanan Israel sekaligus 
menghilangkan ancaman terorisme. 
3. Sama halnya dengan dasar kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, 
kepentingan Amerika Serikat terhadap Suriah tidak luput dari 
kepentingannya terhadap Timur Tengah secara umum, yaitu kepentingan 
untuk mengelola dan mendominasi sumber daya alam Suriah.  
Saran  
1. Masyarakat internasional harus lebih peka melihat konflik Suriah dari 
sudut pandang yang berbeda dan mampu memetakan konflik tersebut 
dengan tepat.  
2. Masyarakat internasional juga diharapkan mampu memahami serangkaian 
kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah secara umum dan 
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di Suriah khususnya, sebab semua elemen kebijakan tersebut saling 
berkaitan satu sama lain. 
3. Suriah sebagai satu dari sedikit negara yang terang-terangan anti Israel dan 
tidak mudah dikuasai oleh Barat, seharusnya mendapatkan perhatian dan 
dukungan lebih dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan jika Bashar 
Assad berhasil dijatuhkan, maka akan dengan mudah Suriah dikuasai dan 
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Since the beginning of the Syria conflict, the 
Obama Administration has significantly 
expanded U.S. sanctions against the regime 
and its supporters. The Treasury Department 
has designated dozens of individuals and 
entities, freezing any U.S.- based assets of 
theirs and denying them access to the U.S. 
financial system. For a complete list of 
sanctions, please see Table D-1 
August 2011 (President calls for Asad‘s 
Resignation) 
On August 18, 2011, President Obama called 
for the resignation of Syrian President Bashar 
al Asad, saying ―We have consistently said 
that President Asad must lead a democratic 
transition or get out of the way. He has not 
led. For the sake of the Syrian people, the time 
has come for President Asad to step aside.‖ 
The President also issued Executive Order 
13582 which freezes all assets of the 
Government of 
Syria, prohibits U.S. persons from engaging in 
any transaction involving the Government of 
Syria, bans U.S. imports of Syrian- origin 
petroleum or petroleum products, prohibits 
U.S. persons from having any dealings in or 
related to Syria‘s petroleum or petroleum 
products, and prohibits U.S. persons from 
operating or investing in Syria. 
February 2012 (President suspends Embassy 
Operations) 
 
The United States suspended its Embassy 
operations in Damascus and withdrew U.S. 
Ambassador to Syria Robert S. Ford 
April 2012 (U.S. support for United Nations 
involvement) 
 
On April 14, 2012, the U.N. Security Council 
passed Resolution 2042, which approved the 
deployment of a U.N. advance team of 30 
military observers to Syria. It also demanded 
that the Syrian authorities withdraw security 
forces from population centers and begin a 
dialogue with the opposition. The vote marked 
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the first time since protests began that the 
Security Council was united in demanding a 
halt to the violence. On April 21, the Security 
Council passed Resolution 2043, which 
established—for a 90-day period—a United 
Nations Supervision Mission in Syria 
(UNSMIS). The resolution also created a 
civilian team to help implement elements of 
the full peace plan, such as the start of a 
national political dialogue and the 
government's granting of the right to 
demonstrate. 
June 2012 (U.S.-Russian Endorsement of the 
Geneva Communiqué) 
 
On June 30 in Geneva, Switzerland, the 
Action Group on Syria (a group of countries 
which included the United States) issued a 
communiqué endorsing a U.N.-proposed 
peace plan and calling for a transitional 
government of national unity in Syria that 
could include members of the opposition and 
current regime. Such a transitional 
government would be charged with overseeing 
the drafting of a new constitution and national 
elections. In order to secure Russian support 
for the final statement, the Action Group 
stated that any transitional government ―shall 
be formed on the basis of mutual consent,‖ a 
phrase that would give supporters of Asad and 
the opposition veto power over the selection 
of unity government leaders. 
July 2012 (U.S. support for United Nations 
involvement) 
 
On July 19, 2012, the Security Council failed 
to adopt a proposed resolution that would 
have, among other things, threatened 
sanctions on Syria if demands to end the 
violence were not met. Permanent members 
China and Russia voted against the resolution 
and Pakistan and South Africa abstained. The 
resolution would have had the Security 
Council act under Chapter VII of the United 
Nations Charter to demand verifiable 
compliance—within 10 days of the proposed 
resolution‘s adoption—with its demands in 
previous resolutions that Syrian authorities 
pull back military concentrations from 
population centers and cease the use of heavy 
weaponry against them. Russia prominently 
vetoed two other U.N. Security Council 
resolutions on Syria in October 2011 and 
February 2012. 
Summer 2012 (President‘s reported rejection 
of lethal aid) 
 
Various U.S. media sources have reported that 
in 2012, then- Secretary of State Hillary 
Rodham Clinton and then-CIA Director David 
Petraeus proposed a plan to provide lethal aid 
(with the assistance of some neighboring 
countries) to vetted rebel groups. Subsequent 
testimony revealed that then-Secretary of 
Defense Leon Armed Conflict in Syria: 
Background and U.S. Response 
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Congressional Research Service 18 Panetta 
also was in favor of this proposal, which 
reportedly was ultimately rejected 
by the President. 
August 2012 (The President on Regime Use 
of Chemical Weapons) 
 
On August 20, President Obama said, ―We 
have been very clear to the Assad 
regime, but also to other players on the 
ground, that a red line for us is we start seeing 
a whole bunch of chemical weapons moving 
around or being utilized. That would change 
my calculus.... We‘re monitoring that situation 
very carefully. We have put together a range 
of contingency plans‖. 




In October 2012, then Secretary of Defense 
Leon Panetta announced that the United States 
military had sent a task force of ―planners and 
other specialists‖ to Jordan 
December 2012 (Recognition of the Syrian 
Opposition) 
In order to help unify the long divided Syrian 
opposition, the United States and others 
facilitated the formation of the Syrian 
Opposition Coalition (SC) in 
November 2012 in Doha, Qatar. The United 
States extended recognition to the SC as the 
―legitimate representative of the Syrian 
people,‖ though it has not been legally 
recognized as the government of Syria. 
December 2012 (Designation of Al Nusra 
Front as an FTO) 
 
The United States designated Jabhat al Nusra, 
a Salafi-Jihadist militia and reported affiliate 
of Al Qaeda in Iraq, as a Foreign Terrorist 
Organization, indicating that U.S. interests are 
not only threatened in the short term by the 
effects of the current fighting but could be 
threatened over the long term by the 
empowerment of extremist groups in Syria. 
December 2012 (NATO approves Patriot 
Missile Deployment to Turkey) 
 
On December 4, 2012, NATO announced that 
it would deploy Patriot missile defense 
batteries to areas near the Turkish border, 
presumably to defend against potential Syrian 
Scud missile and/or chemical weapons 
attacks, as Turkey does not have a missile 
defense capability of its own. The United 
States, Germany, and the Netherlands have 
contributed Patriot batteries and operational 
teams to the Turkish population centers of 
Gaziantep, Karamanmaras, and Adana, 
respectively. The batteries reportedly became 
operational in January 2013. 
January 2013 (The President on the prospect 
of U.S. military intervention in Syria) 
 
In a January 2013 interview with the New 
Republic, President Obama responded to a 
question on how he views the violence in 
Syria by saying: ―And as I wrestle with those 
decisions, I am more mindful probably than 
most of not only our incredible strengths and 
capabilities, but also our limitations. In a 
situation like Syria, I have to ask, can we 
make a difference in that situation? Would a 
military intervention have an impact? How 
121 
 
would it affect our ability to support troops 
who are still in Afghanistan? What would be 
the aftermath of our involvement on the 
ground? Could it trigger even worse violence 
or the use of chemical weapons? What offers 
the best prospect of a stable post-Assad 
regime? And how do I weigh tens of 
thousands who've been killed in Syria versus 
the tens of thousands who are currently being 
killed in the Congo?‖ 
 
February 2013 (Non-Lethal Aid to Syrian 
Opposition) 
 
In February 2013, Secretary of State John 
Kerry announced an initiative to provide new 
U.S. non-lethal support to the SC and local 
opposition groups inside Syria. U.S. assistance 
to the SC and other opposition groups seeks to 
increase the opposition‘s capacity and 
credibility. To date, the Obama Administration 
and Congress have repurposed $250 million to 
support opposition groups and provide 
assistance in opposition-controlled areas of 
Syria. 
April 2013 (More U.S. Personnel to Jordan) 
 
In April 2013, the Defense Department 
announced that it will deploy an Army 
headquarters element (est. 200 personnel) to 
Jordan to help local forces defend their border 
with Syria. The Defense Department noted 
that U.S. troops dispatched to Jordan would 
provide training and equipment to Jordanian 
forces to ―detect and stop chemical weapons 
transfers along Jordan‘s border with Syria, and 
develop Jordan‘s capacity to identify and 
secure chemical weapons assets.‖ 
April 2013 (On alleged Syrian regime 
chemical weapons usage)  
 
On April 25, 2013, the White House issued a 
letter to Congress stating that ―our intelligence 
community does assess with varying degrees 
of confidence that the Syrian regime has used 
chemical weapons on a small scale in Syria, 
specifically the chemical agent Sarin.‖ 
May 2013 (Return to the Geneva 
Communiqué) 
 
On May 7, 2013, Secretary of State John 
Kerry and Russian Foreign Minister Sergei 
Lavrov announced that the United States and 
Russia would cooperate to convene an 
international conference aimed at reaching a 
political settlement. 
May 2013 (Humanitarian Aid) On May 9, Secretary Kerry announced that the 
United States is contributing an 
additional $100 million in humanitarian 
assistance, bringing total U.S. humanitarian 
assistance for those affected by the violence in 
Syria to nearly $510 million. 
June 2013 (Limited Sanctions Relief) 
 
On June 12, Secretary Kerry announced a 
partial waiver of preexisting Syrian 
Accountability Act sanctions restricting 
exports to Syria to allow, subject to case-
bycase review, the export and reexport of 
certain items to rebel controlled areas. The 
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items available to be licensed under the 
sanctions change are commodities, software, 
and technology, including but not limited to 
those related to water supply 
and sanitation; agricultural production and 
food processing; power generation; oil and gas 
production; construction and engineering; 
transportation; and educational infrastructure. 
June 2013 (Chemical Weapons Confirmation, 
Expanded Assistance) 
 
On June 13, White House officials confirmed 
the U.S. intelligence community‘s assessment 
that ―the Asad regime has used chemical 
weapons, including the nerve agent sarin, on a 
small scale against the opposition multiple 
times in the last year.‖ In response to the 
assessment, the White House signaled its 
intent to expand U.S. assistance to the Syrian 
opposition, including the provision of 
unspecified support to the Supreme Military 
Council of the armed opposition. 
August 2013 (Chemical Weapons 
Confirmation) 
 
On August 30, the White House released an 
unclassified summary of the U.S. intelligence 
community‘s assessment of the Syrian 
government‘s mass use of chemical weapons 
on August 21. Among other things, the 
assessment determined that 1,429 people were 
killed in the chemical weapons attack, 
including at least 426 
children. 
August 2013 (President‘s Request to Congress 




On August 31, President Obama submitted a 
draft resolution requesting that Congress 
authorize the use of force for military 
operations ―against Syrian regime targets‖ to 
―hold the Assad regime accountable for their 
use of chemical weapons, deter this kind of 
behavior, and degrade their capacity to carry it 
out.‖ 
September 2013 (Lethal Aid to Syrian 
Opposition 
 
In early September 2013, U.S. officials 
publicly acknowledged in hearings before 
Congress that the Administration had 
approved a covert program to arm elements of 
the Syrian opposition. On September 4, in a 
hearing before the House Foreign Affairs 
Committee, Secretary of State Kerry said, ―we 
have seen the president take steps in response 
to the initial attacks of chemical weapons to 











Bukti-bukti dukungan Amerika Serikat kepada Israel menurut Dr. Rif'at Sayyid 
Ahmad (pakar politik Timur Tengah) 
1) Sesaat setelah perjanjian Balfour ditandatangani pada tanggal 2 
Februari 1917, Presiden Amerika Serikat kala itu langsung 
memberikan konferensi pers yang berbunyi ―saya pribadi dan atas 
nama presiden, sangat bangga dengan sikap negara koalisi dan 
rakyatnya yang setuju dengan berdirinya Negara Yahudi Israel di 
Palestina dan saya sendiri mendukung secara mutlak berdirinya negara 
Israel.‖ 
2) Kemudian, pada 11 September 1922, senator dan kongres Amerika 
Serikat mengeluarkan keputusan untuk mendukung penuh atas 
berdirinya Negara Israel di tanah Palestina. 
3) Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, memberikan 
dukungannya atas hasil Konferensi Zionis Internasional yang 
diselenggarakan di Hotel Baltimore, New York, pada tanggal 11 Mei 
1942 silam. Hasi konferensi itu berisi keputusan-keputusan, di 
antaranya untuk mengubah Palestina menjadi negara Yahudi dan 
mengusir semua orang Arab yang ada di tanah Palestina. 
4) Tidak hanya itu, pada tanggal 16 Maret 1945, Presiden Franklin D. 
Roosevelt kemudian mengadakan pertemuan dengan salah seorang 
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ketua gerakan Zionisme, DR. Stephan Weiz. Saat itu, Presiden 
Franklin D. Roosevelt menjelaskan bahwa ia sebagai presiden sudah 
mempunyai sikap yang tegas terhadap rencana zionisme tersebut. 
5) Dalam konferensi pers pada tanggal 16 Agustus 1945, Presiden Harry 
Truman memberikan dukungan penuh untuk mengirim sebanyak 
mungkin orang Yahudi ke Palestina. 
6) Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Harry Truman 
mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Inggris, Clement 
Attlee, meminta agar segera mengizinkan dikirimnya 100.000 orang 
Yahudi yang ada di Inggris ke Palestina. 
7) Pada tanggal 5 Mei 1946, Presiden Harry Truman menekan Perdana 
Menteri Inggris untuk menerima 100.000 pendatang Yahudi di 
Palestina dan Amerika Serikat juga akan membantu mengangkutnya. 
8) Selain itu, Presiden Harry Truman juga mengeluarkan surat keputusan 
pada tanggal 14 Oktober 1946 yang isinya menganjurkan kepada 
seluruh orang Yahudi untuk segera pindah ke Palestina tanpa perlu 
menunggu hasil akhir proses politik dan militer penjajahan Inggris di 
Palestina. 
9) Pada tanggal 29 November 1947, Amerika Serikat menekan beberapa 
negara untuk mendukung voting pemecahan Palestina menjadi dua 
wilayah, yakni untuk bangsa Yahudi dan untuk bangsa Arab. 
10) Lalu, pada tanggal 14 Mei 1948, hanya berselang 10 menit setelah 
Israel terbentuk, Presiden Harry Truman langsung mengumumkan 
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pengakuannya terhadap eksistensi Negara Israel dan langsung 
membuka hubungan diplomatik dengannya. 
11) Pada tanggal 29 Mei 1965, Komisi Hubungan Luar Negeri Amerika 
Serikat memutuskan untuk mengurangi bantuan kepada para 
pengungsi Palestina. 
12) Pada tanggal 12 Juni 1966, pemerintah Amerika Serikat menekan 
Badan Keamanan PBB untuk segera menghentikan bantuan 
kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina yang melakukan latihan 
militer serta membentuk milisi perlawanan kepada Israel. 
13) Pada tanggal 2 Agustus 1966, Presiden Amerika Serikat kala itu, 
Presiden Lyndon Johnson, menjelaskan bahwa arah politik luar negeri 
Amerika Serikat akan terus mendukung eksistensi Israel dan akan 
senantiasa membantunya menjadi negara superpower di Kawasan 
Timur Tengah. 
14) Pada tanggal 3 Oktober 1966, Amerika Serikat mengajukan proyek 
perdamaian antara Suriah dengan Israel dan menuntut agar keduanya 
tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 
di kawasan. 
15) Pada bulan Januari 1979, Presiden Jimmy Carter menegaskan dalam 
sebuah pertemuan dengan para tokoh zionis Amerika terkemuka, 
bahwa Amerika Serikat tidak akan membuka peluang pembicaraan 
dengan Palestine Liberation Organization (PLO). 
16) Pada tanggal 7 Juni 1982, beberapa politisi Amerika Serikat berusaha 
melakukan lobi untuk menggagalkan resolusi sanksi untuk Israel. 
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17) Pada tanggal 12 Juni 1982, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat 
itu, Alexander Heed, menegaskan bahwa tidak akan menekan Israel 
untuk keluar dari Lebanon. 
18) Pada tanggal 15 Oktober 1982, Amerika Serikat menghentikan bantuan 
dana kepada IMF dikarenakan Amerika Serikat sedang focus 
membantu perekonomian Israel. 
19) Pada tanggal 11 Desember 1982, salah seorang juru bicara Hubungan 
Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa hubungan diplomatic 
antara Amerika Serikat dengan Israel masih berjalan dengan baik. 
20) Pada tanggal 21 Februari 1983, Presiden Ronal Reagan, meminta agara 
negara-negara Arab mengakui dan menerima eksistensi Israel sebagai 
sebuah negara. 
21) Pada tanggal 19 Oktober 1983, Amerika Serikat mengancam akan 
keluar dari Dewan Keamanan PBB dan akan menghentikan bantuan 
dananya apabila Dewan Keamanan PBB tidak menerima usulan dari 
delegasi Israel. 
22) Pada tanggal yang sama, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan 
bahwa mereka memutuskan untuk meningkatkan hubungan 
diplomasinya dengan Israel dan tidak akan membahas masalah sepak 
terjang Israel di Lebanon. 
23) Pada tanggal 12 November 1983, Presiden Ronal Reagan menegaskan 
kepada Perdana Menteri Israel bahwa Amerika Serikat akan senantiasa 
konsisten menjaga keamanan Israel. 
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24) Pada tanggal 4 Desember 1983, Presiden Ronal Reagan kembali 
menegaskan bahwa hubungan diplomatiknya dengan Israel dalam 
keadaan baik dan menegaskan sikapnya untuk terus menjaga serta 
melawan hal-hal yang dapat mengancam keamanan Israel. 
25) Pada tanggal 20 September 1984, Amerika Serikat mengancam akan 
keluar dari Forum Kesatuan Parlemen Internasional apabila forum 
tersebut mengecam dan menyebut Israel sebagai negara yang rasis. 
26) Pada tanggal 1 Oktober 1984, Kongres Amerika Serikat menyetujui 
untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka dari Kota Tel Aviv ke 
Kota Jerusalem. 
27) Pada tanggal 28 Oktober 1984, Presiden Ronald Reagan menegaskan 
bahwa Israel merupakan negara koalisi strategis, sahabat Amerika 
Serikat, dan mengecam pihak-pihak yang menyebut Israel sebagai 
negara rasis. 
28) Pada tanggal 15 Mei 1985, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
menegaskan bahwa akan terus menghalangi usaha untuk membentuk 
Negara Palestina Merdeka. 
29) Pada tanggal 30 September 1985, Presiden Ronald Reagan menyetujui 
aksi militer Israel terhadap kediaman ketua PLO di Tunisia sebagai 
bagian dari upaya melindungi diri dari aksi teroris. 
30) Pada tanggal 18 Februari 1986, Amerika Serikat menolak permintaan 




31) Pada tanggal 16 Februari 1987, Presiden Ronal Reagan memberikan 
hak istimewan bagi Israel dalam NATO walaupun Israel bukan 
anggota. 
32) Pada tanggal 16 Februari 1988, juru bicara Gedung Putih menegaskan 
bahwa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tetap sama, yakni 
semua rakyat Palestina, bangsa Arab, serta muslim agar melepaskan 
tanah Palestina kepada Israel. 
33) Pada tanggal 1 Maret 1988, salah satu organisasi Amerika Serikat yang 
bernaung di bawah PBB meminta agar menghapus keanggotaan dan 
kantor PLO di PBB. Selain itu, ia juga menuntut untuk menyeret 
seluruh anggota PLO ke Pengadilan Internasional. 
34) Pada tanggal 10 Maret 1988, Amerika Serikat secara sepihak menutup 
Kantor Perwakilan PLO di PBB tanpa memperhatikan kesepakatan 
internasional. 
35) Pada tanggal 17 Mei 1988, Presiden Ronal Reagan dan Menteri Luar 
Negeri George Solutes menegaskan bahwa solusi akhir bagi konflik di 
Palestina terletak pada kerelaan bangsa Arab untuk melepaskan tanah 
Palestina untuk bangsa Yahudi. 
36) Pada tanggal 27 Juli 1988, kongres Amerika Serikat menyetujui 
keputusan pemerintah yang kala itu memindahkan kedutaan besar 
mereka dari Tel Aviv ke Al-Quds. 
37) Pada tanggal 28 Juli 1988, kongres Amerika Serikat menyetujui 
alokasi biaya pembangunan dua gedung kedutaan Amerika Serikat di 
Tel Aviv dan Jerusalem. 
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38) Pada tanggal 12 Juli 1988, Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik 
menolak terbentuknya Negara Palestina Merdeka. 
39) Pada tanggal 5 Oktober 1988, pemerintah Amerika Serikat 
memutuskan untuk memberikan kekebalan diplomatis kepada anggota 
utusan militer Israel di Washington. 
40) Pada tanggal 2 November 1988, salah seorang pembantu Presiden 
George Bush menyatakan bahwa koalisis strategis antara Amerika 
dengan Israel merupakan kunci utama perdamaian di Kawasan Timur 
Tengah serta menolak terbentuknya Negara Palestina Merdeka. 
41) Pada tanggal 15 November 1988, Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak setuju dengan 
usulan dibentuknya Negara Palestina Merdeka. 
42) Pada tanggal 25 November 1988, Amerika Serikat melarang pemimpin 
PLO yang mereka akui sebagai Presiden Palestina untuk memberikan 
sambutan dalam sidang umum Dewan Keamanan PBB di Amerika 
Serikat. 
43) Pada tanggal 30 November 1988, hasil voting sebesar 151 suara, 
mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mengakui resolusi tentang 
pengakuan hak bagi Yasser Arafat untuk berpartisipasi dalam 
pertemuan anggota Dewan Keamanan PBB. Namun, Amerika Serikat 
dan Israel menolak resolusi tersebut dengan alasan Yasser Arafat tidak 
mendapatkan visa dari pihak imigrasi Amerika Serikat. 
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44) Pada tanggal 1 Mei 1989, pemerintah Amerika Serikat menegaskan 
penolakannya atas keanggotaan Palestina dalam World Health 
Organization (WHO) sebagai anggota tetap. 
45) Pada tanggal 15 Mei 1989, kongres Amerika Serikat menyetujui untuk 
menghentikan bantuan finansial dan bantuan kemanusiaan seluruh 
organisasi di bawah PBB apabila Dewan Keamanan PBB mengakui 
keanggotaan Palestina. 
46) Pada tanggal 22 Juni 1989, Presiden George Bush menegaskan kepada 
anggota kongres bahwa Amerika Serikat akan tetap memberikan 
dukungan penuh terhadap Israel, baik secara finansial, politik, 
diplomasi, maupun militer. 
47) Pada tanggal 7 Februari 1990, Presiden George Bush menekan Uni 
Soviet agar meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel dan 
memberikan izin kepada seluruh orang Yahudi di Uni Soviet untuk 
bermigrasi ke Israel melalui jalur penerbangan langsung dari Moscow 
ke Tel Aviv. 
48) Pada tanggal 22 Februari 1990, 84 di antara 100 senator mendukung 
Israel untuk menjadikan Kota Al-Quds sebagai ibu kota negara. 
49) Pada tanggal 3 April 1990, Presiden George Bush mengumumkan 
dukungannya terhadap proyek eksodus dan migrasi orang Yahudi di 
Uni Soviet ke Palestina. 
50) Pada tanggal 23 April 1990, kongres Amerika Serikat menyetujui 
usulan Israel untuk menjadikan Kota Al-Quds sebagai ibu kota negara. 
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51) Pada tanggal 18 Juni 1990, kongres Amerika Serikat menyetujui 
resolusi yang telah disepakati oleh senator untuk  menuntut seluruh 
anggota PBB dan Dewan Keamanan PBB agar penghapusan resolusi 
PBB yang menyebut Israel sebagai negara rasis. 
52) Pada tanggal 19 Juni 1990, kongres Amerika Serikat dan anggota senat 
meminta agar pemeritah Amerika Serikat menekan seluruh anggota 
PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan sidang 
umum guna menghapus Resolusi PBB tahun 1975 yang menyatakan 
Israel sebagai negara rasis. 
53) Pada tanggal 1 Desember 1990, Dewan Keamanan PBB mengundur 
pelaksanaan sidang tentang proses perdamaian di Timur Tengah 
dikarenakan tuntutan Amerika Serikat untuk menghapus pasal dalam 
resolusi PBB mengenai pernyataan bahwa Israel rasis. 
54) Pada tanggal 12 Desember 1990, pemerintah Amerika Serikat berjanji 
akan memberikan pinjaman sebesar 1 miliar US$ kepada Moscow atas 
jasanya mengirim 360.000 orang Yahudi dari Uni Soviet pada tahun 
1989. 
55) Pada tanggal 19 Juni 1991, kongres Amerika Serikat mengancam akan 
menghentikan bantuan militernya kepada Yordania dan akan 
mengembargo negaranya apabila Yordania tidak mengakui eksistensi 
Israel dan tidak ingin melakukan perundingan sebagai usaha 
perdamaian di antara kedua negara. 
56) Pada tanggal 14 Juli 1993, Menteri Pertahanan Amerika Serikat 
mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika tetap terikat untuk terus 
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membantu, menjamin keamanan Israel, dan akan senantiasa 
meningkatkan hubungan diplomatik strategisnya dengan Israel. 
57) Pada bulan Oktober 1995, kongres dan parlemen Amerika Serikat 
mengeluarkan keputusan yang berisi 
―Salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat 
yang harus segera direalisasikan adalah eksistensi Kota Al-Quds 
(Jerusalem) sebagai ibu kota Israel dan harus segera memindahkan 
kedutaan besar Amerika Serikat ke kota itu dari Tel Aviv paling 
lambat akhir Mei 1999‖. 
 
58) Pada tanggal 14 Februari 1997, Perdana Menteri Israel Benyamin 
Netanyahu sangat marah dengan penjualan 100 pesawat tempur F16 
Amerika Serikat kepada Arab Saudi. Presiden Bill Clinton segera 
menghubungi Netanyahu untuk meyakinkannya bahwa penjual 
pesawat tersebut akan dibatasi demi kepentingan keamanan Israel. 
59) Pada tanggal 8 Oktober 1997, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
Madeline Albright mengumumkan daftar gerakan dan Organisasi 
Perlawanan Palestina yang dikategorikan sebagai gerakan teroris, yaitu 
Harokah Muqowamah Islamiyah (Hamas), Hizbullah Lebanon, Jihad 
Islami, Front Pembebasan Rakyat Palestina, Qiyadah Ammah, Front 
Kemerdekaan Palestina, Milisi Nayeef Hawatimah, dan Milisi Abu 
Nidhal. 
60) Pada tanggal 28 April 1998, Presiden Bill Clinton memberikan 
sambutan pada peringatan 50 tahun berdirinya Israel sebagai sebuah 
negara yang dilaksanakan di halaman Gedung Putih. Saat itu ia 
memberikan sambutan dengan mengatakan 
―Kita bangsa besar Amerika sudah menyaksikan bersama 
perjalanan sejarah yang sangat membanggakan dalam perjalanan 
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bangsa ini, salah satu yang harus membuat kita bangga adalah 
karena kita merupakan negara pertama yang mengakui berdirinya 
Negara Israel.‖ 
 
61) Pada tanggal 16 Juni 1998, pasca serangan pejuang Palestina ke 
pemukiman Yahudi, Presiden Bill Clinton langsung mengadakan 
konferensi pers dan mengatakan bahwa ―saya dan atas nama seluruh 
bangsa Amerika ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap 
Israel yang pagi tadi mendapat serangan teroris untuk kesekian 
kalinya‖ 
62) Pada tanggal 23 Februari 1999, salah seorang pembantu Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat untuk masalah Timur Tengah dalam sebuah 
seminar yang diadakan oleh Dewan Yahudi Internasional, mengatakan 
bahwa ―perdamaian antara Israel dan Suriah akan sangat membantu 
kepentingan strategis Amerika di kawasan itu‖ 
63) Pada tanggal 13 Juni 1999, Pemerintah Otoritas Palestina terpaksa 
menyetujui untuk mengundurkan Konferensi Jenewa mengenai 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel karena 
mendapat tekanan yang kuat dari Washington. 
64) Pada tanggal 20 Januari 2000, Perdana Menteri Israel Ehud Barak 
meminta kepada Presiden Bill Clinton untuk menghentikan segala 
bentuk perlawanan Palestina yang merepotkan Israel, khususnya di 
selatan Lebanon. 
65) Pada tanggal 30 Juni 2000, Presiden Bill Clinton mengancam akan 
merevisi sikap dan hubungannya dengan rakyat Palestina apabila 
Palestina mengumumkan kemerdekaannya secara sepihak. 
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66) Kemudian, selama masa pemerintahan George W. Bush, ia telah 
mengeluarkan sekitar 150 kebijakan politik untuk membantu 
menanggulangi krisis ekonomi dan politik Israel dan mengeluarkan 
150 resolusi yang mengenyampingkan hak-hak rakyat Palestina. 
 
 
